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MOTTO

»  Semua sumber daya yang kita butuhkan ada dalam pikiran kita

Theodore Roosevell.

» Kadang-kadang dikira kita lupa akan sesuatu, padahal,

kenyataanya, kita tidak pernah mempelajarinya dengan
perhatian besar ‘

Improve Your Memory Skill.

» Pada akhirnya, kehidupan diukur bukan dari panjangnya tetapi

; dari apa yang dihasilkanya

Corrie Ten Boom.
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- ABSTRAK

Penelitian ini merupakan suatu penelitian kasus penerapan UU No. 34
Tahun 2000 dalam menggali potensi pajak di Kabupaten Semarang. Judul penelitian
ini adalah “Regulasi, Potensi, Kontribusi Pajak Daerah Berdasarkan UU No 34
Tahun 2000 Terhadap Pendapatan .4sli Daerah (PAD) dan Pertumbuban Ekonomi
(Studi Kasus Di Kabupaten Semarang)”. Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk
mendiskripsikan potensi dan kontribusi pajak daerah di kabupaten Semarang, (2)
menganalisis usaha (regulasi) dalam rangka mengoptimalisasikan potensi dan
kontribusi pajak dacrah yang ada dalam upaya untuk meningkatkan PAD di
Kabupaten Semarang dan (3) menganalisis hambatan-hambatan yang menjadi
kendala dalam rangka pemungutan pajek di Kabupaten Semarang.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode
pendekatan yuridis-sosiologis yang berupa permasalahan implementasi aturan
perundang-undangan dan aspek empirisnya yaitu penerapan UU No. 34 Tahun
2000. Teknik sampling yang digunakan adalah non random sampiing atau quota
sampling, dengan menggunakan daftar obyek dan jenis pajak yang ada secara.non
random di Kabupaten Semarang yang terdiri dari obyek pajak berupa Hotel, Rumah
Makan dan Parkir di Kecamatan Ungaran, Kecamatan Ambarawa dan Kecamatan
Getasan, sedangkan pemilihan sampel lokasi dilakukan dengan menggunakan
purposive sampling, dan dipilih hanya 1 kelurahan untuk masing-masing kecamatan
yang disesuaikan dengan karakteristik obyek pajak. Data penelitian diperoleh dalam
bentuk data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh melalui
wawancara dan obsevasi langsung terhadap pemungut pajak di lapangan dan wajib
pajak. Data sekuder diperoleh melalui penelusuran literatur dan dokumen
perundang-undangan (mengumpulkan dekumen, buku-buku, literatur, laporan,

perundang-undangan majalah dan surat kabar) yang terdiri dari data julmah dan

jenis pajak, jumlah nominal pemasukan pada dalam 3 tahun, inventarisasi perda,
perbandingan jumlah nominal dengan jenis obyek pajak dan perbandingan jumlah
nominal pemasukan dengan pemasukan PAD lainnya. Hasil pengolahan data
analisis data disajikan dalam bentuk tabulasi serta grafik untuk memberikan
gambaran dari hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten
Semarang tahun 2002 menetapkan target dan realisasi pemasukan dari jenis pajak
hotel, rumah makan atau restoran dan parkir, dimana realisasi pajak dari ketiga jenis
obyek pajak tersebut lebih besar dard yang ditargetkan. Potensi besarnya ketiga jenis
pajak tersebut disebabkan adanya keterkaiian kabupaten Semarang sebagai daerah
yang mempunyai obyek-obyek wisata. Petumbuhan wisata menjadi sebab
munculnya kebutuhan akan penginapan (hotel), keperltan rumah makan atau
restoran dan jasa parkir, Namun demikian usaha pemungutan pajak tersebut masih
belum optimal, dimana adanya beberapa penghambat yang dapat teridentifikasi
yang berasal dari beberapa sumber. Kendala yang yang muncul aparat/petugas
pajak adalah latar belakang pendidikan, sarana dan prasarana, perangkat komputer.
Kendala lain adalah muncul dari Wajib pajak (fiskus).
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ABSTRACT

This Study is about the application of UU No.34 Tahun 2000 in discovering
tax potential in Semarang Regendy. Its title is “Regulation,Potential, Contribution of
local tax Based on UU No.34 ‘Tahun 2000 to local Original Income or PAD and
Economical Growth ( a case in Semarang Regency ) “.Objektives of this study are
(1) to describe the potential and contribution of local tax in Semarang Regency, (2)
to analyze éﬁoﬂs ( regulation ) in order to optimize the potential and contribution
of the local tax to increase the PAD of Semarang Regency and (3) to analyze the
obstruction of tax coflecting in Semarang Regency.

This is a descriptive analysis research. It uses yuridical-sociological aproach
method, that is the implementation of the regulation, and empirical aspect,that is the
application of UU No.34 Tahun 2000. This research uses non random sampling
technique or quota sampling that is by using the list of objects and kinds of tax in
Semaréng Regency. The tax objects are hotels, restaurants, and parking in Ungaran,
Ambarawa, and Getasan subdistrict. It also uses purposive sampling in which only
one village, that is appropriate with the tax object characteristics, of each subdistrict
is taken.There are two kinds of data : primary and secondary. The first is got by
observing and interviewing the tax collector and tax obligation in the field.
Secondary data got by exploring literature and regulatibn document. This data
consist of the total and kinds of tax, the three years total nominal income, the local
regulation inventory, the ratio of total nominal and kinds of tax object, and the ratio
of total nominal income and other local income. The result of data analysis
presented in tabulation and graph form give the research description.

The result of this study shows that local government of Semarang Regency
in the year 2002 established the target and the realizaticn of tlie income from the tax
of hotels, restaurants, and parkings, in which the tax realization from those objects
is bigger than target. This big pétential is caused by the connection of Semarang as
a regency which has many tourist objects. Tourist growth becomes the cause of the
need of hotels, restaurants, and parkings. But, this tax collecting effort has not been
optimum yet since there are some identified obstruction some sources. The
obstruction fromn tax officer ai‘e the educational and the infrastructure. Another one

from the tax obligation factor.
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BAB I
PENDAHULUAN

~ L.1. Latar Belakang

Perkembangan jumlah penduduk akibat pembangunan terus
meningkat, berakibat kebutuhan hidup semakin meningkat pula. Hal tersebut
merupakan problem dan beban pembangunan. Upaya pemecahan persoalan
pembangunan tersebut perlu peningkatan peran pemerintéhan yang lebih
besar dan berkesinambungan. Meningkatnya peran pemerintah mempunyai
konsekuensi bahwa pemerintah memerlukan dana yang dibutuhkan untuk
membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Terutama dalam menjalankan
fungsi pemerintahan, pembangunan dan peran kemasyarakatan, Adolf
Wagner pemah menegaskan bahwa untuk membiayai pengeluaran negara
yang terus meningkat maka jdealnya ditatup dari pungutan pajak !

Menurut Prawirohardjo * peran pemerintah dapat dikelompokkan kedalam :

1. Peranan alokasi: sebagai pengalokasian sumber 'daya, pemerintah
bertwjuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan memproduksi
barang-barang publik, seperti jalan, jerbatan.

2. Peranan distribusi : sebagai distributor pendapatan/kekayaan,
pemerintahan melalui kebijakan fiskalnya mengubah perilaku masyarakat
terutama masyarakat kaya dengan mengunakan pajak progresif untuk
kelompok masyarakat kaya dan memberikan subsidi pada kelompok'
masyarakat miskin atau berpendapatan dibawah kelompok masyarakat
menengah.

3. Peranan stabilisasi sebagai stabilisator pemerintah dapat mengupayakan

keseimbangan dalam perekonomian.

Dalam Undang-undang No 22 Tahun 1999, tentang Otonomi Daerah
dan Undahg—undang‘No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

! Prawircharjo,S, Ekonomi Publik I, Universitas Terbuka, Jakarta, 1993, hal 52.
Z1bid, hal 42




Antara Pusat dan Daerah, memberikan kekuasaan yang luas pada daerah
untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Ide pemberian otonomi daeral pada daerah tingkat II dengan alasan
pemerintah daerah dinilai lebih mengenal persoalan di daerahnya. Disamping
itu daerah diberikan tanggung jawab yang Iébih lvas dalam bidang
pemerintahan, seperti memilih wakil-wakil rakyat (Pasal 18 Undang-undang
No. 22 tahun 1999). Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No 22 Tahun 1999
menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi dibentuk
dan disusun Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
Selanjutnya phda Pasal 5 avat 1 Undang-undang No 22 Tahun 1999
menyebutkan bahwa daerah dibentuk  berdasarkan pertimbangan
kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah
pendudlik, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan
terselenggaranya otonomi daerah.

Tekad pemerintah untuk mevwujudkan otonomi yang nyata dan
bertanggung jawab melaluni pemberian kewenangan yang lebih besar kepada
daerah tingakt Il merupakan suatu upaya untuk memberdayakan potensi
daerah di bebagai bidang pembangunan. Oleh karena itu daerah dalam
melaksanakan pembangunan harus siap menerima beban dan tanggung
jawab untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan
kemampuan yang dimiliki. Dengan Otonomi ini pula pemerintah daerah
harus mencari, mengoptimalkan dan memanfaatkan peluang yang ada dalam
rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

Mengenai ruang lingkup kewenangan daerah, Pasal 7 Undang-
undang No 22 Tahun 1999 menjelaskan kewenangannya mencakup seluruh
bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri,
pertahanan  keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta
kewenanagan bidang lain. Bidang lain ini meliputi kebijakan perencanaan
nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana

perimbangan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan




sumberdaya alam serta teknologi tinggi yang strategis, obvservasi dan
standarisasi nasional.

Tugas pemerintah Daerah Tingkat II dalam rangka otonomi ini
nampak cukup besar. Sebagai daerah yang diberi otonomi, mempunyai
tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik
pelayanan berupa penyediaan fasilitas publik. |

Guna mendukung upaya tersebut maka pemerintah daerah perlu
menggali potensi-potensi daerah yang ada sebagai sumber pendapatan asli
daerah. Upaya ini bertujuan untuk membiayai pembangunan daerah yang
sekaligus untuk meningkatkan kescjahtersan rakyat. Guna mewujudkan
tujuan sebagaimana yang diharapkan tersebut, pemerintah daerah harus
mempunyai kemampuan dalam bidang keuangan. Sebagaimana dikatakan
oleh Riwu Kaho bahwa daerah membutuhkan dana atau uang dalam
menyelenggarakan urusan rumah tangga.’

Dalam otonomi daerah sumber-sumber penerimaan dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi untuk dana perimbangan keuangan pusat dan
daerah berdasarkan ketentuan Pasal 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Bagian Ketiga
UU No 25 Tahun 1999 alokasi penerimaan pusat daﬁ daerah dapat
digémbarkan sebagai berikut :

a. Pajak Bumi dan Bangunan : Pusat 10% dan Daerah 90%

b. Bea Perolehan Hak atas Tanal dan Bangunan : Pusat 20% dan Daerah
80% '

c. Sektor Pertambangan minyak : Pusat 85% dan Daerah 15%

d. Sektor Kehutanan, Pertangan Umum dan Perikanan : Pusat 20% dan
Daerah 80%

€. Pertambangan Gas Alam : Pusat 70% dan Daerah 30%

f. . Perimbangan dana Reboisasi : 60% dan Daerah 40%

? Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Rajawali Press,

Jakarta, 1997, hal 124




Ketentuan diatas memberi gambaran jenis-jenis penerimaan yang

berpotensi tinggi didominasi oleh pemerintah pusat seperti, penerimaan

- scktor pertambangan minyak 85 %, sedangkan hanya 15 % (sisanya) untuk
pemerintah daerah. Pertambangan dan gas 70 % untuk pemerintah pusat,
sedangkan sisanya 30 % untuk pemerintah daerah. Perimbangan dana
reboisasi 60 % untuk pemerintahan pusat sedangkan 40% untuk pemerintah
daerah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk pajak-pajak yang
tidak begitu besar potensinya diserahkan sebagian besar kepada daerah.

- Pajak dalam skala nasional merupakan salah satu sumber terbesar
penerimaan- pemerintah. Dalam APBN tahun 2003 pajak tetap menjadi
harapan pembiayaan roda pemerintahan dan pembangunan. Pajak yang
dijadikan primadona diharapkan menyumbang sekitar 260.785,4 milyar atan
13 % dari total anggaran yang ada. * |

Pendapatan asli dacrah (PAD) Kabupaten Semarang terdiri dari pajak,
retribusi, laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penerimaan dinas-dinas
dan lain-lain sebagaimana uraian berikut ini :

L. Pajak Daerah : Tahun 2000 sebesar 2.999.996.000; Tahun 2001
sebesar 5.914.169.000 dar Tahun 2002 sebesar 8.411.591.000

2. Retnbusi Daerah : Tahun 2000 sebesar 5.225.296.000, Tahun 2001
sebesar 9.269.909.500, dan Tahun 2003 sebesar 14.192.384.149

3. Bagian Laba BUMD : Tahun 2000 sebesar 257.874.000, Tahun 2001

sebesar 270.044.500, dan Tahun 2002 sebesar 285.402.000
4.  Penerimaan Dinas-dinas : Tahun 2000 sebesar ...., Tahun 2001 sebesar

..., dan Tahun 2002 sebesar ....

5. Penerimaan Lain-lain : Tahun 2000 sebesar ...., Tahun 2001 sebesar ....
dan Tahun 2002 sebesar ...

Laporan Realisasi Pendapatan daerah Kabupaten Semarang 2002
Kabupaten Semarang berdasarkan data perkembangan realisasi penerimaan

dacrah sampai dengan bulan Agusius tahun 2002, sumber penerimaan asli

4 Harian Kompas tanggal 8-November-2002




daerah (PAD) sektor pajak mempunyai prospek cukup cerah. Namun perhi
ditingkatkan pemungutannya. Sumbangan pajak daerah yang ada cukup
lumayan yakni Rp.8. 411.591.000,00. ° Meskipun demikian sumbangan dari

sektor pajak tersebut dirasakan belum maksimum. Qleh karena itu potensi ini

- perlu ditingkatkan/dioptimalkan. Untuk 1ﬁendapatkan gambaran yang lebih

jelas, maka dapat dilihat uraian Pendapatan Asli Daerah Kabupateli

Semarang Tahun 1999/2000 sampai dengan Tahun 2002/2003 sebagai

berikut :

1. Tahun 199972000 : Target 11.304.489.000 dan realisasinya
12.069.291.809

2. Tahun 20002001 : Target 9.017.352.000 dan realisasinya
11.002.410.729 | |

3. Tahun 2001/2002 : Target 17.042.497.500 dan realisasinya
18.344.817.318 '

4. Tahun 2002/2003 : Target 29212284000 dan realisasinya
20.289.828.707

Gambaran di atas menunjukan, komposisi pendapatan asli daerah
(PAD) Kabupaten Semarang yang terdiri dari Pajak, Restribusi, Laba
BUMD, Penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain. Penerimaanj
pajak sejak tahun 2000-2003 sumbangannya atau kontribusinya terhadap
pendapatan asli daerah (PAD) relatif kecil bila dibandingkan dengan |

_ kontribusi restribusi daerah. Disamping itu pada tabel 3 dilihat dar@-

perbandingan antara target dan penerimaan, tahun 1999-2002 target telah

- terpenuhi, namun tahun 2003 nampak target belum terpenuhi.

Sedangkan realisasi target menurut jenis/obvek pajak dapat dilihat
dalam uraian berikut '

1. Pajak Hotel dan Restoran : Target 756.000.000 dan realisasinya

497.709.391

5 Dispenda Kab Semarang, Laporan realisasi Pendcrzpamn Daerah Kabupaien Semarang Tahun

2001, hall.




2. Pajak Hiburan : Target 75.000.000 dan realisasinya 60.472.498
3. . Pajak Penerangan Jalan : 6.441.539.000 dan realisasinya 4.303.498.271
4.  Pajak Reklame : Target 275.000.000 dan realiasinya 177.156.800

Apabila melihat yraian di atas némpak pendapatan dari obyek pajak
tertentu mengalami penurunan, terutama pada tahun 2002. Berdasarkan hasil
laporan kerjasama Fakultas Ekonomi UNISSULA dengan DIPENDA
Kabupaten Semarang tahun 2001 dari beberapa obyek pajak tersebut
berpotensi besar memberikan kontribusi pemasukan Kabupaten Semarang
seperti, pajak Hotel, Restoran dan Parkir. ¢ Direkomendasikan pula dalam
laporan akhir tersebut beberapa obyek (non pajak) seperti retribusi Pasar,
Terminal yang berpotensi memberikan sumbangan pemasukan layak untuk
ditingkatkan, ’

Melihat perkembangan tersebut, pemerintah daerah kabupaten
Semarang sewajarnya bertindak guna menggalt potensi pajak yang ada. Hal
ini sesuai dengan Undang-Undang No 34 tahun 2000 tentang perubahan atas
Undang-Undang No 18 Tahun 1987 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,
yvang memberikan peluang dalam menggali potensi sumber-sumber
keunangannya termasuk obyek pajak .baru. Dengan catatan sepanjang
memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi
masyarakat. Tindakan ini sebagai konsekwensi melaksanakan otonomi
daerah yang menyebabkan pemerintah daerah harus mengurangi
ketergantungan pada pemerintah pusat. Sehingga harus terus berupaya
menggali potensi yang ada. ‘

1.2. Rumusan Masalah

Menurut Locke ® negara adalah pelinduhg kekayaan. Oleh karena itu

dalam hal memungut pajak pemerintah tidak boleh sewenang-wenang perlu

mendasarkan pada regulasi. Regulasi memberi landasan negara dalam

% Laporan akhir, dnalisisi Potensi Pendopatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang,
Kerjasama FE UNISSULA dan DIPENDA Kabupaten Semarang, 2001. hal 55

7 ibid, hal 55 .

¥ Richard A Musgrave dan Peggy B Musgave, Keuangan Negara Dalam eori dan Praktek, (Terj)
Alfonsosius Sirat, Erlangga, Jakarta, 1973, hal 441.




melakukan transaksinya terhadap rakyat. Sehingga' regulasi dalam

pemungutan pajak mempunyai peran penting.  Adanya otonomi daerah

maka pemasukan dari sektor pajak daerah sangat penting untuk menaikan

PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Upaya memaksimalkan

PAD, disamping mengoptimalkan pemungutan terhadap obyek pajak yang

telah ada, upaya lain yakni penggalian potensi obyek pajak lainnya. UU No

34 Tahun 2000 (Pasal 2) meniberikan peluang terhadap upaya tersebut.

Dengan demikian hubungan dan keterkaitan antara aspek regulasi, potensi

dan kontribusi merupakan satu kesatuan. Bahwa optimalisasi potensi bisa

dilakukan' apabila ada landasan regulasi atau yuridisnya (karena merupakap
pajak) dan selanjutnya dapat memberikan kontribusi terhadap PAD. Hanya
saja perlu penelahaan mengenai regulasi yang ada, rekapitulasi potensinya
dan besaran hambatan yang ada. ! _

Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Semarang ini memunculkan
permasalahan yang akan dianalisis dalam penulisan tesis ini, adalah sebagai
berikut :

1. Sebagai upaya kebijakan peningkatan potensi pemasukan dari sektor
pajak memerlukan dukungan dasar hukum. Sebab pemungutan pajak
hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh
karena itu regulasi menjadi penting. Untuk itu perlu dilakukan
pengkajian secara sistematis
Usaha regulasi apa saja yang telah dilatukon dalam mendukung
peningkatan penerimaan pajak daerah tersebut ?

2. Mengingat bahwa sektor pajak merupakan andalan PAD di Kabupaten
Semarang, maka rekapitulasi obyek pajak sebagai sumber pendapatan
perlu dilakukan, disamping itu potensi obyek pajak yang sudah ada
dirasakan belum maksimal, maka perln dideskripsikan perhitungan
potensi yang ada. Sebagai upaya penggalian terhadap obyek-obyek pajak
di Kabupaten Semarang, schingga dapat diketahui potensi yang ada,
berikut sumbangan .sektor pajak ini dalam PAD. Untuk itu peru
dilakukan pengkajian:”




Sejauhmana potensi dan kontribusi pajak daerah bagi PAD Kabupaten
Semarang ?

3. Oleh karena potensi pendapatan dari sektor pajak di Kabupaten Semarang
belum tercapai secara optimal maka perlu dianalisis kendala apa yang
dilbadapi Pemerintah Darah Kabupaten Semarang dalam pemungutan
pajak tersebut. Sehingga muncul pertanyaan:

Faltor-faktor apa sajakah yang menghambat berkaitan dengan
pemungutan pajak di Kabupaten Semarang ?

1.3. Kerangka Berfikir

Pada Pasal 2 (1) (2) UU No 34 Tahun 2000 dikatakan bahwa Pajak
Daerah dibedakan antara Pajak Daerah Propinsi dan Pajak daerah
Kabupaten/Kota. Dalam penulisan tesis ini difokuskan pada pajak daerah
kabupaten Semarang. Jenis obyek pajak menurut Undzing—undang No 34
Talmn 2000 meliputi: Pajak Hotel, Pajak Restoran (Rumah Makan), Pajak
Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan
Pajak Parkir,

Dalam tulisan tesis ini dari beberapa obyek pajak daerah tersebut
diambil sampel Pajak Hotel, Pajak Restoran (Rumah Makan) dan Pajak
Parkir. Hal ini mengingat keterbatasan waktu, kemampuan dan biaya, Pajak
dalam pelaksanaannya berdasarkan asas legalitas dalam arti pemungutannya
harus berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Obyek pajak
merupakan potensi yang dapat digali secara maksimum. Perhitungan potensi
dapat dilakukan dengan cara tertentu. Schingga diketahui besaran potensi
dari obyek pajak tersebut. Dengan mengetahui besaran potensi pajak maka
dapat diketalni kontribusi pajak terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah).
Dalam upaya menggali potensi pajak maka dilakukan maksimal dalam
pemungutan pajak. Namun dalam realitas upaya pemungutan pajak tidak
selalu berjalan sebagaimana yang dikehendaki. ‘

Oleh karena hal berkaitan fakto-faktor yang berkaitan erat dengan

persoalan kesadaran hukum atau ketaatan wajib pajak. Disamping itu juga




faktor aparat penarik pajak. Hambatan-hambatan menyangkut ketaatan wajib
pajak terumuskan dalam faktor internal dan faktor ekternal. Faktor Internal
terdirt dari pemahaman terhadap Undang-undang, pemahaman nilai dan
pemahaman pajak. Sedangkan faktor eksternal meliputi, penagihan pajak,
pengumpulan pajak, sanksi dan insentif Kedua faktor itu menumbuhkan
sikap bagi wajib pajak maupun aparat pemﬁngut pajak. Hal ini menjadi
cerminan sejauhinana tingkat kesadaran hukum mereka. |
Hal ini sejalan dengan pendapat K.J Davey (Kesit Bambang Prakoso:
2003 : 2} bahwa optimalisasi potensi pajak dipengaruhi oleh:
I. Kesadaran dan ketaatan wajib pajak
2. Integritas aparat pajak berupa sikap jujur, tegas, sopan dan pelayanan.
3. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) daerah yang memadai dalam
melaksanakan proses pemungutan pajak.
4. Perlunya dukungan data, sarana dan prasarana sehingga memperoleh data
dan pendapatan yang terkenz pajak.

Pendapat K.J Davey no 1 sama dengan kriteria ketaatan wajib pajak
dalam membayar pajaknya menurut konstruksi Mar’at sebagaimana dikutip
Bimo Walgito dan Soerjono Soekanto. Sedangkan pendapat K.J Davey no
2,3 dan 4 lebih menfokuskan pada aparat pemungut pajak. Dalam penelitian
ini kedua faktor ini diperhitungkan. Dengan upaya optimalisasi obyek pajak
maka akan nampak besaran kontribusi pajak daerah tersebut bagai pendapatan
asli daerah (PAD).

Selain ifu dalam rangka pemungutan pajak perlu diperhitungkan
faktor—faktor yang menurut Miyasto (Miyasto:1997:3-4) antara lain :

1. Asas iegal, pemungutan pajak harus berdasarkan peraturan perundangan

2. Asas kepastian hukum, yakni tidak boleh menimbuikan keraguan. _

3. Asas éfﬁsien, bahwa biaya pemungutan jangan sampai lebih besar dari
pajak yang dipungut.

4. Asas Non Distorsi, pungutan pajak jangan sampai justru menimbulkan
kelesuan ekonomi.

5. Asas sederhana yakni prosedur pemungutan pajak mudah.




6. Asas Adil artinya pajak sesuai dengan golongan atau pendapat di
masyarakat,

Beberapa pendapat para sarjana tersebut merupakan variabel-variabel
yang perlu diperhatikan. Sehingga hambatan-hambatan yang ada dapat

terdeteksi dan pada akhirnya upaya optimalisasi potensi pajak yang ada dapat
dilakukan.

1.4. Tujuan dan manfaat penelitian :

1.4.1. Tujuan penelitian :

1. Mendiskripsikan potensi dan kontribusi pajak daerah di kabupaten
Semarang.

2. Menganalisis usaha (regulasi) dalam rangka mengoptimalisasikan
potensi dan konfribusi pajak daerah yang ada dalam wvpaya untuk
meningkatkan PAD di Kabupaten Semarang.

3. Menganalisis hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam rangka

pemungutan pajak di Kabupaten Semarang.

1.4.2, ‘Manfaat perielitian :

1. Dalam tataran teoritis untuk menjadi sunber acuan/rujukan bagi kalangan
teoritisi atau akademisi terutama yang berkaitan dengan persoalan pajak di
Kabupaten Semarang. |

2. Dalam tataran praktis dapat dipergunékan sebagai bahan pemerintah
daerah Kai)upaten Semarang dalam rangka mengambil kebijakan di bidang
pemungutan pajak di Kabupaten Sematdng untuk lebih meningkatkan
PAD (Peilapatan Asli Daerah)
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1.5. Metode Penelitian :
Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan melatui 2 (dua)
pendekatan yakni metode penelitian hukum normatif (fegal research) dan
metode penelitian hukum sosiologis (socio legal research).
(1) Penelitian hukum normatif (fegal research) Penelitian hukum normatif
yang menitik beratkan pada aépek penelitian literatur (law in abstracio).
Penelitian hukum normatif menurut Ronny Hantijo Soemitro meliputi:
|1. Penelitian mnventarisasi hukum positif, |
2. Penelitian terhadap asas-asas hukum,
3. Penelitian untuk menemukan hukum in concreto,
4. Penelitian terhadap sistematik lukum. °
(2) Penelitian hukum sosiologis (socio legal research) merupakan penelitian
hukum empiris. Metode penelitia';l sosio legal yridis sebenarnya
mengadopsi penelitian dalam lapangan ilmu sosial. Oleh karena itu
sedikit banyak mempergunakan tahapan-tahapan™ metode ilmu sosial.
Dalam penelitian ini mervapakan tahapan implementasi atau penerapan
hukum di lapangan (law in action) Penelitian empiris yaitu penelitian
hukum  yang berkaitan dengan aspek perilaku masyarakat terhadap
hukum. Dalam arti sejaubmana masyarakat dapat atau tidak menerima
hukum yang berlaku tersebut. Qleh karena itu data yang diambil
merupakan data primer (lapangan). Menurut Ronny Hanitijo Soemitro
penelitian hukum yang sosiologis memberikan arti penting bagi langkah-
langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris-kuantitatif. Sehingga
langkah-langkah dan disain-disain  teknis penelitian hukum yang
sosiologis mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial, oleh karena itu

penelitian hukum ini disebut penelitian hukum yang sosiologis (sosio

? Ronny Hantijo Soemitro, Penelitian Hukum Normatif, Masalah-masalah Hukum, FH UNDIP,
No 9 Tahun 1993, hal 13
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legal research). ' Menurut Ronny Hanitijo Soemitro penelitian hukum
sosiologis dapat dibagi menjadi:
(1). Kuantitatif-deduktif-positivisasi
_(2). Kualitatif-induktif-fenomenologis. "'

Apabila fokus penelitian hukum sosiologis yang berCorak empiril-sosial ini
tela]i ditetapkan maka perlu dilakukan identifikasi variabel. Penelitian
lapangan dalam tulisan ini meliputi implementasi peraturan pajak dalam
peningkatan pemungutan pajak yang memberi kontribusi bagi Pemerinrah
daerah Kabupéten Semarang  beserta faktor-faktor penghambatnya.
Dengan demikian dapat diidentifikasikan variabel yang meliputi kepatuhan
wajib pajak, jenis dan macam obyek pajak, pelaksanaan pemungutan pajak
oleh petugas pajak. Dengan demikian diharapkan akan mampu mengungkap
dan memberikan gambaran mengenai potensi, dan kontribusi pajak terhadap

daerah Kabupaten Semarang,

1. Metode Pendekatan
Penelitian ini mempergunakan metode pendekatan vuridis-sosiologis.
Pendekatan yuridis-sosiologis dipergunakan untuk melakukan pendekatan
tethadap permasalahan implementasi/penerapan aturan perundang-
undangan dan aspek empiris. Dalam penelitian ini UU No 34 Tahun 2000
selain  dipandang sebagai ru/e juga dikonsepsikan sebagai institusi sosial
yang riil dan fungsional dalam kehidupan masyarakat Paradigma tersebut
disusun dalam tata uwrutan kuantitatif-deduktif-positivisasi yang ‘tujuannya
bersifat eksplanatoris (menjawab) rumusan permasalahan yang telah
ditetapkan.

2. Spesifikdsi Penelitian
Specifikasi penelitian yang digunakan adalah deskrptif analitis yaitu
menggambarkan permasalahan melalui kajian ilmiah khususnya ilmu
hukum. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif yaitu

19 R onny Hantijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta cet ke 5,
1994, hal 12
" ibid , hal 14
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peneliti langsung ke lapangan atau dilokasi penelitian ‘untuk melakukan
pengamatan. Berdasarkan  pengamatan vang dilakukan peneliti
merumuskan masalah secara lebih specifik sesuai dengan pokok masalah
penelitian. Medote deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi atan
lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-
sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Menurut Whitney
sebagaimana dikutip oleh Sanapiah Faisal ? metode deskriptif adalah
pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian  deskriptif
mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta cara yang berlaku
dalam masyarakat serta sitvasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan,
kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses
yang sedang berlangsung dan pengaruh'fdari suatu fenomena. Dalam metode
deskriptif peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu
sehingga merupakan suatu studi komparatif. Scrta penelitian terhadap
fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau suatu norma
tertentu sehingga banyak ahli menamakan metode deskriptif ini dengan

nama survet normatif.

Populasi dan Sample

Definisi Populasi menurut Ronny Hanitijo Soemitro adalah seluruh obyek
atau individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian atau selurul unit yang
akan diteliti."? Populasi menurut Masyi Singarimbun dan Sofyan Effendi
adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga.
Dibedakan pula antara populasi sampling dan populasi sasaran
Mengingat populasinya yang sedemikian luas dan besar, maka tidak

i5

mungkin seluruh populasi akan diteliti. Pemilihan populasi erat

kaitannya dengan penelitian yag akan dilakukan. Oleh karena itu dalam

12 Sanapiah FaisaL Perelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasinya, Yayasan Asah, Asih-

Asuh, Malang, 1990, hal 57

13 Ronny Hantijo Soemitro, op cit, hal 43
4 Masri Singarimbun dan Solyan Effendi, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarla, 1988, hal

108

15 Ronny Hantijo Soemitro, op cit, hal 44
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penelitian ini terutama pada aspek penelitian terhadﬁp adanya faktor
penghambat dalam pemungutan pajak dilakuan dengan teknik sampling,
Teknik: sampling merupakan upaya atau cara mengambil sample yang
dianggap representatif dari sebuah populasi. Metode pemilihan sample
dilakukan secara non random sampling atau quota sampling. Quota
sampling diramuskan sebagai suatu proses penarikan sample untuk
memperoleh suatn jumlah tertentu dari unsur-unsur yang diinginkan
dengan cara memilih yang paling mudah dicapai dengan pokok
permasalahan  yang diteliti. Penentuan sample dalam penelitian ini
dilakukan -dengan mempergunakan daftar obyek dan jenis pajak yang ada
secara non random. di Kabupaten Semarang. Dipilih obyek pajak Hotel,
Rumah Makan dan Parkir di Kecamatan Ungaran, Kecamatan Ambarawa
dan Kecamatan Getasan (daerah perkotaan). Dengan cara purposive
sampling yakni pemilihan sampel tempat (lokasi) penelitian dan obyek
pajak yang diteliti dilakukan secara sengaja dikaitkan dengan permasalahan
yang ada.

. Lokasi Penelitian ‘

Penelitian  ini mengambil lokasi di kelurahan Ungaran, kelurahan
Bandungan, Kelurahan Kopeng. Masing-masing di Kecamatan Ungaran,
Kecamatan Ambarawa dan Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.
Pemilihan lokasi

didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian lebih diarahkan pada
sektor perkotaan dimana Hotel, Rumah Makan dan Parkir banyak terdapat.
Pertimbangan pemilihan lokasi juga didasarkan pada keterbatasan waktu
dan biaya yang dipergunakan untuk menopang penelitian ini, sechingga dari
3 (tiga) Kecamatan secara purposive hanya dipilih masing-masing 1 (satu)
kelurahan saja yang disesuaikan dengan karakteristik obyek pajak (seperti,

daerah perkotaan, tepi jalan besar/ramai, tempat obyek wisata).
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5. Metode pengumpulan data

Apabila dilibat dari sumber datanya, penelitian ini akan didukung oleh dua

kelompok data yaitu : 1. Data primer (data diambil dari lapangan). 2. Data
sekunder (data diambil dari studi kepustakaan)

(1) Data primer :
Data primer yaitu data (waWancara) vang langsung diambil dari
lapangan/sumbernya dan observasi (pengamatan) dilapangan. Dalam
penelitian int data primer diharapkan diambil dari aparat pemungut
pajak dilapangan, dan para wajib pajak  di wilayah kabupaten
Semarang., Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten
Semarang, Direktorat Jenderal Pajak Propinsi Jawa Tengah, Kantor 3
(tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Ungaran, Kecamatan Ambarawa
dan Kecamatan Getasan. Dengan 3 (tiga) kelurahan sampel yakni

kelurahan Ungaran, kelurahan Bandungan dan Kelurahan Kopeng.

Pengamatan lapangan (observasi) dilakuakn untuk mengamati jumlah .

tamu dan pengunjung yang datang di Rumah Makan, ke Hotel dan
Kendaran yang Parkir pada jam-jam tertentu.

Pengumpulan data (wawancara) ini dilakukan agar dapat menjawab
pertanyaan faktor-faktor penghambat dalam rangka pemungutan
pajak di Kabupaten Semarang. Hambatan-hambatan ini meliputi : (a)
dari sudut aparat pemungut pajak (b) dari wajib pajak.

Dari sudut aparat pemungut pajak yang akan diteliti meliputi : (1)
Jumlah SDM pemungut pajak, (2) fatio petugas pemungut dan volume
pekerjaan memungut pajak, (3) alokasi wakiu pemungutan pajak. (4).
Seﬁng tidaknya melakukan observési lapangan guna mengecek data
obyek pajak. Dari sudut wajib pajak : (a) Ketepatan waktu membayar
pajak setelah jatuh tempo (b) Kesiapan para wajib pajak dalam

melaporkan data obyek pajak. (¢) Penyediaan barang bukti data-data -

laporan seperti pembukuan, nota pembayaran dsb.
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Dengan demikian diharapkan akan diketahui hambatan-hambatan
dalam pemungutan pajak vang berpengaruh terhadap pemasukan pajak.

Untuk mendapatkan data primer (wawancara) peneliti melakukan
wawancara baik yang terstruktur maupun tidak terstroktur dengan para
informan kunci dan para responden. Informan kunci terutama petugas

pajak sedargkan responden adalah para wajib pajak.

(2) Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara penelusuran literatur dan dokumen

penmdang-wldangan (mengumpulkan dokumen, buku-buku, literatur,

laporan, perundang-undangan, majalah ilmiah, koran).

Jenis data yang diharapkan dapat dikumpulkan adalah:

a). Jumlah obyek dan jenis pajak daerah yang ada di Kabupeten
Semarang.

b). Jumlah nominal pemasukan dalam kurun waktu tertentu (3 tahun)
dari obyek pajak daerah tersebut diatas, di Kabupeten Semarang,

¢). Inventarisasi peraturan daerah dan pusat yang berkaitan dengan
pajak daerah di Kabupaten Semarang,

d). Perbandingan antara jumlah nominal pajak yang ada dengan jenis
obyek pajak untuk mengetahui jenis atau obyek pajak apa yang
paling potensiil di Kabupaten Semarang dalam 3 tahun terakhir,

¢). Perbandingan anatara jumlal: nominal pemasukan dari sektor pajak
daerah dengan jenis pemasukan yang lain terhadap PAD Kabupaten
Semarang sehingga dapat diketahui kontribusi pajak daerah.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode
‘kuantitatif-deskriptif. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan
pengolahan data dengan teknik sebagai berikut: '
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1. Editing yaitu memeriksa dan menyeleksi semua data yang masuk

baik kelengkapan jawaban, kejelasan, konsistensi jawaban, referensi |

bagi penelitian maupun keragaman data yang dikumpulkan,

. Coding yaitu pemberian kode data yang telah terkumpul dan selesai

diproses editing sesuai dengan pennasala]ian yang diteliti,

.- Tabulasi yaitu pembuatan tabel-tabel jawaban responden sesuai

dengan referensi pertanyaan yang diajukan kepada responden serta
permasalahannya. Analisis dan konstruksi data  sangat erat
hubungannya dengan pencatatan serta pengolahan data . Mencari
nilai data rata-rata, nilai tengah maupun nilai terbesar dari suatu
kelompok, sudah merupakan kegiatan untuk menganalisis data,
yang kemudian dapat dilenjutkan dengan konstruksi baik secara
kuantitatif maupoun secara kualitatif.

Disamping itu analisis deskriptif-normatif dilakukan untuk
menganalisis regulasi yaitu  dengan memaparkan perundang-
undangan pajak baik pusat maupun daerah secara berurutan secara
sistematis. Sesuai dengan uraian dimuka maka analisis potensi dan
kotribusi pajak daerah dianalisis secara kualitatif-rasionalistik dan

kuantitatif-statistik sederhana.

Dalam memperhitungkan potensi pajak dilakukan cara sebagai

berikut;

1. Membuat pendataan Hotel.

2. Langkah berikutnya menghitung rata-rata tarif masing-masing
klasifikasi Hotel tersebut (masing-masing klasifikasi Hotel
dibuat perhitungannya sendiri-sendiri)

3. Membuat perthitungan Poteﬁsi Pajak (masing-masing klasifikasi
sendiri-sendiri) dan dijumlahkan.

Dengan Rumus ' (Hamrolie Harun ; 2003 : 4-5)
= Rx RT x 365 hari x10%
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Keterangan

R - = Jumlzh Kamar Hotel

RT = Rata-rata tarif masing-masing jenis Hotel
365 bhari = 1 Tahun pajak

10 % = Sevice charge

Hasil perhitungan kemungkinan penerimaan pajak hotel dan restoran

pada kurun waktu tertentu (1 tahun) yang dibuat dalam angka-angka

berdasarkan pengamatan (observasi) dan data emprik seperti tarif,

Jjumlah tamu, pengunjung rumah makan dsb.

Demikian pula dengan Pajak Rumah Makan:

1. Membuat pendataan Rumah Makan

2. Menghitung rata-rata tarif masing-masing klasifikasi Rumah
Makan tersebut didasarkan pada Jam Observasi, jumlah tamu
yang makan.

3. Membuat perhitungan Potensi Pajak keseluruhan (berdasarkan

jumliah masing-masing klasifikasi tersebut)
Dengan Rumus (Hamrolie Harun : 2003 : 4-5)

Pajak Parkir prinsip perhitungannya hampir sama dengan perhitungan

potensi Rumah Makan yakni : .

1. Membuat klasifikasi Parkir didasarkan pada panjang atau luas
jalan/lahan.( Kriteria Besar: luas 1000 meter persegi dan
memuat 8 mobil dan 150 motor, perhari, Parkir Sedang: luas
500 meter persegi dan memuat 6 mobil dan 100 motor per hari ,
Parkir Kecil : luas 300 meter persegi dan memuat 4 mobil dan
75 motor)

2. Menghitung masing-masing klasifikasi Parkir tsb. Didasarkan

pada Jam Observasi, Jumla‘h‘ kendaraan yang parkir.

16 Davey K.J, Financing Regional Government, (ie1j) Aminullah dkk. Pembiayvaan Pemeriniahan
Daerah, Ul Press, Jakarta, 1988, hal 39.
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3. Membuat perhitungan Potensi Pajak keseluruhan. (berdasarkan
perhitungan jumlah masing-masing klasifikasi tsb)
Dengan demikian dapai dideteksi seberapa jauh potensi pajak sample.
Dan pada akhimya diketahui seberapa kontribusinya terhadap
pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Semarang. Disamping
- itu akan di deskripsikan pula faktor-fakfor penghambat apa saja yang |

ada dalam rangka pemungutan pajak hotel dan restoran.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tesis secara komprehensif, berikut ini
akan dikemukakan sistematika tesis yang akan ditulis sebagai berikut:

Pada Bab Pendahuluan, akan diuraikan tentang latar belakang
mengapa penulis memilih permasalahan ini, rumusan masalah akan menjadi
fokus penuntun dalam penelitian ini, tujuan penelitian dan manfaat penelitian
terhadap permasalahan yang telah ditetapkan. Tinjauan pustaka diarahkan
pada pemilihan teori yang diharapkan akan dipergunakan untuk menjadi
pisau analisa terhadap data-data yang telah terkumpul. Metode penelitian |
yang kan menjadi tolok penguji keilmuan dari penulisan ini diaraikan pada
bahagian akhir dari bab pendahuluan.

Pada Bab Tinjauan Pustaka, penulis akan mempertajam bingkai
teori yang akan dipergunakan untuk menganalisis (temuan) data yang telah
terkumpul. Teori sikap akan dikupas lebih banyak dau lebih tajam agar dapat

- memberikan gambaran yang komprehensif terhadap teori itu sendiri. Untuk
melengkapi teori sikap yang dikemukakan olek Bimo Walgito dengan
memodifikasikan pemikiran dari Mar’at juga akan dilengkapi dengan teori
pertukaran individu yang dikemukakan oleh Geoge C Homans. Kedua teori
tersebut diharapkan dapat memberikan kerangka konsep mengapa orang
mau membayar pajak pada daerah penelitian, Penulis juga berpendapat
bahwa meskipun bab ini dititik beratkan pada penajaman teori yang dipilih
untuk menganalisis data, perlu dilengkapi dengan uraian tentang pajak dan
hukum pajak yang terkait erat dengan persoalan pajak daerah.
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Pada Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan akan - diuraikan tentang
data-data hasil penelitian yang relevan dengan rumusan masalah yang telah
dirumuskan pada bab pendahuluan. Data-data yang terkumpul langsung akan
dianalisis dengan mempergunakan metode analisis yang telah dipilih dan
dipaparkan pada bab pendahulvan. Analisis kuantitatif sederhana untuk
menjawab masalah pertama (potensi) dan kedua sedangkan analisis kualitatif
dan kuantitatif sederhana untuk menjawab permasalahan ketiga. Analisis
secara keseluruhan pada akhimya akan diarahkan untuk menjawab semua
rumusan permasalahan. Kesenjangan antara das sein dan das sollen juga
akan dianalisis dengan melihat pada berbagai faktor yang menghambat
pemungutan pajak daerah di Kabupaten Semarang.

Pada Bab Kesimpulaii dan Saran, akan diuraikan kristalisasi dari
hasil analisis pada bab sebelumnya (Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan)
dalm bentuk kesimpulan. Dengan bertitik tolak dari analisis juga akan
dirumuskan rekomendasi yang diharapkan be-rgtmal bagi pemerintah
Kabupaten Semarang. Kesimpular: dan saran akan disusun berdasarkan
sekuensi rumusan permasalahan untuk menarik benang merah tesis ini dari
Bab Pendahuluan, Bab Tinjauan Pustaka dan Bab Hasil Penelitian dan
Analisis.
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

2.1, Pemahaman Pajak Daerah Secara Yurisdis Normatif

Terminologi pajak daerah berisi tentang pengertian—-pengertian khusns
atau istilah teknis yang dipergunakan dalam Undang-undang Perpajakan
Daerah. Dengan berlakunya UU No 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah
terjadi beberapa perubahan penting dalam pengaturan pajak daerah. Hal ini
nampak antara lain pada penambahan Pasal 2A, 2B UU No 34 tahun 2000
yang mengatur pembagian peneriniaan pajak daerah Propinsi dengan
Kabupaten /Kota dan Pasal 5B UU No 34 tahun 2000 mengenai pengawasan
terhadap peraturan dacrah yang mengatur pajak yang dianggap bertentangan
dengan kepentingan umum, bertentangan dengan peraturan perundangan
yang lebih tinggi dibatalkan.

Mengenai- definisi Pajak daerah menurut Pasal 1 butir 6 UU No 34
tahun 2000 yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung
yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut
oleh pemerintah daerah (misal, Propinsi, Kabupaten/Kota) yang diatur
berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya
digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Berdasarkan Pasal 2 UU
No 34 tahun 2000 Jenis pajak daerah meliputi Pajak Daerah Propinsi dan
Pajak Daerah Kabupaten/Kota. '

Jenis pajak daerah Propinsi terdiri dari :
a.  Pajak kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air,
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air,

¢.  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
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d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan' Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan. |

Sedangkan jenis pajak daerah Kabupaten/Kota terdiri dari ;
a. Pajak Hotel,

b. Pajak Restoran,

c. Pajak Hiburan,

d. Pajak Reklame,

€. Pajak Penerangan Jalan,

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C,
g. Pajak Parkir.

Disamping itu besamya tarif pajak daerah telah pula ditentukan

sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 UU No 34 tahun 2000 sbb ;

Ayat (1) Tarif jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan
ayat (2) ditetapkan paling tingi sebesar :

{Jenis Pajak Daerah Propinsi)

a.
b.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaran di Atas Air 5 %,

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10
%,

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5 %,

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan 20 %,

{Jenis Pajak Kabupaten/Kota)

€.

f
g.
h

—

—_ .

Pajak Hotel 10 %,

Pajak Restoran 10 %,

Pajak Hiburan 35 %,

Pajak Reklame 25 %,

Pajak Penerangan Jalan 10 %,

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20 %
Pajak Parkir 20 %.
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Menurut ayat (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud dalain ayat (1) huruf a,

hurnf b, huruf ¢, dan huref d ditetapkan  seragam di

seluruh Indonesia dan diatur dengan Peraturan
Pemerintah. )
ayat (3) Tarif pajak sebagaimaﬁa dimaksud dalam ayat (1) huruf e,
huruf £, huref g, huruf b, huref i, hurof j dan huruf k
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. ]
Dengan demikian besarnya tarif pajak telah ditentukan dan seragam

untuk seluruh wilayah Indonesia. Mengenai legalisasi pemungutan pajak .

didasarkanpada peraturan daerah setempat.

Menurut K, J Davey dalam bukunya “Financing Regional
Government” kriteria pajak daerah secara specifik terdiri 4 (empat) hal
yaitu :

1. Pajak yang dipungﬁt oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan

dari daerah sendiri.

" 2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan peinerintah pusat tetapi

penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi

hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah. */

Pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundangan.
Prinsip ini disebut asas legalitas 18 artinya bahwa pungutan pajak dapat
dilakukan apabila mempunyai dasar hukum yang tegas dan jelas terlebih
dahulu. Kejelasan aturan berkaitan dengan subyek pajak, obyek pajak,

7 Masalah perspekiif perpajakan pada dasarnya dapat didekali dalam 2 {dua) hal yaitu : (a)

Perspektif Hukum dan (b) Perspektif Ekonomi. Perpajakan yang merupakan public affair
diperlukan proses politik untuk memecahkannya. Dan agar proses politik tersebut
mempunyai kekuatan formal (Jegal} maka perlu ditetapkan dalam bentuk aturan hukum
perspektif inilah yang disebut aspek legalitas, Sedangkan perspektif ekonomi lebih pada
fungsi budgeter. Artinya sebagai sumber pembiayaan daerah atau sumber keuangan
daerah, maka perlu pendekatan yang mengakomodasi ienatng potensi sumber keuangan,
Kesit Bambang Prakoso, Pajak dan Retribusi Daerah, Ul Press, Yogyakarta, 2002, hal
61-62, :
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tarif pajak, waktu dan tempat pembayaran pajak. Ketentuan pajak harus
berdasarkan Undang-undang. Keharusan ini menurut Rochmat Soemitro
bahwa pajak merupakan bentuk peralihan kekayaan rakyat kepada
pemerintah yang tidak ada imbalan secara langsung, maka supaya peralihan
ini sali maka menurut prosedur legal (sah berdasarkan hukum) maka| perlu
mendapat pengesahan dari DPR sebagai wakil rakyat. ° Untuk |pajak
daerah yang . berwenang membentuk peraturan perpajakan  adalah
Pemerintah daerah’ dengan persetujuan DPRD. Sebagaimana diatur| pada
Pasal 69 UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang berbunyi:
Kepala daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam
rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari

peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi.
Meskipun pemungutan pajak daerah didasarkan pada peraturan
daerah, namun peraturan tersebut merupakan tindak lanjut dari perl:turan
'yang lebih tinggi seperti, Undang-undang,  Peraturan Pemerintah,
Keputusan Menteri, Surat Keputusan Dirjen Pajak dsb. Sehingga pertu
diperhatikan herarki peraturan perundang-undangan bahwa peraturan di
bawah' tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Kewenangan pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah,| tidak
boleh  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya
terlihat pada UU No 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daeral, .
Pasal 70 Peraturan Daerah tidak boieh bertentangan dengan kepentingan
umum, Peraturan Daerah lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi.

Demikian pula dalam UU No 34 tahun 2000 Pasal SA: ‘
ayat (2) Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
bertentanagan  dengan kepéntingan umum dan/atau peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah |dapat

membatalkan Peraturan Daerah dimaksud.

18 Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan Jilié 1, PT Eresco, Bandung, 1992, hal 8,
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‘ayat (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan
paling fama 1 (satu) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah
dimaksud. '

Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-
Undang Perpajakan di Indonesia, sebagai konsekuensinya maka semua
asas-asas yang berkaitan dengan asas filosofi pemungutan pajak berlaku
pula sebagai asas yang mendasari pemungutan pajak daerah.

'Dengan berlakunya Undang-undang No 34 tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No 18 tabun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi
daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemungutan pajak ini
penting untuk pembiayaan pemeﬂntah_an dan pembangunan daerah. Oleh
karena itu pajak dacrah perlu ditmékatkan. Dengan demikian tercipta
kemandirian pembiayaan penyelanggaraan pemerintah di Daerah dapat
segera terwujud. Semestinya segenap potensi perlu lebih ditingkatkan,
tenmasuk dari sektor pajak ini,

Undang-undang No 34 tahun 2000 telah ditindak lanjuti dengan
dikeluarkannya PP No 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Berdasarkan
Peraturan tersebut, Pemerintah dan DPRD kabupaten Semarang telah
membuat peraturan daerah sebagai pelaksanaan lebih lanjut. Peraturan
daerah itu antara lain sbb :

a. Perda No 21 tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan.

b. PerdaNo. 18 tahun 1997 tentang Pajak Reklame,

¢. Perda No 15 tahun 2002 tentang Pajak Hiburan

d. Perda No. 19 tahun 2002 tentang Pajak Hotel

e. Perda No-14 tahun 2002 tentaug Pajak Parkir

Perda No 17 tahun 20002 tentang Pajak Restoran. 2°

s

19 Setwilda Tk 11 Kab Semarang, Hihpunan Peraturan Daerah Kabupaten TK I Semarang,

Tahun 2002,

2 K J Davey , op cit, hal 50,
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Dari beberapa obyek ‘pajak daerah tersebut, dalam penelitian tesis ini diambil
sampel Pajak Hotel, Pajak Restoran (Rumah Makan) dan Pajak Parkir.Hal ini

mengingat keterbatasan waktu, kemampuan dan biaya. Masing-masing dijelaskan
sebagai berikut:

1. Pajak Hotel.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang

khusus disediakan bagi orang untuk menginap/beristirahat, memperoleh

pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk

bangunan lainnya yang menyatu, dikeiola dan dimiliki oleh pihak yang sama,

kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Subyek Pajak Holel:

Subyek Pajak Hotel adalah pribadi atau badan yang melakukan pembayaran

hotel. Wajib Pajak Daerah adalah pribadi atau badan yang menurut ketentuan

peraturan  perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk

melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau

pemotong pajak tertentu. Dengan demikian yang dimaksud Wajib Pajak untuk

Pajak Hotel adalah orang atau badan yang membayar atas pelayanan hotel

dan pengusaha hotel. Dalam PP No 65 talun 2001 tentang Pajak Daerah yang

dimaksud sebagai wajib pajak hanya pengusaha Hotel. Demikian pﬁla dalam

PERDA Kabupaten Semarang No 19 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel Pasal 4

Wajib Pajak Hotel adalah pengusaha hotel.

Obyek Pajak Hotel

Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan

pembayaran, termasuk (Pasal 3 Perda Kab Semarang No 19 Tahun 2001):

a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek

b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau
fasilitas jangka pendek yang sifamya memberikan kemudahan dan
kenyamanan.

c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel

dan bukan untuk uwmum
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d. Jasa persewaaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud diatas adalah :
a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal
lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
b. Pelayanan tinggal asrama dan pondok pesantren.
¢. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang
dipergunakan bukan oleh tamu hotel dengan pembayaran
d. Pertokoan, perkantoran, perbankan dan salon yang dipergunakan oleh
umuimn di hotel.
e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakaﬁ oleh hotel dan dapat
dimanfaatkan oleh wmum.
Dasar Pengenaan Pajak Hotel (Pasal 8):
‘Dasar pengenan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada
hotel.  Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima _

sebagai imbalan atas penyerahan barang dan atau/iasa scbagai pembayaran
kepada pemilik hotel. '

Tarif Pajak Hotel (Pasal 9) :
- Besamnya tarif pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus)
Pembayaran Pajak Hotel Terutang:
Pajak Hotel yang terutang dipungut di Wilayali Daeral tempat hotel berlokasi
(di Kabupaten Semarang). Besarnya pokok Pajak Hotel dihitung dengan cara
dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.
2. Pajak Restoran (Rumah Makan)
Pajak Restoran (Rumah Makan) adalah pajak atas pelayanan restoran. -
Restoran’ (Rumah makan) adalah temnpat menyantap makanan dan/atau
mimﬁnan, yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha
jasa boga atawkatering.
Subyek Pajak Restoran atau Rumah Makan
Subyek Pajak Restoran atau Rumah Makan adalah orang pribadi atau badan
yang melakukan pembayaran kepada restoran. Sedangkan Wajib Pajak
Restoran atau Rumah Makan adalah orang pribadi atau Badan yang
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melakukan pembayaran kepada Restoran atau Rumah Makan. (Pasal 4 Perda
Kabupaten Semarang No.17 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran atau Rumah
Makan). Demikian pula dalam PP No 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

yang dimaksud dengan Pajak Restoran adalah pengusaha Restoran atau
Rumah Makan. '

Obyek Pajak Restoran atau Rumah Mukan :

Obyek pajak Restoran atau Rumah Makan adalah pelayanan yang disediakan
restoran atau rumah makan dengan pembayaran. Tidak termasuk obyek pajak
restoran adalah pelayanan usaha jasa boga atau katering. (pasal 3 Perda Kab
Semarang No 17 Tahun 2002 tentang Pajak Restooran atan Rumah Makan).
Dasar Pengenaan Pajak Restoran atau Rumah Makan

Dasar pengenaan Pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan
oleh pembeli kepada pengusalia restoran atau rumah makan,

Tarif Pajak Restoran atau Rumah Makan Terutang

Tarif pajak restoran atau rumah makan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per

seratus). (Pasal 9 Perda Kab Semarang No 17 Tahun 2002 tentang Pajak
restoran dan Rumah Makan).

Pembayaran Pajak Terutang

Pajak Restoran atau Rumah makan yang terutang dipungut di wilayah daerah
tempat restoran berlokasi (di Kabupater Semarang). Dasar pengenaan Pajak
restoran adalah jumiah pembayaran yang dilakukan oleh pembeli kepada
pengusaha restoran atau rumah makan. Pajak dihitung dengan cara tarif pajak

dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

3. Pajak Parkir:

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas tempat parkir yang disediakan
oleh orang pribadi atan badan, baik yang disediakan berkaitan atas pokok
usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan
tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang

memungut bayaran
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Subyek Pajak Parkir

Subyek Pajak Parkir adalah crang pribadi atau badan yang melakukan
pembayaran atas tempat parkir. Pembayaran adalah sejumlah yang diterima
atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barabg dan/atau
jasa sebagai pembayaran kepada pemilik atau penyelenggara parkir. Tempat
parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang
pribadi atau Badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, tennasuk penyediaan tempat
penitilian kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut
bayaran. Dengan demikian yang dimaksud Wajib Pajak parkir adalah orang
pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Obyek Pajak Parkir: |

Obyek pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
yang disediakan oleh orang pribadi atau Badan, baik yang disediakan
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi
kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Tidak termasuk obyek pajak
Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah Daerah.

Dasar Pengenan Pajak Parkir:

Dasar pengenaan Pajak restoran adalah jumlah pembayaran atau 'yang
seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. (Pasal 9 Perda Kab
Semarang No 14 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir)

Tarif Pajak Parkir: :

‘Tarif pajak Parkir ditetapkan sebesar 20 % (duapulul: per seratus). (Pasal 10
Perda Kab Semarang No 14 Tabun 2002 tentang Pajak Parkir)

Pembayaran Pajak Terutang ‘

Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir
berlokasi (di Kabupaten Semarang). Dasar pengenaan Pajak restoran adalah
jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat
parkir. (Pasal 9 Perda Kab Semarang No 14 Tahun 2002 tentang Pajak




Parkir). Pajak dihitong dengan cara tarif pajak dikalikan dengan dasar
pengenaan pajak.

Penjabaran UU No 34 tahun 2000 melalui Peraturan-peraturan Daerah
kabupaten Semarang tersebut bertujuan agar pemerintah daerah manipu
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dari sumber dana itu
dipergunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah sebagai ujud
peningkatan kesejahteraan rakyat. ‘

Perlu kiranya diingat pajak pada dasarnya merupakan beban bagi
masyarakat, oleh karena itu sepantasnya agar kebijakan dalam pemungutan
pajak  memberikan beban yang lebih adil dan sesuai dengan aspirasi
maéyarakat. Masalah pembebanan pajak daerah ini  terdapat teori
development from below bahwa orang akan bersedia membayar pajak kepada
Pemerintah Daeral dari pada Pemerintah Pusat karena mereka dapat melihat
manfaat dalam kemudahan dan pembangunan di daerah mereka. 2! _

Berkaitan dengan pembebanan pajak ini, pada reformasi perpajakan
kedua telah dipergunakannya sistem yang tidak menyebutkan obyek-obyek
yang terkena pajak, namun justru menyebutkan obyek-obyek pajak yang tidak
terkena pajak. Dapat dikatakan bahwa rumusan pada perundang-undangan
pajak tersebut (sejak tahun 1994 keatas) obyek-obyek yang terkena pajak
dirumnskan secara negatif. Hal ini jelas merupakan perumusan yang lebih
résponsif terhadap perkembangan dan perubahan. Dengan demikian
perkembangan obyek pajak apa saja yang mungkin akan dapat dijadikan
obyek pajak namun tidak dapat diperkirakan sebelmmnnya, maka secara
otomatis dapat dijadikan sebagai obyek pajak. |

Hal yang perlu digaris bawahi adalah meskipun jenis pajak daerah
sudah ditetapkan dalam UU No 34 tahun 2000, namun Kabupaten diberikan
peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan
menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang
memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai 'dengan aspirasi
masyarakat. Dengan demikian tidak tertutup kemungkinan di Kabupaten

2libid, hal 7 dan 15
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Semarang terdapat obyek pajak daerah yang baru, selain ‘sebagaimana telah
disebutkan di dalam UU No 34 tahun 2000,

2.2, Sistem Pemungutan Pajak

Ketentvan sistem pemungutan pajak nampaknya mengalami
perkembangan yang cukup progresif. Miyasto membagi dalamn 2 (dua)
periode perkembangan yakni reformasi perpajakan pertama dan reformasi
perpajakan kedua. * Pada reformasi perpatakan pertama yakni pergeseran
pemungutan pajak darl sistem official assessment menjadi self assessment.
Pacia sistem pertama official assessment, wajib pajak dijadikan sebagai
obyek semata. Penentuan dan perhitungan besarnya pajak dilakukan oleh
petugas pajak (fiskus), sedangkan wajib pajak tinggalr membayar pajak
terutang sebesar yang telah ditentukan berdasarkan perhitungan petugas
pajak (fiskus) tersebut.

Dalam sistem perpajakan selalu dipisahkan antara assesment dan
payment system. Assessment yang berlaku saat ini adalah self assessment,
sedangkan  systemm pembayaran (payment system) yang berlaku dapat
dilakukan oleh wajib pajak (self payment) maupun melalui pemotongan
oleh pihak ke tiga (with holding system). >

Sedangkan pada sistem kedua self assessment, wajib pajak diberi
wewenang untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar sendiri.
Disini si wajib pajak diperlakukan sebagai subyek yang berperan aktif
berpartisipasi dalam menghitung sendiri kekayaannya serta besarnya pajak
yang harus dibayarkan,

Dengan demikian 'pada dasarnya terdapat 4 (empat) sistem
pemungutan pajak yaitu official assessment system, semi self assessment
system, self assessment system dan withholding system. 3 |
a. Official assessment system adalah suatu sistem permungutan pajak yang

memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan

2 Erly Suandy, Perencanaan Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hal 9
# Wirawan B Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hal 19-20.
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besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.
Dengan sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan menunggu
dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus, Besarnya utang pajak
seseorang baru diketahui setelah adanaya surat ketetapan pajak.
Adapun Ciri-ciri official assessment antara lain:
1. -Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
petugas bajak (fiskus)
2. Wajib pajak bersikap pasif,
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh
petugas pajak (fiskus). 2*

b. Semii self assessment Systém adalah suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan
besarnya pajak seseorang yang ferutang. Pada sistem ini setiap awal
tahun wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang
untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi wajib pajak yang
harus disefor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak fiskus
menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan
data yang dilaporkan oleh wajib pajak.

c. Self assessmént system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung,
memperhitungkan, meityetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya
utang pajak. Dalam sistem ini wajib pajak aktif sedangkan fiskus tidak
turut campur dalam penentuan besamnya pajak yang terutang seseorang,
kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

Adapun ciri-ciri dari sistem self assessment tersebut antara lain :

1. Wewenang uniuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
wajib pajak sendiri,

2. Wajib pajak aktif, mulai menghitung, menyetor dan melaporkan
séndin' pajak yang terutang,

# Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi, ANDI, Yogyakarta, 2003, hal 7
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3. Petugas pajak (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

d. Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong besarnya
pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut
selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem
ini fiskus dan wajib pajak tidak aktf Fiskus hanya bertugas
mengawasi saja pelaksanaan pemungutan, yang dilakukan oleh pihak
ketiga. %
Adapun ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang

terutang ada pada pihak Ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. ¥’

" Dalam sejarah perpajakan, Indonesia pernah menganut sistem
official system. Namun dengan diundangkannya UU No 8 tahun 1967
tentang Perubahan dan Penyennﬁm‘naan Tatacara Pemungutan Pajak
Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925 dengan
Tata Cara MPS dan MPO, sistem ini tidak dipergunakan lagi.

Antara tahun 1968 sampai dengan tahun 1983 di Indonesia pernah
mempergunakan sistem sem/ self assessment dan witholding system yakni
ketika dipergunakan cara MPO dan MPS. Barulah pada tahun 1984
dipergunakan sistem self assessment secara penuh. Yaitu dengan
diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan
Umuin dan Tatacara Perpajakan yang mulai berlaku 1-Januari -1984.

Saat kini sistem dan corak pemungutan pajak di Indonesia
didasarkan pada sistem self assesment . Hal tersebut didasarkan pada UU
No 6 tahun 1983 dan UU No 6 tahun 1983 yang telah diubah dengan UU
No 9 tahun 1994 .

a. Pasal 2 UU No 9 tahun 1954 : ‘
(1) Setiap wajib pajak mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal

Pdjak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal ataun tempat

 Mardiasmo, op cit, hal 8
% 1bid
2 Mardiasmo, op cit, hal 8
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kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok
Wajib Pajak ‘

(2) Setiap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-
undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, wajib melaporkan
usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi  tempat tinggal atan tempat kedudukan
pengusaha, dan  tempat kegiatan usaha, dilakukan untuk
dikukuhkan Pengusaha Kena Pajak dan kepadanaya diberikan
Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

b. Pasal 3 UU No 9 tahun 1994 :

(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan,
menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal
Pajak terdaftarkan atac dikukuhkan atau tempat lain yang ditentukan
oleh Direktorat Jenderal Pajak ‘

(2) Wajib pajak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus
mengambil sendiri Surat Pemberitahanan di tempat yang ditentulkan
oleh Direktorat Jenderal Pajak.

¢. Pasal 8 UU No 9 tahun 1994 :
~ (1). Wajib pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan atas kemauan
sendiri dengan menyampaikan pemyataan tertulis dalam jangka
waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakirnya Masa
Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur
Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. (hal ini
menunjukan  bahwa wajib pajak dapat melalukén pembetulan

sendiri).
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d. Pasal 10 UU No. 9 tahun 1994 :

(1) Wajib pajak membayar atau menyetor pajak yang terutang di Kas

Negara atau di tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri
Keuangan,

e. Pasal 12 UU No 9 tahun 19%4 :

Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undanagan perpajakan dengan tidak menggantungkan
pada adanya Surat Ketetapan Pajak. Menurut penjelasan Pasal 12 UU No

9 tahun 1994 pajak terutang ada pada saat timbulnya obyek pajak yang
dapat dikenakan pajak.

Dari paparan kedua sistem pemungutan pajak tersebut nampak ada sisi

kelebihan dan sisi kelemahan masing-masing sistem. Hal ini sebagaimana yang

telah diuraikan pada masing-masing sistemn tersebut diatas. Yang antara lain

dapat berperan sebagai obyek semata dan atau sebagai subyek. Tentu saja

kesemuanya ini tergantung pula kesiapan dan atau kesadaran dari wajib pajak
itu sendiri.

2.3. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Berkaitan dengan sistem pungutan pajak selayaknya harus memenuhi

asas-asas sebagai berikut;

a. Asas legal, asas ini mempunyai makna bahwa setiap pﬁngutzm pajak harus

didasarkan pada Undang-Undang. Oleh karena itu setiap peraturan

perpajakan, baitk yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan

Menteri Keuangan maupun  Surat Edaran Direktur Dirjen Pajak,
Peraturant Daerah, harus ada referensinya dalam Undang-Undang.

b. Asas kepastian huluim artinya bahwa ketentuan-ketentuan perpajakan tidak

C.

boleh menimbulkan keragu-raguan, harus jelas dan mempunyai satu
pengertian sehingga tidak dapat ditafsirkan ganda. _

Asas efisien, bahawa pajak dipungut dari masyarakat yang kemudian
digunkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan

dan pembangunan. Oleh karena it suatu Jjenis pajak harus efisien, jangan
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sampai  biaya-biaya pungutannya justru lebih besar dibandingkan
' dengan penerimaan pajaknya.

d. Asas non distorsi, yaitu bahwa pajak harus tidak menimbulkan distorsi
dalam masyarakat. Seperti pungutan pajak justru menimbulkan kelesian |
ekonomi, o ,

e. Asas sederhana (simplicity), hal ini berarti aturan-aturan pajak harus
sederhana sehingga mudah dimengerti baik oleh fiskus maupun wajib
pajak. '

f. Asas adil, hal nn terutama berarti bahwa alokasi beban pajak pada

berbagai golongan masyarakat harus mencerminkan keadilan. 2

Selanjutnya menurut Miyasto terdapat 2 (dua) kriteria dalam asas
keadilan yaitu : (1). kemampuan membayar dari wajib pajak (ability to pay)
bahwa alokasi beban pajak dikatakan adil apabila seseorang yang mempunyai
kemampuan membayar lebih tinggi dikenakan proporsi beban pajak yang
lebih tinggi. (2). prinsip benefit (benefit principle) bahwa benefit yang
diperoleh wajib pajak dari jasa-jasa publik yang diberikan oleh pemerintah,
oleh karena itu dikatakan lebih adil apabila seseorang vang memperoleh
kenikmatan lebih besar dari jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah
dikenakan proporsi beban pajak vang lebih besar.

2.4. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD
Potensi dapat didefinisikan sebagai kekuatan atau kemampuan yang
dapat dikembangkan. ** Menurut Kesit Bambang Prakosa Potensi adalah

daya, kekuatan, atau kesanggupan yang pantas diterima dalam keadaan

% Miyasto, Sistem Perpajakan Nasional Dalam Era ekonomi Global, Pidato Pengukuhan
Gurubesar, FE UNDIP, 1997, hal 3-4.

* Ibid, hal 5

3 L aporan akhir, Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang,
Kerjasama FE UNISSULA .dan DIPENDA Kabupaten Semarang, 2001. op cit, hal 12
lihat pula, Dep Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai
Pustaka, 1990, hal 697, Potensi adalah daya, kekuatan, kemampuan yang mempunyai
kemungkinan. Sedangkan Koniribusi adalah sumbangan, lihat hal 459.
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1

seratus persen.”’  Sedangkan kontribusi adalah besarnya sumbangan atau

besarnya suatu nilai penerimaan. **

Potensi penerimaan daerah dapat diukur melalui 2 (dua) pendekatan yakni :
1. Berdasarkan fungsi peuerimdan,
2. Berdasarkan atas indikator sosial ekonomi.*?

Sebagai contoh digunakan pajak dacrah sebagai sasaran pengukuran
potensi menurut fungsi perpajakan, dilakukan melalui pengamatan atas
pelaksanaan peﬁlungutan pajak yang bersangkutan dengan cara mengalihkan
pengenaan pajak (tax base) nya.

Potensi dan kontribusi merupakan dua hal yang berkaitan satu dengan
yang lain. Penggalian potensi berarti menjawab pula persoalan sejauh mana
kontribusinya. Meskipun kontribusi dapat diperhitungkan dari pendapatan
pemerintah daerah secara riil, namun perhitungan tetap didasarkan pada
potensi yang ada. ‘

Dari jenis obyek pajak daerah yang ada di kabupaten Semarang, yang
potensial untuk dioptimalkan penerimaannya antara lain pajak Penerangan
Jalan, pajak Reklame, pajak Hiburan, pajak Hotel, pajak Parkir, pajak
Restorar;.

Sedangkan keterkaitan antara regulasi, potensi dan kontribusi dapat

diragakan sebagai berikut:

31 K esit Bambang Prakosa, op cit., hal 134
32 Laporan akhir FE UNISULLA dan DIPENDA, op eit , hal 13
3 Kesit Bambang Prakosa, op cit , hal 134
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Skema :  Hubungan Potensi, Kontrubsi, Regulasi dan Obyek Pajak

B

POTENSI IOB&E,K PAJAK|

[KONTRIBUS]

[P.A.D KABUPATEN SEMARANG)

Pada skema diatas terfihat hubungan antara regulasi, potensi,
kontribusi dan PAD. Regulasi merupakan peraturan yang berujud ius
constitum (hukum positif) maupun Jjus constituendum (yang akan
diberlakukan). Regulasi ini dapat ditafsirkan sebagai suatu kebijakan
Pemerintah Daerah (PEMDA) yang berujud Peraturan Daerah (PERDA).
Antara regulasi dan potensi merupakan hubungan timbal balik, bahwa
regulasi memberikan legalitas pemungutan pajak. Sedangkan jenis obyek
yang dipandang potensial dan belun diatur maka diperlukan regulasi. Hal
ini dapat digambarkan dalam upaya optimalisasi obyek pajak yang telah
ada memberikan masukan balik adanya keterbatasan-keterbatan  atau
kekurangan sebagai hambatan yang bersifat regulasi seperti peraturannya
tidak/belum jelas dan tegas. Sehingga perlu ada perbaikan regulasinya. Hal
ini bermanfaat terhadap peraturan yang diberlakukan dimasa me.ndatahg.

Dengan demikian peraturan pajak dapat mengantisipasi potensi
obyek pajak yang kemungkinan akan digali sebagai jenis obyek pajak baru.
Maupun sebagai sarana optimalisasi penerimaan obyek pajak yang telah
ada. Upaya regulasi ini dapat berupa pengenaan sanksi, seperti sanksi bagi
si wajib pajak yang menunggak pajak, maupun terhadap aparat penmagih
pajak yang tidak jujur. Pada akhirnya dapat diperhitungkan besarnya
potensi pajak yang ada. Dan terakhir akan dapat diketahui besaran
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sumbangan /konstribusi pajak terhadap PAD. Namun dalam pemungutan
pajak meskipun telah terdapat regulasi, ternyata daiam realitasnya terdapat '
hambatan-hambatannya. Oleh karea itu perlu dicari faktor penghambat ini.
Hal demikian agar potensi pajak yang ada dapat dioptimalkan sesuai
dengan target yang ditetapkan.

2.5. Faktor-faktor yang Memperngaruhi Pemungutan Pajak

Pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan kepada wajib pajak.
Pajak mempunyai nilai yang sangat sensitif dan membutuhkan kesadaran
yan'g. tinggi dari wajib pajak untuk membayar tepat waktu dan sesuai
'dengan obyeknya.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undanagan perpajakan daerah diwajibkan
untuk melakukan pemba&aran pajak terutang, termasuk pemungutan atau
pemotongan pajak tertentu. Sedangkan Subyek pajak daerah adalah orang
pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah ( UU NO 34 tahun
2000 Pasal 1)

Kesadaran hukum dan hukum mempunyai kaitan erat sekali.

- Menurut Krabbe sumber segala sumber hukum adalah kesadaran hukum,
maka yang disebut hukwm hanyalah memenuhi kesadaran hukum
kebanyakan orang. > Yakni kesadaran hukum dalam arti kesadaran tentang
apa yang seyogyanya kita lakukan dan apa yang seyogyanya tidak kita
lakukan. Ini berarti kesadaran akan ke{vajiban hukum kita masing-masing
terhadap orang lain. Menurut Soedikno Mertokusumo bahwa kesadaran
hukum berkaitan erat dengan kewajiban hukum. Kewajiban hukum tidak
semata-mata berhubungan dengan terhadap ketentuan wndang-undang,
tetapi juga kepada hukum vang tidak tertulis. Dengan demikian kesadaran
lwkuin menyangkut persoalan ketaatan/kepatuhan terhadap kewajiban

sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, dalam hal ini pada

* Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Liberty, Yogyakarta,
1981, hal 1.
*Ibid ,hal4
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ketentuan undang-undang pajak daerah. Dengan ' demikian untuk
mengetahui seberapa jauh tingkat kesadaran hukum si wajib pajak maka
perlu dicari kadar ketaatan dar kepatuhan si wajib pajak.

Secara konseptual, pengertian dan ketaatan atau kepatuhan wajib
pajak dalam membayar pajak dapat diartikan sebagai kesediaan dari orang
atau badan yang secara nyata yang mempunyai atau hak atas berbagai jenis
atau obyek pajak seperti pemanfaatan  parkir, memperoleh
pemanfaatan/penggunaan jalan untuk berkendaraan, memperolch manfaat
penerangan jalan, schingga bersedia membayar pajak terutang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perbajakan. _

Untuk melakukan pengukuran apakah seseorang itu dianggap patuh
atau taat membayar pajak. Bagi wajib pajak adalah telah membayar pajak
pada saat hutang pajak tersebut nienjadi jatuli tempo. Ada dua cara
melakukan 'penetapan kapan suatu huiang pajak menjadi jatuh tempo, yaitu
pendekatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan itu sendiri dan
pendekatan pada ketentuan yang praktis. Menurut ketentuan perundang-
undangan sesuai ketentuan vang telah diatur, misainya pada Pajak Parkir
yakni paling lambat 30 hari sejak diterimanya SKPD (Surat Ketetapan
Pajak Daerah), maka wajib pajak harus sudah menyetorkan pajak terutang
ke kas daerah (Pasal 20 Perda Kabupaten Semarang No 14 Tahun 2002).

Pada Pajak Hotel paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya |

SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Pasal 21 (1) Perda Kabupaten
Semarang Nol9 Tahun 2002), sedangkan Pajak Restoran atau Rumah
Makan peneytoran pajak terutang ke Pemegang Kas Dipenda paling lama
15 (lima belas) hari sejak diterimanya SKPD (surat Ketetapan Pajak
Daerah) (Pasal 22 (1) Perda Kabupaten Semarang No.17 Tahun 2002).
Pengenaan pajak Hotel dilakukan atas dasar juumlah pembayaran
yang dilakukan kepada Hotel, beberapa hal penting disini adalah
pendataaﬁ hotel, besarnya tarif hotel, jumlah tamu yang datang. Demikian

- halnya pada Pajak Parkir data pendapatan tiap bulan paling lambat tanggal

5 bulan berikutnya harus sudah diberitahukan guna diterbitkan SPTPD
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(Surat Pendataan Pajak Daerah), yang selanjutkan diterbitkan SKPD (Surat
Ketetapan Pajak Daerah) oleh Bupati atau pejabat vang ditunjuk,
Sedangkan pada Pajak Restoran atau Rumah Makan pendataan dilakuakn
tiap tanggal 5 bulan dan selanjutnya akan dikeluarkan SKPD (Surat
Ketetapan Pajak Daerah). Disini tanpa adanya kejujuran dalam melaporkan
data-data sebagaimana ditentukan dalam Perda masing-masing maka
kebocoran dalam pemasukan pajak akan terjadi. Dengan demikian potensi
pajak yang diharapkan tidek dapat dilakukan secara maksimal. Proses
monitoring terhadap pelaksanaan pemungutan beberapa obyek pajak
tersebut memerlukan kejujuran, keterbukaan dan kerjasama antara 2
(dua) komponen pendukungnya seperti aparat kantor pajak dan wajib
pajak.

Dengan demikian diasumsikan bahwa apakah wajib pajak taat
(patuh) atau tidak untuk membayar pajak ditolok ukuri dengan
keterpaduan antara kesadaran wajib pajak itu sendiri dan kondisi dan
situasi yang melingkupi aparat pemungut pajak. Hal ini terlepas dari
apakah wajib pajak tahu atau tidak akan kewajiban hukum. Dalam arti
apakah wajib pajak paham atau tidak terhadap isi hukum dan setuju atau
tidak terhadap nilai yang menjadi dasar penetapan hukum.

Dari sisi derajad kepatuhan {ketaatan) wajib pajak untuk
membayar besarnya pajak yang terutang dapat dirumuskan sbb:

1. Wajib pajak patuh membayar pajak, pabam hukumnya dan setuju nilai
dasar pembebanan pajak tersebut.

2. Wajib pajak patuh membayar pajak, setuju hukumnya tetapi tidak setuju
nilai dasar pembebanan pajak tersebut.

3. Wajib pajak patuh membayar pajak tetapi tidak setuju hukumnya dan
nilai dasar pembebanan pajak

4. Wajib pajak tidak patuh membayar pajak tetapi setuju terhadap hukum
dan nilai dasar pembebanan pajak.
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5. Wajib pajak tidak patuh membayar pajak dan tidak setuju baik terhadap
hukum dan nilai pembebanan pajak. %

Apabila dilihat hubungan antara ketaatan (kepatuhan) sikap,
diperoleh suatu kesimpulan sementara bahwa ketaatan (kepatuhan)
merupakan konkritisasi dari sikap. Atau dengan kata lain bahwa sikap
bersifat abstrak dan ketaatan (kepatuhan) bersifat konkrit. Sikap pada
dasarnya adalah perilaku. Dalam kaitannya dengan pembayaran pajak,
'perilaku akan terwujudkan dalam ketaatan (kepatuhan).

Menurut Mar’at seperti  dikutip Bimo Walgite (Bimo
Walgito:1989:16) mengkrontruksikan sikap dalam bagan sebagai berikut :

Gambar Bagan 1

Faktor Internal:
-Fisologis
-Psikologis

Sikap Obyek Sikap

Reaksi

Faktor Ekternal:
.~Pengalaman
-Situasi
-Norma-norma
-Hambatan
-Pendorong *’

Sumber : Bimo Walgito, 1989:16
Sikap menurut Berkowitz *° adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi

perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu obyek adalah perasaan mendukung

¥ Nelly Rahmawati, Ketaatan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
di Kabupaten Semarang, Tesis, PPS UNDIP, Semarang, 2002, haf 19 '
37 Bimo Walgito, Psikologi Pendidikan, Kanisivs, Yogyakarta, 1999 , hal 16. Lihat Mar;at, Sikap
Manusia : Perubahan seria Pengukurannya, Ghalia — Jakarta, 1981, hal 22
3% Merupakan modifikasi konsep pemikian Bimo Walgito dengan pemikiran Soerjono Soekanto
tentang Gradasi Kepatuhan Hukum, Lihat Nelli Rahmawati, op cit, hal 22
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atau memihak (favorable) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak
meihak (unfavorable) pada obyek tersebut. Menurut pemikiran kelompok
yang berorientasi pada skema triadik {friadic scheme), sikap merupakan
kostelasi komponen-komponen kognitif, afektif dan konatif yang saling
berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berp.erilaku terhadap suatu
obyek. Lebih lanjut dijelaskan oleh Secord & Backinan bahwa a sikap adalah
keteraturan tertentu dalam hal perasan (agfeksi), pemikiran (fognisi) dan
predeposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan
sekitarnya. ‘

Dengan demikian sikap adalah semacam reaksi terhadap suatu obyek
dengan cara-cara tertentu. Kesiapan dimaksud merupakém kecenderungan
potensial untuk bereaksi dengan cara-cara tertentu apabila individu
dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon.

" Pada skema tersebut digambarkan sikap dipengaruhi oleh dﬁa faktor
yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari unsur fisiologis
dan psikologis sedangkan faktor ekstemal terdiri dari unsur pengalaman,
situasi, norma-norma, hambatan dan pendorong dan dipandang sebagai faktor
kombinasi yang melahirkan suatu reaksi terhadap obyek sikap.

Sikap seseorang terhadap suatu obyek pada dasarnya dipengaruhi oleh
perpaduan kedua faktor tersebut.

Dengan mengadaptasi konstruksi pemikiran Mar’at (Bimo Walgito
dan Surjono Sockanto : 1990 : 3-4) kemudian dikaitkan dengan derajat
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat digambarkan pada
bagan sebagai berikut : |
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Gambar Bagan 2

Faktor Internal Faktor Ekternal
1.Pemahaman UU | 1 Penyuluhan Pajak
2. Pemahaman Nilai 2. Penagihan Pajak
3. Pemahaman Pajak 3. Sanksi

4. Insentif,

Sikap
Kognitif, Afektif

Gradasi Kepatuhan *

Sumber : Modifikasi dari konsep Gradasi Kepatuhan menurut Bimo Walgito dan
' Soerjono Soekanto : 1990 ; 3-4

Dart bagan tersebut dapat dibaca bahwa sikap wajib pajak untuk
membayar pajak yang terutang dipengaruhi oleh gabungan antara faktor
internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang meliputi pemahaman wajib
pajak terhadap UU pajak, Sedangkan pada aspek nilai-nilai dipengaruhi oleh
tingkat pendidikan wajib pajak, tingkat kesadaran wajib pajak akan perlunya
membayar pajak sebagai kontribusi pembangunan daerah, dan pada sisi lain
yakni faktor eksternal meiputi tingkat dan aktifitas aparat pemungut pajak,
sosialisasi peraturan pajak, pelaporaﬁ asset oleh wajib pajak, cara-cara
penagihan pajak yang dilakukan secara simpatik oleh petugas pajak, dan
pengenaan sanksi bagi pelanggar peraturan pajak. Kedua faktor tersebut secara
kombinasi dapat berpengaruh terhadap sikap wajib pajak, baik secara kognitif
(pemikiran) maupun secara afektif (perasaan). Kombinasi dua hal tersebut
pada akhirnya menentukan sikap setuju atau tidak setuju para wajib pajak
dalam arti sebagai tolok ukur gradasi kepatuhan wajib pajak.

* Merupakan modifikasi konsep pemikiran Bimo Waigito dengan pemikiran Soerjono Soekanto
tentang Gradasi Kepatuhan Hukum. Lihat Nelli Rahmawati,opeit.hal 22,
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BABIII
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Normatif Regulasi Pajak Daerah

Analisis normatif mengenai regulasi pajak daerah dapat ditelusuri dari
inventarisasi hukum perpajakan yang didasarkan pada acuan :
1. Bahan hukum primer yeitu bahan-bahan hulkum yang mengikat, dan
terdiri dari :
a. Norma (dasar) atau kaidah dasar yakni Pembukaan Undang-undang
Dasar 1945. |
b. Peraturan Daerah,
i. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945
ii. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
¢. Peraturan Perundang-undangan di bawahnya :
* Undang-undang dan peraturan yang setaraf,
* Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf,
» Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf,
» Keputusan Menteri dan peraturan vang setaraf,
» Peraturan-peraturan Daerah.
2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer.
3. Bahan hukum tertier bahan hukum yang memberikan petujunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. *°
Norma ( dasar ) sebagai dasar dari hukum perpajakan di Indonesia
terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Menurut pembukaan UUD 1945
pemerintahn Negara Republik Indonesia melfndtmgi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

" Saifuddin Azwar, Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya, Pustaka Pelajar, Yogyakaria,
2003, hal. 5
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melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial. Scbagai sumber hukum yang tertinggi makam
pembukaan UUD 1945 memberikan dasar filosofi bagi peraturan .perimdang—

undangan yang ada. Orientasi landasan filosofi ini bertujuan untuk

- mensejahterakan masyarakat dan berlandaskan pada keadilan sosial bagi

seloruh rakyat Indonesia. Dengan demikian seluruh produk hukum
perpajakan tentunya mengacu parda orientasi ini.

Penjabaran pembukaan UUD 1945 terdapat pada batang tubuh UUD

1945 ( setelah amandemen tahun 2602 ) yang mengatur bidang perpajakan
dapat dilihat pada Pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan
lain yang bersifat mamaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-
undang”. Pasal 23 A ini merupakan sumber hukum formal bidang
perpajakan. Bahwa pemungutan pajz;k hanya. dibenarkan berdasarkan
undang-undang. Dengan demikian tidak mungkin ada pajak yang dipungut di
masyarakat hanya didasarkan pada Keputusan Presiden, atau Peraturan
Menteri atau peraturan yang lebih rendah sedangkan peraturan yang lebih
tinggi tidak mengaturnya.  Di samping itu Pasal 23 : ini memberikan dasar
filosofi bahwa pembenaran peralihan kekayaan dari rakyat kepada
pemerintah meskipun bersifat memaksa dan rakyat tidak menerima imbalan
secara langsung, namun melalui legitimasi maka pemungutan menjadi sah.
Kewenangan dari pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak dari
rakyat didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 (amandemen tahun 2002)
“Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan
Perwakilan Rakyat™ (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk
menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Keharusan persetujuan
DPR merupakan kontrol sekaligus representasi rakyat terhadap pemerintah
agar senantiasa mempertimbangkan kemampuan dan keséjahteraan rakyat.
Hal ini nampak pada Pasal 20 UUD 1945
(i) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-
undang.
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(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan
Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Penjabaran lebth lanjut mengenai pemungutan pajak sebagaimana
diamanatkan dalam UUD 1545 tersebut, diatur lebih lanjut dalam bentuk
Undang-undang. Undang-andang yang mengatur mengenai Tatacara
Perpajakan ( LN RI No. 49 1983 dan TLN No. 3262 ) sebagaimana telah
diubah pertama kali dengan Undang-undang No. 9 tahun 1994 tentang
Perubahan Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN RI No. 59 Tahun 1994 dan TLN No.
3566) dan telah diubah uniuk yang kedua kali dengan Undang-undang
Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (
LN RI No. 126 Tahun 2000 dan TLN No. 3984 ).

Sedangkan kewenangan pemerintah daerah untuk memungut dan
mengatur tata cara perpajakan didasarkan pada Undang-undang No. 34 tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 18 tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( LN No. 246 Tahun 2000 yang
diundangkan pada tanggal 20 Desember tahun 2000 dan TLN No. 4048
tahun 2000). Untuk selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Pemerintah No. 65 Tahun 2001 teatang Pajak Daerah.

Khusus kewenangan pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah
ini tidak terlepas dari Undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang Otonomi
Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Bahwa dalam rangka
otonomi daerah seperti sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang
lebih besar untuk mengatur dan mengurus mrﬁah tangganya sendiri.
Tujuannya adalah agar lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada
masyarakat, memudahkan maysarakat untuk memantau dan mengotrol
penggunaan dana yang bersumber dari APBD ( Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah ). Sehubungan dengan itu pemerintah daerah diharapkan
lebih mami)u menggali sumber-sumber keuangan kbususnya untuk

memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di
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daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). Sumber-sumber
penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, dalam
koridor perundaug-undangan adalah pajak daerah dan retribusi daerah.
Dalam koridor perundang-undangar: berarti bahwa pajak daerah dipungut
harus didasarkan pada perundangan di atasnya dan diperuntukkan
kemakmuran rakyat daerah tersebut sebagaimana diamanatkan oleh
pembukaan UUD 1945. :

Dengan berlakunya Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang
perubahan atas Undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah maka pemungutan pajak daerah merupakan perwujudan
otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Pemungutan pajak
ini penting untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh
karena itu pajak daerah perlu ditingkatkan. Dengan demikian tercipta
kemandirian pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di Daerah dapat
segera terwujud. Semestinya segenap potensi periu lebih ditingkatkan,
termasuk dari sektor pajak ini.

Undang-undang No. 34 tahun 2000 telah ditindak lanjuti dengan
dikeluarkannya PP No. 65 tabun 2001 tentang Pajak Daerah. Berdasarkan

Peraturan tersebut, Pemerintah dan DPRD Kabupaten Semarang telah
| membuat peraturan daerah sebagai pelaksanaan lebih lanjut. Peraturan
daerah itu antara lain sebagai berikut : .

Perda No. 21 tahun 2002 teniang Pajék Penerangan Jalan,
Perda No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Reklame,

Perda No. 15 tahun 2002 tentang Pajak Hiburan,

Perda No. 19 tahun 2002 tentang Pajak Hotel,

Perda No. 14 tahun 2002 tentang Pajak Parkir,

Perda No. 17 tahun 2002 tentang Pajak Restoran. *

Dari beberapa obyek pajak daerah tersebut, dalam penelitian tesis ini
diambil sampel Pajak Hotel, Pajak Restoran ( Rumah Makan ) dan Pajak

=

oo A0

*! Setwilda Tk, II Kab, Semarang, Himpunan Peraturan Dacrah Kabupaten Tk, I Semarang,
Tahun 2002
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Parkir. Hal ini mengingat keterbatasan waktu, kemampuan dan biaya.
Masing-masing dijelaskan sebagai berikut ;

3.1.1. Regulasi Pajak Hotel

Pajak Hotel ini pada ;awa]nya diatur bersama-sama dengan Pajak
'Restoran ketentuan ini tertuang dalam Perda Kabupaten Daerah
Tingkat IT Semarang No. 20 tahun 1997 tentang Pajak Hotel dan
Restoran, Namun sejak tahun 2002 Pajak Hotel diatur dalam perda

tersendiri yakni Perda No. 19 tahun 2002 tentang Pajak Hotel.

Pemisahan kedua jenis pajak tersebut disebabkan | adanya
perkembangan adanya otoromi  daerah yakni pembebanan
pembiayaan yang diserallkan pada daerah oleh karena itu optimalisasi
pemungutan pajak daerah nampak semakin digiatkan; Perubahan
dalam rangka optimalisasi pemungutan ini dibarengi dengan tata cara
pendaftaran, sistem pemungutan pajak lebih  efektif, apabila
diperbandingkan peraturan Perda No. 20 tahun 1997 dengan Perda
No. 19 tahun 2002, terlihat adanya prosedur yang lebih mudah. Hal
ini diatur dalam Perda No. 20 tahun 1997 seperti batasan Rp.
300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ) bagi pengusaha untuk
1ﬁeIakukan pembukuan ( petunjuk tata cara Pendafiaran dan
Pendataan No. 4 Perda No. 20 talun 1997 ) sedangkan Perda No. 19
tahun 2002 tidak mengatur lagi. Hal ini terlihat pada Pasal 17 ayat (2)
Perda No. 19 tahun 2002 . “pada waktu petugas Dipenda
melaksanakan kegia_tan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Wajib Pajak harus menerima dan memberikan keterangan
yang dapat dipertanggunjawabkan kepada petugas Dipenda dan wajib

menunjukkan semua bukti/pembukuan pendapatan hotel”.

Asas yang dianut dalam sistém pemungutan pajak pada Perda ini
merupakan kombinasi antara sistem self assesment dan official

assesment. Sistem self assesmen yaitu sistem pemungutan pajak
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yang meletakkan tanggung jawab kepada wajib ‘pajak. Sedangkan
sistem official assesment yaitu sistem pemungutan pajak yang
meletakkan tanggung jawab kepada petugas pajak. Dengan demikian
pendataan atau laperan pajak disamping dilakukan oleh wajib pajak
dapat dilakukan pula oleh petugas pajak apabila wajib pajak tidak
- melaporkannnya. Hal ini terlihat Pasal 12, 13 dan 14 Perda No. 19
tahun 2002,

Pasal 12 (1) Setiap pengusaha hotel di Daerah diwajibkan
mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

(2) Pendaftaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1)
sudah dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
dimulainya kegiatan hotel.

Pasal 13 Pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 12
ayat (1) dilaksanakan dengan cara pengusaha hotel atau
orang yang diberi kuasa datang sendiri ke Dipenda untuk :

a. Mengisi formulir pendaftaran.

b. Memporporasikan semua nota pembayaran/benda yang

digunakan sebagai bukti pembayaran hotel.
c. Melampirkan foto copy identitas pengusaha
d. Foto copy izin usaha penyelenggaraan hotel.

Pasal 14 Apabila pengusaha hotel tidak melaksanakan pendafta-
ran sebagaimana  dimaksud Pasal 12 dan Pasal 13
maka pendaftaran akan dilaksanakan oleh petugas Dipenda
di tempat pengusaha hotel.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan
yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap/beristirahat,

memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut
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- bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menj/atu; dikelola dan

dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan |

perkantoran.
Subyek Pajak Hotel :

. Subyek Pajak Hotel adalah Pribadi atau badan yang melakukan

pembayaran hotel. Wajib Pajak Daerah adalah pribadi atau badan
yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang,
termasuk pemungutan atan pemotong pajak tertentu. Dengan
demikian yang dimaksud Wajib Pajak untuk Pajak Hotel adalah
orang atau badan yang membayar atas pelayanan hotel dan pengusaha
hotel. Dalam PP No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah yang
dimaksud sebagai wajib pajak hanya pengusaha hotel. Demikian pula
dalam PERDA Kabupaten Semarang No. 19 Tahun 2002 tentang
Pajak Hotel Pasal 4 Wajib Pajak Hotel adalah pengusaha hotel.

Obyek Pajak Hotel :

Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel
dengan pembayaran, termasuk ( Pasal 3 Perda Kabupaten Semarang
No. 19 Tahun 2002 ):

a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.

b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan
atau fasilitas jangka pendek vyang sifatnya memberikan

kemudahan dan kenyamanan.

c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk

tamu hotel dan bukan untuk umum.

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di
hotel.

Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud di atas adalah :
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3.1.2,

a. Penyewaan rumah atau kamar, apafcemen' dan atau fasilitas

tempat tinggal lainrya yang tidak menyatu dengan hotel.
b. Pelayanan tinggal asrama dan pohdok pesantren,

¢. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang

dipergunakan bukan oleh tamu hotel dengan pembayaran.

d. Pertokoan, perkantoran, perbankan dan salon yang dipergunakan
oleh umum di hotel .

e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan

dapat dimanfaatkan oleh umum.
Dasar Pengenaan Pajak Hotel ( Pasal 8 ) :

Dasar Pengengaan Pajak adalah pembayaran yang dilakukan
kepada hotel. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau
seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan

atau/jasa sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
Tarif Pajak Hotel ( Pasal 9 ) :

Besarnya tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % ( sepuluh per

seratus ) Pembayaran.
Pajak Hotel Terutang :

Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat
hotel berlokasi ( di Kabupaten Semarang ). Besarnya pokok pajak
Hotel dihitung dengan cara dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

Regulasi Pajak Restoran atau Rumah Makan

Pajak Restoran atau Rumah Makan ini pada awalnya diatur
bersama-sama dengan pajak hotel. Ketentuan ini terfuang dalam
Perda Kabupaten Daerah Tingkat [I Semarang No. 20 tahun 1997
tentang Pajak Hotel dan Restoran. Namun sejak tahun 2002 Pajak
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Restoran atau Rumah Makan diatur dalam Perda tersendiri yakni
Perda No. 17 tahun 2002 tentang Pajak Restoran atauw Rumah Makan,

Pemisahian kedua jenis pajak tersebut disebabkan adanya
perkembangan adanya otonomi daerah yakni pembebanan

pembiayaan yang diserahkan pada daerah cleh karena itu optimalisasi

' pemungutan pajak nampak semakin digiatkan. Perubahan dalam

rangka optimalisasi pemungutan ini di barengi dengan tata cara
pendaftaran, sistem pemungutan pajak yang lebih effektif Apabila
dipefbandingkan peraturan Per&a No. 20 tahun 1997 dengan Perda
No. 17 tahun 2002, terlihat adanya prosedur yang lebih mudah. Hal
yang diatur dalam Perda No. 20 tahun 1997 seperti batasan Rp.
300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ) bagi pengusaha untuk
melakukan pembukuan ( petunjuk tata cara Pendaftaran dan
Pendataan No. 4 Perda No. 20 tahun 1997 ) sedangkan Perda No. 17
tahun 2002 tidak mengatur lagi. Hal ini terlihat pada Pasal 16 ayat (3)
Perda No. 17 tahun 2002.

Pasal 16 (2) Memperporasikan semua mnota pembayaran yang
" dipergunakan dan hanya  mempergunakan nota

pembayaran yang sudah diporporasikan dalam transaksi

pembayaran.

(3) Menerima dan memberikan keterangan yang dapat
dipertanggungjawabkan kepada petugas Dipenda serta

menunjukkan semua bukti pembukuan,

Asas yang dianut dalam sistem pemungutan pajak Restoran atan
Rumah Makan adalah sistem self assesment yaitu sistem pemungutan
pajak yang meletakkan tangguﬁg jawab kcpada wajpib pajak. Di
samping itn digunakan pula sistem official assesment yaigu sisteni
pemungutan pajak yang meletakkan tanggung jawab kepada petugas
pajak. Dengan demikian sistem yang dipergunakan adalah kombinasi
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keduanya. Hal ini terlihat pada Pasal 12, 13 dan 14 Perda No. 17
tahun 2002,

Pasal 12 (1) Setiap pengusaha Restoran atau Rumah - Makan di
Daerahh diwajibkan mendaftarkan diri sebagai wajib
pajak.

' (2) Pendaftaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) sudah
dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum

dimulainya kegiatan restoran atau rumah makan.

Pasal 13 Pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1)
dilaksanakan dengan cara pengusaha restoran atau rumah

makan atau orang yang di beri kuasa datang sendiri ke

Dipenda untuk ;
a. Mengisi formulir pendaftaran

b. Memporporasikan semua nota pembayaran/benda yang
digunakan sebagai bukti pembayaran restoran atau

rumah makan.
¢. Melampirkan foto copy identitas pengusaha.
d. Foto copy izin usaha penyelenggaraan hotel.

Pasal 14 Apabila pengusaha restoran atau rumah makan tidak
melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 12
dan Pasal 13 maka pendaftaran akan dilakanakan oleh

petugas Dipenda di tempat pengusaha restoran atau rumah

makan.

Setiap restoran atau rumah makan diwajibkan melakukan

pengenaan pajak kepada pembeli atau pemesan. Dengan demikian

pajak Restoran atau Rumah Makan adalah pajak atas pelayanan'

restoran. Restoran atau Rumah Makan adalah tempat menyantap
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makanan dan/atau minuman, yang disediakan  dengan dipungut

bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering.
Subyek Pajak Restoran araz; Rumah Makan

Subyek Pajak Restoran atau Rumah Makan adalah orang pribadi
atau badan yang malakukan pembayaran kepada restoran. Sedangkan

' Wajib Pajak Restoran atau Rumah Makan adalah orang pribadi atau

badan yang melakukan pembayaran kepada Restoran atau Rumah
Makan. ( Pasal 4 Perda Kabupaten Semarang No. 17 Tahun 2002
tentang Pajak Restoran atau Rumah Makan ). Demikian pula dalam
PP No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daeral: yang dimasukkan dengan
Pajak Restoran adalah pengusaha Restoran atau Rumah Makan.

Obyek Pajak Restoran atau Rumah Makan

Obyek Pajak Restoran atau Rumah Makan adalah pelayanan
yang disediakan restoran atau rumah makan dengan pembayaran.
Tidak termasuk obyek pajak restoran adalah pelayanan usaha jasa
boga atau katering. ( Pasal 3 Perda Kabupaten Semarang No. 17
tahun 2002 tentang Pajak Restoran atau Rumali Makan ).

Dasar Pengenaan Pajak Restoran atau Rumah Makan

- Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran
vang dilakukan oleh pembeli kepada pengusaha restoran atau rumah
makan.,

Tarif Pajak Restoran atau Rumah Makan Terutang

Tarif Pajak Restoran atau Rumah Makan ditetapkan sebesar 10
% (sepuluh per seratus). { Pasal 9 Perda Kabupaten Semarang No. 17
tahun 2002 tentang Pajak Restoran dan Rumah Makan.

Pembayaran Pajak Terutang

Pajak Restoran atau Rumah Makan yang terutang dipungut di

wilayah daerah tempat restoran berlokasi ( di Kabupaten Semarang ).
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3.1.3.

Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang
dilakukan oleh pembeli kepada pengusaha restoran atau rumah

makan. Pajak dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan dengan dasar
pengenaa pajak. '

. Regulasi Pajak Parkir

Sebelum ‘ditetapkan parkir sebagai pajak, Parkir termasuk
kategori retribusi daerah. Pada Perda No. 13 tahun 2002 yang
merubah Perda No. 13 tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi
Jalan Umum, maka parkir tetap dalam kategori retribusi. Namun
setelah terjadi perubahan Peraturan Perundang-undangan dalam
rangka otonomi daerah yakni dikeluarkanmya UU No. 34 tahun 2000
dimana disebutkan jenis pajak daerah meliputi parkir, maka Parkir

merupakan bentuk pungutan yang berupa pajak. Perubahan mendasar

ini tentunya berakibat pada sistem, tarif sera tata cara pemunutannya.

Pada Pasal 2 (2) UU No. 34 tahun 2000 inenyebutkan jenis-jenis
Pajak Kabupaten/Kota :

a. Pajak Hotel,

b. Pajak Restorén,

c. Pagjak Hiburan,

d. Pajak Reklame,

¢. Pajak Penerangan Jalan Umum,

f Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C,
g. Pajak Parkir.

Dengan demikian UU ini ditindak lanjuti oleh peraturan yang
ada di bawahnya, termasuk peraturan daerah. Perda Kabupaten
Semarang, Pajak Parkir ini diatur dalam Perda No. 14 tahun 2002.

" Yang agak mengherankan adalah sebelum adanya Perda No. 13 tahun

2002 ini yang merubah Perda No. 13 tahun 1998 tentang Retribusi
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Parkir di Tepi Jalan Umum. Perda ini beriaku setelah UU No. 34
tahun 2000 telah ada, dan UU No. 34 tahun 2000 menyebutkan Parkir
merupakan pajak daerah. Namun Perda No. 13 tahun 2002 masih
menyebutkan Parkir dalam kategori pungut:in retribusi bukan pajak.
Hal ini didasarkan pada Perda No. 13 tehun 2002 yang merubah
Perda No. 13 tahun 1998 berisikan adanya perubahan pada Struktur
dan Besainya Tarif ( Pasal 1 huruf B, Pasal 7 ), Pelaksanaan dan
Pengawasan ( Pasal 1 huruf G, Pasal 17, 20 dan 2i ). Meskipun
kebijakan pemungutan pajak ini diserahkan pada pemerintah daerah,
namuit Perda yang berlaku secara herarki harus mengacu pada

peraturan perundangan yang lebih tinggi ( lex superiore derogat lex
inferiore ).

Pajak Parkir yang diatur oleh Perda No. [3 tahun 2002
menganut sistem pemunguian pajak secara kombinasi. Aritinya
sistem self assesment dan official assesment. Sistem self assesment
yaitu sistem pemungutan pajak yang me]efakkﬂn tanggung jawab
kepada wajib pajak. Di samping itu digunakan pula sistem official
assesment yaitu sistem pemungutan paj’ ak yang meletakkan tanggung
Jawab kepada petugas pajak. Hal ini terlihat pada Pasal 13, 14 dan 16
Perda No. 14 tahun 2002,

_Pasal 13 (1) Setiap penyelenggara Tempat Parkir di Wilayah
Semarang, diwajibkan mendaftarkan diri sebagai
Wajib pajak.
(2} Pendaftaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) sudah
dilaksanakan paling lambat 7 (tujuk) hari sebelum
dimulainya kegiatan Tempat Parkir.

Pasal 14 Pendafiaran sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) dan ayat
(2) dilaksanakan dengan cara pemilik tempat parkir atau

orang yang diberi kuasa datang sendiri ke tempat yang
ditunjuk untuk :
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a. Mengisi formulir pendaftaran

b. Memporporasikan ~ semua  karcis parkir  yang
dipergunakan sebagai bukti pembayaran parkir.

¢. Melampirkan foto copy identitas Pemilik dan atau

kuasanya,

d. Menyerahkan foto copy Kartu Keluarga ( KK ),

¢. Menyerahkan surat kuasa apabila dikuasakan,

f.  Menyerahkan foto copy surat ijin usaha tempat parkir,
Pasal 16 (1) Wajib Pajak diwajibkan melaporkan data pendapatan
Tiap bulan paling lambat tanggal 5(Lima)
pada bulan berikutmya, dari bulan yang dilaporkan
dengan cara menyerahkan isian formulir SPTPD.

(2) Apabila wajib pajak tidak melaksanakan pelaporan data
pendapatan maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
memerintahkan petugas untuk melaksanakan kegiatan

pendataan ke tempat penyelenggaraan parkir.

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas tempat parkir
yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan
berkaitan atas pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu
usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor

dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
Subyek Pajak Parkir.

Subyek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang
melakukan pembayarar atas tempat parkir . Pembayaran adalah
sejumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan
atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada
pemilik atau penyelenggara parkir. Tempat parkir adalah tempat
parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang.pribadi atau
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badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maunpun

. yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat

penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang
memungut bayaran. Dengan demikian vang dimaksud Wajib Pajak
Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan
tempat parkir,

Obyék Pajak Parkir

Obyek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di
luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau Badan, baik

yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang.

disediakan sebagai suatu uszha, termasuk penyediaan tempat
penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang
memungut bayaran. Tidak termasuk obyek pajak Parkir adalah
penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Daerah.

Dasar Pengenaan Pajak Parkir

Dasar Pengenaan Pzjak Parkir adalah jumlah pembayaran atau
yang scharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. (Pasal 9
Perda Kabupaten Semarang No. 14 Tahun 2002 tentang‘ Pajak
Parkir).

Tarif Pajak Parkir

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh per
seratus). ( Pasal 10 Perda Kabupaten Semarang No. 14 tahun 2002
tentang Pajak Parkir ).

Pembayaran Pajak Terutang

Pajak Parkir yang terutang dipuﬁgut di wilayah daerah tempat
Parkir berlokasi (di Kabupaten Semarang). Dasar Pengenaan Pajak
Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk

pemakaian tempat parkir. ( Pasal 9 Perda Kabupaten Semarang No.
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3.1.4.

14 tahun 2002 tentang Pajak Parkir ). Pajak dihitung dengan cara tarif
pajak dikalikan dengna dasar pengenaan pajak.

Analisis Regulasi Pajak Daerah

Paparan diatas telah memberikan gambaran secara hirarki bahwa
sistem pemungutan pajak harus‘ berdasarkan undang-undang,
Berdasarkan undang-undang no. 34 tahun 2000 tentang perubahan
UU No. 18 tahun 1997 tentang .Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dan selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam P No. 65 tahun 2001
tentang Pajak Daerah. Pada kedua peraturan perundangan tersebut
pemerintah daerah diberikan wewenang untuk memungut beberapa
jenis pajak daerah di wilayahnya sendiri. Selanjutnya pemerintah
daerah Kabupaten Semarang telah membuat peraturan daerah yang
mengacu pada undang-undang dan PP untuk membuat dasr hukum
bagi pelﬁungutan pajak daeral di wilayahnya. Produk legislasi yang
berupa peraturan daerah (PERDA) terutama vang berkaitan dengan
tiga jenis pajak adalah Perda Nc. 19 tabun 2002 tentang Paj ak Hotel,
Perda No. 2002 tentang Pajak Restoran atau Rumah Makan dan
Perda No. 14 tahun 2002 tentang Pajak parkir. Khusus pajak hotel
dan pajak restoran sebelum terbit Perda No. 19 dan 17 tahun 2002
tersebut, kedua jenis pajak itu diatur menjadi satu dalam Perda No. 20
tahun 1997. Sedangkan pajak parkir sebelumnya merupakan retribusi.
Ketiga perda tersebut dalam hal mengatur sistem dan prosedur
pendaftaran, pembayaran pajak daerah. tersebut hampir . sama.
Substansi beberapa peraturan dalam perda-perda tersebut merupakan
kutipan dari pasal-pasal yang telah ada di PP No. 65 tahun 2001,

Regulasi dari pemerintah daerah tersebut merupakan instrumen
yuridis yang memberi dasar hukum untuk menarik pajak dari
masyarakat. Sesuai dengan fungsi regulatifnya, peraturan tersebut
seharusnya mengatur iklim berusaha di kabupaten Semarang.

Beberapa perda telah memenuhi persyaratan regulatif. Dalam arti

60




tidak ada satupun pasal yang membatasi ruang gerak dalam berusaha,
menimbulkan distorsi, menimbulkan ketidakadilan dan sebagainya.

Hal ini sesuai dengan persyaratan perpajakan daerah yang antara
fain :

a. Prinsip inemberikan pendapatan yang cukup elastis artinya dapat

mudah naik turun mengikuti naik turunnya tingkat pendapatan
masyarakat.

b. Adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan
kelompok masyarakat dan horisontal artinya berlake sama bagi
setiap angpota kelompok masyarakat schingga tidak ada yang
kebal pajak.

¢. Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung,
pelayanan memuaskan bagi wajib pajak.

d: Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul
motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.

¢. Non distorsi terhadap perekonomian, implikasi ajak atau
pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap
perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan
menimbulkan suatn beban baik bagi produsen maupun
konsumen, Jangan sampai suatu pajak atau pungutan
menimbulkan beban tambahan (ekstra burden) yang berlebihan
ehingga akan merugikan mesyarakat secara keseluruhan (dead
weight loss).” _

Beberapa pasal yang ada memenuhi persyaratan sebagaimana

fersebut diatas, seperti, pada pajak Restoran dan Rumah Makan

(Perda No. 17 Tahun 2002) : adanya tenggang waktu pendaftaran

sebelum usaha Restoran atau rumah makan dimulai (Pasal 12 Perda

17 tahun 2002), adanya klausula pertimbangan unsur kelayakan,

keadilan dalam penghitungan pajak oleh petugas (Pasal 20 ayat 2

Perda No. 17 tahun 2002), adanya peninjauan kembali terhadap

“Machfud Sidik, opcit hal 4
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ketetapan dan jumlah ketetapan pajak (Pasal 20 ayat 3 Perda No. 17
tahun 2002). ,

Pada pajak Hotel (Perda No. 19 tahun 2002) : adal_lyé batasan
yang menjadi obyek pajak (Pajak 3), adanya tenggang wakiu
pendafiaran sebelum usaha Restoran atau rumah makan dimulai
. (Pasal 12), adanya pertimbangan untuk diberikan keringanan apabila
kondisi’ fisik hotel sedang dalam renovasi atau akibat lain yang
mempengaruhi  penurunan pendapatan (Pasal 28) adanya
pembebasan pajak apabila karena suatu hal yang dapat
menghentikan usalianya untuk sementara (Pasal 29).

Pada pajak Hotel (Perda No. 19 tahun 2002) : adanya batasan
yang menjadi 6byek pajak (Pasal 3), adanya fenggang waktu
pendapatan sebelum usaha Restoran atau rumah makan dimulai
(Pasal 12), adanya pertimbangan untuk diberikan keringanan apabila
kondisi fisik hotel sedang dalam renovasi atau akibat laiﬁ yang
mempengaruhi penurvnan pendapatan (Pasal 28) adanya
pembebasan pajak apabila karena suatu hal yang dapat
menghentikan usahanya untuk sementara (Paéal 29).

Pada pajak parkir (Perda No. 14 tahun 2002) : adanya
tenggang waktu pendaftaran sebelum usaha Restoran atau rumah
makan dimulai (Pasal 13), adanya klausula pertimbangan unsur
kelayakan, keadilan dalam penghitungan pajak oleh petugas (Pasal
19), adanya pertimbangan wuk diberikan keringanan apabila
kondisi fisik parkir sedang dalam renovasi ataui akibat lain yang
mempengaruhi  penurinan  pendapatan (Pasal 27) adanya
pembebasan pajak apabila karena suatu hal yang dapat
menghentikan usahanyrfl untuk sementara (Pasal 28).

Ketentnan-ketentuan tersebut jelas memberikan keadilan, .
memperhitungkan implikasi pungutan pajak dalam kaitannya dengan
iklim "usaha yang dapat paik turun. Dengan demikian dapat

menopang pertumbuhan perekonomian masyarakat setempat.
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Sistem pemungutan péjak dikatakan menganut sistem self
assesment, Artinya wajib pajak menghitung éendiri dan melaporkan
usaha sendiri ke pstugas. Sedangkan Petugas baru dakan mengecek
kebenarannya apabila ada kecurigaan (sistem official assestment),
Dengan demikian sistem yang dianut adalah sistem gabungan.

Pemakaian sistem menghitung dan melaporkan sendiri pada
pajak hotel, restoran atav rumah makan dan parkir, memerlukan
peran aktif dari wajib pajak. Namun demikian aplikasi atau
pelaksanaan sistem pemungutan pajak ini dipengarchi banyak faktor
seperti kejﬁjuran, kesadaran, pemahaman tentang undang-undang
(prosedur), tingkkat layanan, kesiapan petugas, monitoring petugas,
tempat pembayaran yang lebih mudah dijangkau dan sebagainya.
Faktor-faktor tersebut sangat penting akrena karakteristik jenis pajak
hotel, parkir dan restoran atau rumah makan, pajak yang terutang
disetorkan didasarkan pada perhitungan pengusaha hotel, rumah
makan dan pengusaha parkir. Dengan demikian tanpan monitoring,
kelapangan oleh petugas setiap waktu dan tanpa dilandasi kejujuan
si pengusaha akan rawan terhadap manipulasi. Dengan demikian
apabila hal-hal tersebut dapat teratasi maka fungsi budgeter dari
pajak ini dapat terlaksana secara baik.

Disamping itu yang berkaitan dengan keleluasaan dari
pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan oleh UU no. 34 tahun
2000 jo PP No. 65 tahun 2001, daerah dalam rangka
mengembangkan PAD nya dapat menggali potensi pajak fdaerah
yang spesifik dan barmm. Namun ketentuan tersebut tetap harus

mengacu pada kedua peraturan perundangan pusat tersebut®

* Rambu-rambu tersebut antara lain :

a) Bersifat pajak dan bukan retribsi, b) Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah
kabupaterv/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya
melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota ybs. C) Obyek dan dasar pengenaan
pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, d) Obyek pajak bukan merupakan obyek
pajak proponsi dan atau obyek pajak pusat, ¢) potensinya memadai, £) tidak memberikan
dampak ekonomi vang negatif, g} Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat,
h) menjaga kelestarian lingkungan. Machmud 3idik, ibid, hat 8-9.
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Memang rambu-rambu sebagaimana digariskan oleh peraturan
perundangan pusat tersebut menjaga agar pemerintah daerah tidak
semnau-maunya menggali potensi pajak daerah tanpa memperhatikan
apapun. Namun rambu-rambu yang mengatur terlalu rigid (ketat dan
kaku) dapat menjadi sebab kewenangan pemerintah daerah
. sepertinya dibatasi sehingga timbul apa yang dinamakan “discretion
power”. Kewenangan ini perlu agar pemerintah daerah dapat
mengeploitasi sumber-sumber potensi yang ada untuk dijadikan
sebagat obyek pajak baru. Padahal PAD dapat naik apabila
melakukan penggalian potensi-potensi pajak yang baru dan spesifik
- (khas daerah tersebut).

'3.1.5. UU No. 34 tahun 2000 dan implikasinya terhadap PAD
Berlakunya UU No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah yang merubah UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak
‘Daerah dan Retribusi Daerah, nampaknya membawa pengaruh terhadap
PAD. Pengaruh tersebut berupa terjadinya kenaikan PAD kabupaten
Semarang, Hal ini sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 1
Target dan Realisasi PAD tahun 1995/1996 — 1999/2000
Tahun Target Realisasi
1995/1996 6.366.748.000 6.951.406.417
'1996/1997 8.276.610.000 8.467.163.119
1997/1998 9.985.942.000 "9734.618216
1998/1999 15.051.835.000 17.488.765.363
1999/2000 1’6.564.949.000 20.606.202.798 -
2000/2001 32.654.311.500 40.240,304.255
- 2001/2002 57.973.426.000 66.283.028.567

Sumber data : DIPENDA Kabupaten Semarang tahun 2001
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Nampak pada tabel diatas bahwa pada kurun waktu sebelum
berlakunya UU No. 34 tahun 2000, angka target dan realisasi PAD
Kabupaten Semarang masih berkisar‘pada angka di bawah target dan
realisasi pda tahun 2001-2002. Kenaikan tersebut cukup tajam, meskipun
tidak dipungkiri bahwa kenaikan dapat pula dipengarmihi adanya
perkembangan obyek-obyek pajak, namun kenaikan yang cukup signifikan
memberikan gambaran adanya perubahan yang cukup berarti, Perbahan
yang dimaksud salah sﬁtunya disebabkan adanya penyerahan pengelolaan
sendiri terhadap obyek-obyek pajak daerah yang diserahkan sepenulmya
kepada pemerintajl daerah Kabupaten Smarang.

Bahwa dengan berlakunya UU No. 34 tahun 2000 yang merubaj UU
No. 18 tahun 1997 membawa pengaruh terhadap kenaikan PAD sekaligus
pemasukan terhadap APBD Kabupaten Semarang. Berdasarkan penelitian
yang penulis lakukan terhadap potensi pajak daerah Hotel,Restoran dan
Parkir memberikan sumbangan terha'dap PAD Rp. 1.349.202.606 setiap
tahunnya.

Pengaturan kewenangan pengenaan pemungutan pajak daerak dan
retribusi daerah dalam UU No. 18 tahun 1997 selama ini dianggap kurang
memberikan peluang kepada daerah untuk mengadakan pemungutan baru.
Terlebih dalam UU tersebut sebenarnya ditetapkan dengan PP, namun pada
waktu UU N. 18 tahun 1997 berlaku PP tersebut belum ada, sehingga belum
satupun daerah yang mengusulkan pungutan baru karena dianggap hal
tersebut sulit untuk dilakukan, selain itu pengaturan agar Perda tentang
pajak daerah dan retribusi daerah harus mendapat pengesahan dari pusat

Jjuga dianggap telah mengurangi otonomi daerah.

3.1.5.1. Keleluasaan Penamahan Obyek Pajak Oleh Pemerintah
Daerah ,

Dengan diubahnya UU No. 18 tahun 1997 menjadi UU no.

34 tahun 2000 diharapkan Pajak Daerah dan Refribusi Daerah

65




akan menjadi salah satt PAD yang penting guna membiayai
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah,
DalamUU No.34 tahun 2000 dan PP pelaksananya yakni
PP no. 65 fahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No 66 tahun
2001 tentang Retribusi Daerah menjelaskan perbedaan antara jenis
| pajak daerah yang dipungut oleh Propinsi dan jenis pajak daerah
yvang ﬂipungut oleh Kdta/Kabupaten.
Pajak Propinsi ditetapkan sebanyak 4 9empat) jenis pajak
yakni ; '
a. Pajak Kendaraari Berotor dan Kendaraan di Atas air
b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di
Atas Air
¢. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Berotor
d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanag dan Air
Permukaan.

Jenis pajak Propinsi ini bersifat limitatif yang berarti tidak
dapat memungut pajak selain yang telah ditetapkan, dan hanya
dapat menambah jenis retribusi lainnya sesuai dengan kriteria

- sebagaimana ditetapkan dalam UU, Adanya pembatasa jenis pajak
yang dipungut oleh propinsi terkait dengan kewenangan Propinsi
sebagai daerah otonom yang terbatas hanya meliputi kewenangan
- dalam bidang pemerintaban yang bersifat lintas daerah
Kabupaten/Kota dan kewenangan yang tidak atau belum dapat
dilaksanakan daerah Kabupaten/Kota.

Khusus untuk pajak daerah sebagimana diatur dalam UU
No. 34 tahun 2000 jo PP No. 65 tahun 2001 dan PP no. 66 tahun
2001, pajak daerah yang dapat dipungut oleh Kabupaten/Kota
meliputi 7 (tujuh) jenis pajak yakni : |
a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
¢. Pajak Hiburan
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Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan

Pajak Pengambilan Bahan Galian Go]ongan C
Pajak Parkir

© - o o

Jenis pajak Kabupaten/Kota tidak bersifat limitatif artinya
Kabupaten/Kota masih diberikan peluang untuk menggali potensi
sumber-sumber keuangannya melalui pajak dan atau retribusi selain
yang seacra eksplisit telah disebutkan dalam UU No. 34 tahun 2000
yakni dengan menetapkan jenis pajak daerah baru yang bersifat
spesifik dengan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU
tersebut. Kriteria tersebut antara lain :

a. bersifat pajak dan bukan retribusi,

b. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah
Kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas
yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah
daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan

¢. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan
kepentingan umum.

d. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak Propinsi dan atau
obyek pajak pusat.
Potensinya memadai

. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif

g Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat,

h. Menjaga kelestarian lingkungan.

Tarif yang berlaku untuk pajak daerah Kabupaten/Kota ditetapkan
dengan Peraturan daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif
maksimum yang telah ditentukan dalam UU tersebut.

Tarif pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Semarang khususnya untuk Pajak Hotel, Restoran dan
Parkir, tetap mengacu pada ketentuan PP No. 65 tahun 2001, untuk
Pajak Hotel berdasarkan Pasal 41 sebesar 10%, untuk Pajak
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restoran atau Rumah Maken menurut Pasal 46 ebesar 10%,

sedankan untuk tarif Pajak Parkir berdasrkan pasr 71 tarif

“maksimum 20%, khusus untuk tarif parkir ini di Kabupoaten

Semarang sebelumnya terdapat Perda No. 13 tahun 2002 yang

merubah Retribusi menjadi Pajak Parkir dengan besaran tarif

. berdasarkan Pasal 7 adalah :

| 1. Untuk kendaraan roda 2 (dua), tiga (tiga) jam pertama sebesar
Rp. 200, dva ratus rupiah) untuk setiap 3 (tiga) jam berikutnya
ditambah sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).

2. Untuk kendaraan roda 4 (empat), untuk 3 (tiga) jam pertama
sebesar Rp. 500 (lma ratus rupiah) untuk setiap 3 (tiga) jam
berikutnya ditambah sebesé;r Rp. 250,- (dua ratus lima puluh’
rupial). '

3. Untuk kendaraan roda 6 (enam), untuk 3 (tiga) jum pertama
sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk setiap 3 (tiga0 jam
bertkutnya ditambah sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

4. Untuk kendaraan rodal lebih dari 6 (enam), untuk 3 (tiga) jam
pertama sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) untuk
setiap 3 (tiga jam) berikutnyua ditambah sebesar Rp. 750,-
{tujuh raus lima pulih rupiah).

Nampaknya besaran tatif tersebut dianggap tidak memadai
dan tidak bersifat flaksibel oleh karena itu berdasarkan Perda No.
14 tahun 2002 yang mencabut Perda No. 13 tahun 2002 tersebut
diatas tarif disesnaikan seesar 20% yang diperhitungkan dengan
cara tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. (Lihat
Pasal 10 dan 11 Perda No. 13 tahun 2002). '

Dengan demikian berdasarkan analisis yuridis besarnya tarif
pajak yang penulis teliti di Kabupaten Semarang telah sepenuhnya
mengacu pada PP No. 65 tahun 2001 sebagai pelaksana UU No. 34
tahun 2000.
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3.5.1.2, Implementasi UU No. 34 tahun 2000 : Hambatan dan

Pengawasan

Keleluasaan pemerintah daerah untuk menambah dan atau
memuhgut pajak daerah berdasrkan UU No 34 tahun 2000 terdapat
kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan.
Implementasi dalam rangka pengawasan oleh pusat, maka Perda-

perda yang mengatur pajak daerah tersebut harus disampaikan

kepada pemerinrtah pusat paling lambat 15 (lima belas) hari sejak

ditetapkan. Dalam hal apabila Perda-perda dimaksud bertentangan

dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi, Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri
dengan pertimbangan Menteri Keuangan dapat diterimanya Perda
dimaksud kurun waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya peraturan

daerah dimaksud. (Lihat Pasar 5A dan Pasar 25 A UU No. 34

Tahun 2000 Jo Pasal 80 ayat 2 PP No. 65 Tahun 2001 dan Pasal 17

ayat 2 PP No 66 Tahun 2001),

Terhadap pembatalan peraturan daerah tersebut Pemerintah
daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung
(MA). ' 7

Pemberian otonomi di bidang pajak tersebut tentunya harus
dibarengi dengan kesiapakn pemerintah daerah setempat,
Berdasarkan analisis yuridis normatif dan pengamatan yang penulis
lakukan, dari pelaksanaan UU No. 34 tahun 2000 tentang Pajak
Daerah tersebut terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara
lain :

a. Sumber Daya Manusia dan perangkat lunak pendukungnya dari
Pemerintah Daerah itu sendiri. Dalam arti kemampuan
administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, Terutama
di bidang perencanaan mengingat kreativitas mencari
lahan/basis pajak daerah yang baru membutuhkan perencanaan

dan perhitungan yang matang,
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b. Pengaruh dari point a diatas, ditambah *kondisi geografi
Kabupaten Semarang dapat berpengaruh terhadap tingkat
pelayanan. Hal ini dapat menimbulkan ongkos yang lebih
mahal dalam peungutan sehingga tidak sebanding dengan
pemasukan pajak dan atau retribusi itn sendiri.

c. Meskipun besarnya tarif pajak daerah berdaarkan UU telah
ditetapkan  batas maksimumnya, namun keleluasaan
memerlukan tarif ini dapat menimbulkan perbedaan tarif antara
kabupaten/kota yang satu dengan lainnya. Hal ini menimbulkan
ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan citra buruk
bagi investor/penanam modal ke daerah yang bersangkutan,

d. Perluaan jenis/obyek pajak daerah baru sebagaimana
dianmanatkan UU No. 34 tahun 2000, yang disertai persyaratan
dan kriteria yang cukup ketat (lihat uraian diatas) maka
menjadikan penambahan pemasukan daerah dari sektor ini tidak
mudah. Disamping itu dipengaruhi pula oleh relatif rendahnya
basis pajak dan retribusi yang ada (menurut kondisi daerahnya
masing-masing), _

3.2 Potensi Pajak Daerah Kabupaten Semarang

Jumlah penduduk Kabupaten Semarang (tahun 2001) adalah 838.002
orang ™ dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,38 %. Wilayah
Kabupaten Semarang hampir sebagian besar terdiri dari tanah dataran tingpi
dan sedang seperti dacrah Ambarawa, Ungaran, Bandungan dan Kopeng. Di
sebelah utarah wilayah Kabupaten Semarang terdapat gunung Ungaran.
Kondisi geografis imi mempunyai dampak yang cukup signifikan untuk
pengembangan pariwisata, teruiama di daerah pegunungan yang berhawa
sejuk seperti Bahdungan dan Kopeng. Di samping itu di Kabupaten
Semarang terdapat obyek wisata air yakni telaga Rawa Pening di Kecamatan
Ambarawa.

# Kantor Statistik Kabupaten Semarang, Kabupaten Séfnarcrng Dalam Angha, Tahun 2001, hal, 53
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Sebagai daerah potensi wisata dapat memicu muncuinya kebutuhan
akan tempat penginapan, rumah makan serta perpakiran. Ketiga obyek
tersebut dapat merupakan obyek pemasukan bagi pemerintah daerah
Kabupaten Semarang. Pemasukan yang diharapakan pemerintah daerah
Kabupaten Semarang dari obyek tersebut adalah pajak, serta tingkat
pendidikan. Hal ini dengan peraturan daerah yang ada.

Potensi yang dapat dari pajak daeral di Kabupaten Semarang meliputi
pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak penggalian golongang C,
pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan umum. Pada penulisan
tesis ini sengaja diambil sebagai sasaran penelitian yakni jenis obyek pajak

hotel, pajak restoran atau rumah makan dan pajak parkir.

Pajak Daerah yang menjadi sasaran penelitian ini terletak di 3 (tiga)
lokasi kecamatan yakni kecamatan Ungaran, Ambarawa dan Getasan. Oleh
karena di 3 (tiga) kecamatan tersebut jumlah hotel, rumah makan dan area
perpakiran cukup luas dan banyak. Penulis mengambil beberapa hotel, area
perpakiran dan rumah makan sebagai sampel dalam perhitungan pajaknya.
Namun potensi ketiga jenis pajak daerah tersebut secara keseluruhan akan

ditampilkan berdasarkan format perhitungan yang telah ada.

3.2.1. Potensi Pajak Hotel.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan potensi pajak hotel daerah
di Kabupaten Semarang dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini :

Tabel 2
Jumlah Hotel di Kecamatan Sampel
No. Hotel di Kecamatan Jumtah Hotel
Getasan 73 (46,80 %)
Ambarawa :;; 77 (49,35 %)
Ungaran 6(3,85%)
Jumlah 156 (100 %)

Sumber data : Xabupaten Semarang dalam angka tahun 2002 diolah
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Jumiah Hotal

T Getasan
OAmbarawa
ClUngaran

Nampak bahwa di kecamatan Ambarawa ( 49,35 % jumlah hotel
lebih banyak dibanding dengan kecamatan lainnya. Kecamatan
Getasan nomor dua ( 46,80 % ) dan kecamatan Ungaran relatif lebih
sedikit ( 3,85 % ). Hal demikian disebabkan dua kecamatan yang
pertama dan kedna terdapat obyek wisata sehingga banyak pengunjung

yang memerfukan tempat penginapan.

Tabel 3
Jumlah Kamar Hotel di Kecamatan Sampel
No. Hotel di Kecamatan Jumlah Kamar
. Getasan 593 (2521 %)
2. Ambarawa 1.612 (68,07 %)
Ungaran 159 (6,72 %)
Jumlah 2368 (100 %)

Sumber data : Kabupaten Semarang dalam angka tahun 2002 diolah
Sedangkan klasifikasi jumlah kamar Hotel di wilayah sampel dapat
diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4
Sebaran Klasifikasi Jumlah Kamar Hotel di Kecamatan Sampel

No. Interval Jumlah Kamar Hotel Frekuensi (%)
. < 10 kamar 76 hotel ( 47,80 % )
2. 11 - 20 kamar 47 hotel ( 29,56 %)
21 — 30 kamar 21 hotel (13,20 %)
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4, 31 — 40 kamar

4 hotel ( 2,52 % )

4] — 50 kamar 6 hotel (3,78 %)
6. > 51 kamar 5 hotel (3,14 %)
Jumlah

158 hotel ( 100 % )

Sumber data : Kabupaten Semarang dalam angka tahun 2002
Melihat tabel 7 nampak bahwa rata-rata jumlah kamar di hotel di

kecamatan sampel berkisar antara 10 — 30 kamar { 90,56 % ). Hotel

yang mempunyai 10 kamar mempunyai jumlah yang cukup banyak
yakni 76 hotel ( 47,80 % ) atau hampir separoh dari jumlah hotel yang

ada.
Tabel 5
Potensi Pendapatan Daerah Dari Pajak Hotel Tahun 2002
Perda Mo. 19 Tahun 2002 ( Tarif 10 %)

No. Nama Hotel Lokasi Ketetapan Potensi
Hotel Penerimaan
1. | Amal Gamasi Getasan 45.000 540.000
2. | Kartika Wisata Getasan 90.000 1.080.000
3., |8 Getasan 45.000 540.000
4, | Kenangan Indah Getasan 180.000 2.160.000
5. | Sederhana I Getasan 45,000 540.000
6. | Griya Loka Indah Getasan 348.770 4.185.245
7. | Renata 1.1I Getasan 90.000 | _1.080.000
8. | Catalina Getasan 302.000 3.630.000
9. | Santaira Losmen Getasan 45.000 540.000
10. | Dwiningsari Getasan 45,000 540.000
11, | Mekarsari I, II (etasan 45,000 540.000
12. | Lestari Getasan 45.000 540.000
13. | Mawar Putih Getasan 45.000 540.000
14. | Rewana Getasan 45000  540.000
15. | Shinta Getasan 45.000 .540.000
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45.000

16. | Tasik Getasan 45.000 540.000
17. | Girimas Getasan 45.000 540.000
18. | Belavista Getasan 50.000 1.080.006
19. | Amansari Gétasan 45.000 540.000
20. | Tenangsari Getasan 45.000 540.000
-21. | Perengsari I, II Getasan 45,000 .540.000
22. | Surya Andhika Getasan 45.000 -540.000
23. | Delina Getasan 45.000 540.000
24. | Puspa Indah Getasan 45.000 540.000
25, | Asalia Getasan 45.000 540.000
26. | Tikungsari Getasan 45.000 540.000
27. | Liana Getasan 45.000 540.000
28. | Pondok Wisata Devita Getasan 45.000 540.000
29. | Pondok Wisata Daliah Getasan 45.000 540.000
30. | Pondok Wisata Nusa Indah | Getasan |  45.000 540.000
31. | Pondok Wisata Agung Getasan 45.000 540.000
32. | Pondok Wisata Sabar Getasan 45,000 540.000
33. i Pondok Wisata Rindang - Getasan 45.000 540.000
34. | Pondok Wisata Handayani | Getasan 45000 540,000
35. | Pondok Wisata Nirwattasa Getasan 45.000 540.000
36. | Pondok Wisata Suryapura Getasan 45.000 540.000
37. | Hotel Sekarkinarsih Getasan 45.000 540.000
38. | Penginapan Perengsari Getasan 45.000 540.000
39. | Hotel Tentrem I, i1 Getasan 45.000 540.000
40, | Jakarta-Jakarta Getasan 90.000 1.080.000
41. | Flamboyan Getasan 45.000 540.000
42, | Griya Puspitasari Getasan 45.000 540.000
43. | Bisma Getasan 45.000 540.000
44. | Terate Getasan 45.900 540.000
45. | Santai I, 1 Getasan 45.000 540.000
46. | Cempaka . Getasan 45.000 540.000
47. | Bogenvile Getasan 540.000
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48. | Girisari Getasan 45,000 540.000
49. | Wongsari Getasan 45.000 540.000
50. | Banguntresno Getasan 45.000 540.000
51. | Rahayu Getasan 45.000 540.000
52. | Angsa [f Getasan 45.000 540.000
53. | Santeria I, Il Getasan 45.000 540.000
54. | Giri Mulyo Getasan 45.000 540.000
55. | Pragolo Getasan 45.000 540.000
56. | Parahiyangan Getasan 45.000 540.000
57. | Kalisari Getasan 45.000 540.000
58. | Kasandra Getasan 45.000 540.000
59. | Puncak Getasan 45.000 540.000
60. | Mekar Indah Getasan 45.000 540.000
61. | Singpangtiga Getasan 45.000 540.000
62. | Sartika Getasan 45.000 540.000
63. | Pojoksari Getasan 45.000 540.000
64. | Ayem Tentrem Getasan 45.000 540.000
65. | Pereng Asri Getasan 45.000 540.000
66. | Pereng Mukti Getasan | 45.000 540.000
67. | Arum Dalu Getasan 45.000 540.000
68. | Widodo Getasan 45.000 540.000
69. | Wahyu Utomo Getasan 45,000 540.000
70. | Kopeng Indah Getasan 45.000 540.000
71. | Wana Lestari Getasan 75.000 500.000
72. | Wisma Garuda Getasan 75.000 900.000
73. | Aman Ambarawa 150.000 1.800.060
74. | Sederhana Ambarawa 150.000 1.800.000
75. | Sari Ambarawa [50.000 1.800.000
76. | Baru Ambarawa 150.000 1.800.000
77. | Tentrem Ambarawa 150.000 1.800.000
78. | Bandungan Indah Ambarawa | 6.858.105 82.297.258
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79.
80.
31.
82.
33.
84.
85.
36,
87.

88.
89,
90.
o1,
2.
93,
04,
95.
9.
97.
98,
9.
100
101
102
103
104

| 105

106
107
108
169

Gaya
Kusuma :Madya
Sarimaryn [ndah
RaWapenfing I
Rawapeﬁing i
Rawaperiing I
Sinar
Prahita I

Maya .

Kalinyamat
Anda |
Eniawatig
Riana I '
Pojoksari
Sari Inda:hI
Natalia '
Basuki
New lea Rini
Darmanirmala
Dinar
Tenang
Mekarsaﬁ

Sri Rejeki
Rinosari I
Sukowati
Purmadir?akarya
Pemataﬁim
Lestart
Utomolé
Wonosarfi ]
Lisna I

Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa

Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa

Ambarawa

" Ambarawa

Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa

Ambarawa

| Ambarawa

2.395.800
2.738.348
1.057.377
1.968.226
1.525.060
1.706.390
786.500
302.500
246.755

225.000
435.600
272.250
67.500
292.500
247.500
2.531.250
50.000
300.000
375.000
337.500
292.500
202.500
202.500
150.000
607.500
2.475.000
195.000
315.000
146.250
420.000
150.000

28.749 600
33.460.178
12.688 520
23.762.706
18.300.718
20.476.685
9.438.000
3.630.000
2.961.064

2.700.000
5227.200
3.267.000
810.000
3.510.000
2.970.000
30.375.000
3.412.200
1,080,000
3.600.000
4.050.000
3.510.000
2.430.000
2.430.000
1.800.000
7.290.000
29.700.000
2,340,000
3.780.000
1.755.000
5.040.000
1.800.000
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110
111
112
113
114
115
116
117
118

119

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

130

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

Girimulyo
Srikandi

Tribuana [
Tribuana II
Tribuana Il
Novita

Wina Wisata In
Mawar Sari
Nugrcho Wisata In

Kayangan
Santoso
PJKA Bandungan
Catur Tunggal
Pata

Mouktia Sari
Kediri
Mustika

Hotel Sekarkinasih
Citra Dewi
Tri Sukamaju
Dwi Putra
Kendalisodo
Tiga Dara
Sari Indah II
Utomo 11
Puspasari
Sinta
Parahita [T
Anggun
Sukosari
Larasati

Ambarawa
Ainbarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa

Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa

‘Ambarawa

Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa

1.147.500
810.000
390.000
570.000
101.250

1.462.500
213.750

8.550.000
101.250

45.000
2.812.500
247.500
108.900
247.500
1.080.000
225000
907.500
72.600
180.000
112.500
70.000
45.000
337.500
180.000
102.850
270.000
195,000
45.000
135.000
135.000
270.000

13.770.000
9.720.000
4.680.000
6.840.000
1215.000

17,550,000
2.565.000

102.600.000

1.215.000

540.000
33.750.000
- 2.970.000
1.306.800
2.970.000
12.960.000
2.700.000
2.700.000
871.000
2.160.000
1.350.000
810.000
540.000
4.050.000
2.160.000
1.234.200
3.240.000
2.340.000
540.000
1.620.000
1.620.000
3.240.000
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141 | Rino Sari II Ambarawa | 146250 1.755.000
142 | Riana II Ambarawa | 285.000 | 3.420.000
143 | Riana III Ambarawa 360.000 4.320.006
144 | Riana Baru Ambarawa 675.000 8.100.000
145 | Ramayana Ambarawa 360.000 4.320.000
146 | Asri Ambarawa 75.000 900.000
147 | Amanda Ambarawa | 7.650.600 | 91.800.000
148 | Melati Ambarawa 75.000 900.000
149 | Rahayu Ambarawa 75.000 900.000
150 | Argo Putra Ungaran 270.000 | 3.240.000
151 | Prasaja | Ungaran 270.000 3.240.000
152 | Prasaja Il Ungaran ¢  146.000 1.755.000
153 | Puri Indrakila Ungaran 285.000 3.420.000
154 | Serba Dua Ungaran 101.000 1.234.500
155 | Ungaran Cantik Ungaran | 1.525.000 | 18.300.718
156 | Rahayu Ungaran 146.000 1.755.000
Jumlah 815.373.291

Sumber Data : Laporan Potensi Pajak Hotel Dipenda, Kab. Semarang 2002-

Dengan demikian potensi penerimaan pajak daerah dari hotel

yang telah terdaftar Sebanyak 158 hotel dapat memberikan kontribusi

pada kas daerah kabupaten Semarang kurang lebih sebesar

Rp. 815.373.291,- per tahun.

Jumlah penerimaan sebesar itupun belum maksimal mengingat

masih terdapat beberapa hotel berdasarkan penelitian yang ada

ternyata belum didaftar sebagi wajib pajak. Hal ini wajar mengingat

data yang ada terjadi pada tahun 2002, sedangkan penelitian

dilakukan pada tahun 2004. Dalam kurun waktu itu nampaknya

terdapat pemodal yang membangun hotel/penginapan. Sedangkan

78



pajak baru akan dipungut apabila kegiatan hotel tersebut telah
dimulai. Kegiatan hotel tersebut baru dimulai pada pertengahan tahun

2004. Oleh karena itu peneliti menyajikan data hotel yang belum
terdaftar tersebut berikut perhitungannya.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dari sampel 60 hotel yang

diambil di 3 (tiga) kecamatan terdapat 3 (tiga) hotel yang ternyata

belumn terdaftar sebagai wajib pajak ataupun termasuk dalam daftar

potensi hotel wajib di atas. Meskipun hotel-hotel tersebut telah

beroperasi. Untuk lebih jelasnya sebagaimana terlihat pada tabel di

bawah ini .
Tabel 6
Hotel Yang Belum Terdaftar
Pada Tabel 8 Wajib Pajak Hotel
No. Nama Hotel Jumlah Kamar
Nakula Sadewa 27 (40,30 %)
Arjuna 25(3732%)
Yonanda 15.(22,38 %)
Jumlah 67 (100 %)

Sumber data : Data Primer diolah
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Tabel 7
Sebaran Jenis dan Jumlah Kamar
Pada Hotel Yang Belum Terdaftar

No. Jenis Hotel Jenis Kamar Jumiah

VIP Ekonomi

Nakula Sadewa 7 20 27

2. | Arjuna 5 20 25
3. | Yonanda - 15 15
Jum@ah 12 55 67

Sumber data : Data primer diolah

Tabel 8
Tarif Hotel Yang Belum Terdaftar Sebagai Wajib Pajak

No. Besarnya Tarif .I Frekuensi
1. | <Rp.10.000,- -
2, Rp. 11.000,- - Rp. 20.000,- 55 kamar ( 82,08 %)
3. Rp. 21.000,- - Rp. 30.000,- -
4, Rp. 31.000,- - Rp. 40.000,- -
5. > Rp. 41.000,- 12 kamar ( 17,92 % )
~ Jumiah 67 kamar ( 100 %)

-Sumber data : Data Primer diolah
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Berdasarkan data-data tersebut di atas maka dihitung potensi hotel
yang belum terdaftar sebagai berikut :

a.) |Hotel Nakula Sadewa

Tarif Rata-rata
= (20 kamar ekonomi x Rp.20.000.~) + (7 kamar VIP X Rp.50.000.-)
i 27

= Rp, 400.000.- + Rp. 350.000,-

- 27

= Rp. 27.800,-

’Poténsi Pajak :

=27 kamar x Rp. 27.800,- x 365 hari x 10 %
"= Rp. 27.396.900,-

Belum terdaftarnya hotel tersebut sampai beberapa bulan dapat
disebabkan karena faktor tingkat kesadaran pemilik hotel untuk
mendaftarkan hotelnya di Dipenda. Faktor kesadaran pemilik hotel
tersebut barangkali dapat dipengaruhi oleh faktor pendidikan pemilik
hotel . Hal ini berkaitan dengan tingkat péndidikan para pemilik hotel
tersebut yang semuanya berpendidikan sampai tamat SD (Sekolah
Dasar) (lihat tabel 13 di bawah).

Tabel 9
Tingkat Pendidikan Pemilik Hotel Yang Belum Terdaftar.
No. " Jenis Pendidikan : Frekuensi { % )
1. | S/dSD 3 (100%)
2. | SLTP -
3. |SLTA - ' -
4, PT -
Jumlah - 3(100%)

Sumber data : Data Primer diolah
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Dengan demikian potensi pajak hotel yang terdaftar ditambah
dengan hotel yang belum terdafiar menjadi Rp. 815.373.291- + Rp.
1.075.000,- + Rp. 23.725.000,- + Rp. 27.396.900,- = Rp. 867.120.191 - :

3.2.2 Potensi Pajak Restoran atati Runiah Makan.

Mengenai potensi restoran atau rumah makan dibawah ini
ditampilkan pada tabel 10 daftar rumah makan atau restoran yang
terdapat di 3 (tiga) kecamatan sampel. Dalam tabel tersebut berisikan
daftar restoran berikut lokasinya dan daftar ketetatapan pajak serta
potensi penerimaan pajak per tahunnoya.

Tabel 10
Potensi Pajak Restoran atau Rumah Makan di Wilayah Sampel
Perda No. 17 Tahun 2002 ( Tarif 10 %)

No. Nama Rumah Makan / Lokasi | Ketetapan | Potensi
Restoran : ' . Penerimaan
1. | WM Dwining Sari ‘ Getasan 45.000 540.000
2. | WM Mbok Wiro Getasan 90.000 |  1.080.000
3. | WM Sani Roso | Getasan 45.000 540.000
4. | WM Tunggak Semi Getasan 180.000 |  2.160.000
5. | RM Parahiyangan Getasan 45.000 540.000
6. | WM Tanjakan Getasan | 348770 |  4.185.245
7. | Tbu Tatik Tengaran 90.000 |  1.080.000
8. | Ibu Maryam Tengaran | 305 000 | 3.630.000
9. | Tbu Tumini | Tengaran | 45000 |  540.000
10. | Pramono | Tengaran 45.000 540.000
11 | Ibu Yamini Tengaran 45.000 540.000
12 | Ahmadi/ RM Sendang Tengaran | 45000  540.000
13 | Tbu Windari Tengaran 45.000 540.000
14 | RM Armina Tengaran 45.000 540.000
15 | RM Sate Kambing Muda Tuntang 45.000 540.000
16 | RM Rawa Permai Tuntang 45.000 540.000
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17
18
19
20
21

22

23
24
25
26
27
28
29
30
31

- 32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

RM Sederl}ana Swalayan
RM Mathuk
Pemancingan Kalisemak
RM Sate Bu Sugeng
WM Abdurahman

RM Kolektif Banyubiru
RM Rahayu

RM Kopi Eva

PS Suroboyo

RM AA

| RM Bukit Kapau

RM Naryo

RM & Pemancingan Baru
Pemancingan Taruna |
Restoran H New Rina Rini
RM Shinto

RM Slamet

RM Indramulya

RM Matahari
Pemancingan Dian Tirta
Pemancingan Baruna
Pemancingan Kencana
RM Bintangan

RM Rahayu

Pemancingan Kendalisodo.
Pemancingan Hawaii
Pemancingan Subarno
Pemancingan Joko Tarub
Pemancingan Pendowo

Pemancingan Ngudi Mulyo 01

Pemiancingan Ngudi Mulyo 06

Pemancingan Kalilo

Tuntang
Tuntang
Banyubiru
Banyubiru
Banyubiru
Banyubiru
Jambu
Jambu
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Ambarawa
Bawen
Bawen
Bawen
Bawen
Bawen
Bawen
Bawen
Bawen
Bawen

Bawen

45.000
50.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
90.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000

540.000
1.080.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
/540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
1.080.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
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49
50
51
52

53

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
63
66
67
68
69
70
71
7
73
74
75
76
77
78
79

Pemancingan Ngudi Mulyo 10
Pemancingan Sumber Rejeki
Pemancingan Banyu Biru
Pemancingan Banyu Biru 01
Pemancingan Sumber Agung
Pemaﬁcingan Tirtomina
Pemancingan Ngudi Mulyo 09
Pemancingan Pondok Kopen
WM Madyo Roso

RM Ayam Bakar Mono

RM Soto Galeh

WM Soto Ayam Kudus
Warung Podo Moro

RM Lembah Hijau

Tirto Agro Siwarak
Pemancingan Candirejo

RM Nglaras Roso

RM Gado-gado Abdiel

RM Soto Pak Keri

| RM Sate Pak Kempleng

RM Roso Nyoto

RM Yobana Kapau

RM Ancka Sari

RM Padang Simpang Raya
RM Sate Pak Kempleng
RM Sate Pak Kempleng
RM Timlo Solo‘

RM Sari Roso

RM Pringgading Asri
WM Nasi Rames

RM Suharti

Bawen
- Bawen
Bawen
Bawen
Bawen
Bawen
Bawen
Bawen
Bergas
Bergas
Bergas
Bergas
Bergas
Bergas
Ungaran
Ungaran
Ungaran
Ungaran
Ungaran
Ungaran
Ungaran
Ungaran
Ungaran
Ungaran
Ungaran
Ungaran
Ungaran
Ungaran
Ungaran
Un gafan

Ungaran

45.000
45.000
45.000
45.000
45.000

45.000.

45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
90.000
45.000
75.000
75.000

150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
6.858.105
2.395.800

540.0Q0
540,000
540.000
540.000
540.000
540,000
540.000

540.000 |.

540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
540.000
1.080.000
540.000
900.000
900.0C0
1.800.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
82.297.258
28.749.600
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80 | Pemancingan Toyo Jawi Ungaran -2.738.348 33.460.178
81 | RM Sate Pak Mitro Ungaran | 1.057.377 | 12.688.520
82 | RM Santai Ria Ungaran 1.908.226 | 23.762.706
83 | RM Takano Juo Ungaran | 1.525.060 | 18.300.718
84 | RM Nyoto Roso Ungaran 1.706.390 | 20.476.685
85 | RM Srikandi Ungaran 786.500 9.438.000
86 | RM Moro Seneng Ungaran 302.500 | 3.630.000
87 | RM Puri Laut Ungaran 246.755 2.961.064
88 | Pemancingan Suryo Alam Ungaran 225.000 2.700.000
89 | RM Saung Kuring Ungaran 435.600 5.227.200
90 | RM Sate Pak Mitro Mijen Ungaran 272.250 3.267.000
91 | RM Sate Pak Mitro Langensari Ungaran 67.500 810.000
92 | RM Tanah Indah Sari Ungaran 292.500 3.510.000

Jumiah 221.335.050

Sumber Data : Kantor Dipenda Kabupaten Semarang, tahun 2002

Pada tabel 10 di atas merupakan gabungan beberapa

restoran atau rumah makan terdapat di beberépa daerah
kecamatan di Kabupaten Semarang yang terkena pajak daerah.
Tabel tersebut mendaftar restoran atan rumah makan yang
terdapat di Kecamatan Getasan, Bawen, Bergas,? Banyubiru,
Jambu, Tuntang, Aﬁlbarawa, Tengaran dan Ungafan. Dengan
demikian melipufi hampir semua wilayah di Kabupaten
Semarang, Jurrﬁah potensi penerimaan dari pajak restoran atau
rumah makan di beberapa kecamatan tersebut sebesar
Rp. 221.335.050,- |

Sedangkan untuk wilayah sampel di 3 (tiga) kecamatan
yakni  Getasan, Ungaran dan  Ambarawa  apabila
diperbandingkan dengan keseluruhan jumlah rumah makan atau

restoran yang ada wilayah di Kabupaten Semarang ini dapat
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diprosentasikan sekitar 72,98 %. Dengan demikian ju

restoran atau rumah makan yang ada di tiga wilayah sal

miah

mple

hamper mendominasi separuh jumlah restoran atau rumah

makan yang ada. Berikut ini diketengahkan tabel mengenai

jumlah restoran atau rumah makan yang terdapat di 3 J tiga)

lokasi sampel :
Tabel 11
Jumlah Rumah Makan/Restoran Sampel Menurut Lokasi
No. Lokasi Rumah Makan Frekuensi { %)
1. | Ungaran 29(59,18%)
2. | Getasan 6(12,24 %)
3. | Ambarawa 14 (28,58 %)
Jumlah 49 (100 %)
Sumber data : Data Primer diolah
Jumlah Restoran / Rurmah Makan
= Ungaran
0O Getasan
O Ambarawa

Sedangkan sebaran potensi menurut perkecamatan sampel

dapat diuraikan sebagai berikut :
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Tabel 12
Potensi Pajak Daerah
Rumah Makan/Restoran Sampel Menurut Lokasi

No. Lokasi Rurnah Makan Potensi Penerimaan
1. | Ungaran Rp. 136.293.604-
2. | Getasan Rp. 3.787.840,-
3. | Ambarawa Rp. 21.481.206,-

Jumlah Rp. 161.562.650 ~

Sumber data : Data Primer diolah

Apabila di prosentasikan dari potensi penerimaan secara
keseluruhan maka ketiga wiIéyah sampel tersebut memberikan
kontribusi pemasukan pajak rumah makan atau restoran ke kas
daerah sekitar 72,98 % ( Rp. 221.335.050,- Rp. 161.562.650,- x
100 %)

Apabila dirinci pemasukan pada tiap-tiap kecamatan di
wilayah Kabupaten Semarang potensi penerimaan pajak daerah

dari restoran atau rumah makan ini sebagaimana terlihat pada
tabel beriktu ini : |

87




Tabel 13
Potensi Pajak Daerah
Rumah Makan/Restoran Menurut Lokasi

A3

No. | Lokasi Rumah Makan | Potensi Penerimaan | Prosentase
1. | Ungaran Rp. 136.293.604. - 51,57 %
‘2. | Getasan Rp. 3.787.840,- 2,51 %
3. | Ambarawa Rp. 21.481.206,- 9,72 %
4. | Bawen Rp. 6.657.840.- 4,54 %
5. | Bergas Rp. 18295140 - 7,66 %
6. | Jambu Rp. 5.870.640,- 3,65 %
7. | Banyubiru Rp. 2.313.240,- 1,05 %
8. | Tengaran Rp. 9.164.800,- 5,34 %
9. | Tuntang Rp. 18.586.400,- 8,06 %
Jumlah Rp. 221.335.050,- 100 %

Sumber data : Data Primer diolah

Pada tabel di atas terlihat bahwa potensi penerimaan
yang memberikan sumbangan pemasukan ke kas daerah
Kabupaten Semarang yang terbesar diberikan oleh wilayah
Ungaran, berikutnya Ambarawa, Tuntang, Bergas, Tengaran

Bawen, Jambu, Getasan dan yang terakhir Banyubiru.

3.2.3. Potensi Pajak Parkir

Potensi pajak parkir sebenarnya belum diperhitungkan oleh Pemda
Kabupaten Semarang. Hal ini berkaitan dengan legislasi pajak parkir itu
sendiri, Parkir berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2002 baru dimasukkan
pajak daerah. Sebelumnya Berdasarkan Perda No. 13 Tahun 1998 yang
telah dirubah oleh Perda’ No. 13 Tahun 2002 dimana parkir masih
merupakan retribusi Daeral. Dengan demikian pengelolaannyapun belum
maksimal. Dibawah ini ditampilkan pada tabel 17 dan tabel 18 tentang
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luas perparkiran ditiga Kecamatan sampel pada jam-jam sibuk dan pada

jam-jam sepi.

Luas Perparkiran di Kecamatan sampel dan Jam-jam Sibuk

Tabel 14

: Luas Parkir Kapasitas
No | Wilayah Samipel
Pertokoan | Pasar Restoran | Mobil Sepeda
motor
1. 1500 m?2
Unggaran 1400 mZ | 400 m2
) ~-10-15 410 1300
Jam Padat Parkir | 17 - 20 06 -10
-19-21
2. | Ambarawa’ 1200m2 | 450 m2 | 850 m2
L - . 330 1100
Jam Padat Parkir | 17 - 21 06-12 | 17-21
3. | Getasan 125 m2 600 m2 ; 125m?2
, , 140 420
Jam Padat Parkir { 17 - 20 06-11 | 17-20
Jumlah 880 2820

Sumber data : Data primer diolah

Tabel 15

Luas Perparkiran Di Wilayah Sampel dan Jam-Jam Sepi
Luas Parkir Kapasitas
No | Wilayah Sampel | [ Sepeda
Pertokoan | Pasar Restoran | Mobil
) maotor
.| U 1400 m2 {400 m2 | 1500 m2
1 nggaran m I %0 200
Jam Sepi Parkir 10-16 11-14 {15-19
2. | Ambarawa 1200 m2 450 m2 | 850 m2 85 150
Jam Sepi Parkir 10-13 17-21 [ 10-15
3. | Getasan 125m2 - | 600 m2 ; 125m2
' 95 70
Jam Sepi Parkir 10-12 17-20 §10-13
Jumlah 270 420

Sumber data : Data primer diolah
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Perbandingan luas area parkir dan jumlah kapasitas parkir pada jam-jam sepi

maupun jam-jam sibuk dapat digambarkan sebagai berikut :

Area Parkir

Jumiah

150
100

o8&

=
g OPertokoan
_:’J mPasar
ORestoran
Ungaran Ambaraw a Getasan
Mabil Sepeda motor

TEEEE:

Ungaran Ambarawa Getasan

OJam sepi MJam stbuk

Jumiah

Ambarawa

O.Jam sepi BlJam sibuk

Getasan

Berdasarkan data-data umum tersebut diatas, luas perparkiran

dapat dirinci berdasarkan pengamatan/observasi lapangan pada sampel

lokasi dapat diperkirakan secara kasar luas area parkir dibeberapa tempat

atau lokasi sampel. Untuk lebih jelasnya sebagaimana diketengahkan pada

tabel 19 dibawal ini :
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Tabel 16

Rincian Luas Parkir di Lokasi sampel

No | Lokasi Sampel Rincian Luas Area Parkir | Keterangan
1. | Unggaran :
a.— Toserba 200 m2 Ramai/Sepi
- Toko 100 m2 Ramai/Sepi
- Toko 100 m2 Ramai/Sepi
- Toko 150 m2 Ramai/Sepi
- Toko 100 m2 Ramai/Sepi
- Toko 150 m2 Ramai/Sepi
- Toko 50 m2 Ramai/Sepi
- Toko 150 m2 Ramai/Sepi
- Toko 100 m2 Ramai/Sepi
- Toko 50 m2 Ramai/Sepi
- Toko 100 m2 Ramai/Sepi
- Toko 50 m2 Ramai/Sepi
- Toko 150 m2 Ramai/Sepi
- Toko 50 m2 Ramai/Sepi
Jumlah area parkir pertokoan 1400 m2
b. Pasar 400 m2 Ramai
¢. Restoran/RM
- RM. Suharti 250 m2 Ramai/Sepi
- Rm. Soto Pak Keri 150 m2 Ramai/Sepi
- Rm. Sari Roso 100 m2 Ramai/Sepi
- Rm. Timlo Solo 200 m2 Ramai/Sepi
- Rm. Srikandi 150 m2 Ramai/Sepi
- Rm. Aneka Sari 50 m2 Ramai/Sepi
- Rm. Yobana Kapau 150 m2 Ramai/Sepi
- Rm. Padang Simpang Raya | 100 m2 Ramai/Sepi
- R, Santai Ria 100 m2 Ramai/Sepi
- Rm. Nyoto Roso 50 m2 Ramai/Sepi
Jumlah area parkir
Restoran/Wm./ Rm. 1500 m2
2. | Ambarawa :
a.— Toserba 200 m2 Ramai/Sepi
- Toko 50 m2 Ramai/Sepi
- Toko 100 m2 Ramai/Sepi
- Toko 100 m2 Ramai/Sepi
- Toko 50 m2 Ramai/Sepi
- Toko 160 m2 Ramai/Sepi
- Toko 100 m2 Ramai/Sepi
- Toko 50 m2 Ramai/Sepi
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- Toko 100 m2 ' Rainai/Sepi

- Toko 50 m2 Ramai/Sepi
- Toko 150 m2 Ramai/Sepi
- Toko 150 m2 Ramai/Sepi
- Toko 50m2 . | Ramai/Sepi
Jumlah area parkir Pertokoan 1200 m2 :
b. Pasar 450 m2 Ramai
¢. Restoran/RM.WM
- Rm. Pemancingan Diaa| 100 m2 Ramai/Sepi
Tirta 100 m2 Ramai/Sepi
- Rm. AA 150 m2 Ramai/Sepi
- Rm. Bukit Kapau 150 m2 . Ramai/Sepi
- Rm. H New Rina Rini 100 m2 Ramai/Sept
- Rm. Naryo 150 m2 Ramai/Sepi
- Rm. Pemancingan Barat 50 m2 Ramai/Sepi
Rm. Shinto |

Iumlah area parkir Rm/Wm 800 m2

3. | Getasan :

a. - Toko 50 m2 Ramai/Sepi
- Toko 50 m2 Ramai/Sepi
- Toko 25 m2 Ramai/Sepi
Jumlah area parkir pertokoan 125 m2 ‘

b. Pasar 600 m2 Ramai

¢. Restoran/RM/WM

- Wm. Dwining Sari 25 m2 Ramai/Sepi
- Wm. Mbok Roso 25 m2 Ramai/Sepi
- Wm. Sani Roso 50 m2 Ramai/Sepi
- Wm. Tunggak semi 25 m2 Ramai/Sepi

Jumlah area parkir Rm/Wm 125 m2

Sumber data : Data primer diolah

Meskipun terdapat jam-jam ‘ramai dan jam-jam sepi, namun
berdasarkan observasi dilakukan secara sengaja pada jam-jam ramai dan
pada jam-jam sepi ternyata selisih pengunjung tidak terlalu menyolok,
kecuali di pasar. Di pasar pada pagi hari pengunjungnya lebih banyak
sedangkan pada sore hari sepi. Sedangkan pertokoan dan rumah makan lebih
banyak pada sore hari, untuk wilayah Unggaran pagi hari terdapat jam-jam
ramai. Observasi dilakukan pada jani—jam ramai dan jam-jam sepi secara
bergantian. Berdasarkan data luas area parer dan observasi tingkat hunian

dibuat potensi pajak parkir.
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Perhitungan potensi pajak parkir di 3 Kecamatan, - berdasarkan
pengamatan di lapangan bahwa ukuran area parkir dapat diklasifikasikan
antara 600 m2,.450 m2 dan 400 m2 (untuk pasar) dan 150.m2, 100 m2 dan
50 m2 untuk area parkir pertokoan dan restoran atau rumah makan,
Klasifikasi luas area ini hampir sama di 3 (tiga) wilayah sampel. Diakui
bahwa perhitungan luas area parkir ini berdasarkan taksiran (bukan diukur

secara pasti) yakni melalui pengamatan lapangan (Observasi). Dari hasil

pengamatan dan perhitungan ternyata terdapat area yang hampir sama
sehingga penulis melakukan penghitungan berdasarkan klasifikasi area.
Berdasarkan pengamatan (observasi) tingkat hunian dalam waktu 1 (satu)
jam ternyata bahwa pada jam-jam ramai dan jam-jam sepi pada beberapa
sampel area parkir pertokoan, parkir restoran atau rumah makan dan parkir di
pasar memang terjadi peningkatan parkir. Oleh sebab itu penulis dalam
menghitung menaksir pengamatan 1 (jam) di lapangan pada jam-jam sepi
dan pada jam-jam ramai dijumlahkan lalu diambil rata-ratanya. Rata-rata ini
yang merupakan data hasil observasi hunian kendaraan di area sampel parkir
pada jam-jam sibuk dan jam-jam sepi. _

Perhitungan ‘berdasarkan klasifikasi area parkir di pertokoan, restoran
atau rumah makan dan pasar di Kecamatan Unggaran, Kecamatan
Ambarawa dan Kecamatan Getasan.

Pertokoan dan Restoran atau rumah makan
a. Luas Parkir Pertokoan atau Restoran : 25 m®
Area parkir Mobil 110 m
Area parkir Sepeda motor  : 15m
Tingkat hunian berdasarkan observasi {Selama 1 jam sibuk & sepi) Mobil
= 2 buah, Sepeda motor =5 buah.
Area dibuka ; 6 jam (jam 08.00 ~ 14.00 ramai dan 17.00 — 20.00 sepi)

Kapasitas maksimum parkir Mobil per 5m : 1 Mobil= 10 m : 5 =2 Mobil
Kapasitas parkir maksimum Sepeda motor per 1 m : 1 Kapasitas =15 : 1

=15 Sepeda motor
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Perhitungan :

: Jumlah Mobil/Sepeda motor ‘
1. Tingkat Hunjan = : x 100 %
Kapasitas maksimal ‘
2
Mobﬂ = e x 100% =100 %
' 2
5
Sepeda motor = e x 100% = 33,33 %
15
Harian observasi
- 2. Frekuensi Hunian = x lama buka
5
_ 2
Mobil = e =24
5
5
Sepeda motor = <3 =15
1

3. Jumlah Kendaraan Parkir = Tingkat Hunian X Kapasitas Maksimal X

Frekuensi

Mobil =100%x2x24 =4.8
Sepeda motor =33,33% x15x15 =7499

4. Potensi Pajak Parkir Per Tahun = Jumlah Kendaraan Parkir X Tarif X
335 Hari X 10%

Mobil =48 x Rp.1.000,- x 335 hari x 10% = Rp. 67.000,-

Sepeda motor = 74,99 x Rp.500,- x 335 hari x 10% = Rp.
1.256.082,-
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b. Luas Parkir Pertokoan : 200 m?
Area parkir Mobil :100m
Area parker Sepéda motor : 100 m ‘
Tingkat hunian berdasarkan observasi (selama 1 jam sibuk & sepi) Mobil
=4 buah, Sepeda motor = 6 bual '
Area dibuka : 6 jam (jam 08.00 — 14.00 ramai dan 17.00 — 20,00 sepi)
Kapasitas maksimum parkir Mobil per 5 m : 1 Mobil = 100 m ; 5 = 20
Mobil

Kapasitas parkir maksimum Sepeda motor per 1 m : 1 Kapasitas =100 m :
1 =100 Sepeda motor

Perhitungan ;

Jumlah Mobil/Sepeda notor
I. Tingkat Hunian = x 100%

Kapasitas maksimal

4
Mobil — rmmrarn e ————— x 100 % = 20%
20
6
Sepeda motor : - x 100% =6 %
‘ 100
Harian observasi ‘
2. Frekuensi Hunian : : x lama buka
5
4
Mobil = e x 6= 4.8
5
6
Sepeda motor = e X 6 =36
1

3. Jumiah Kendaraan Parkir =Tingkat Hunian X Kapasitas Maksimal X
Frekuensi -
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Mobil =20% x 20 x 4,8 =19,2
Sepeda motor = 6% x 100 x 36 =216

4. Potensi Pajak Parkir Per Tahun = Jumlah Kendaraan Parkir X Tarif X
335 Hari X 10%

Mobil = 19,2 x Rp.1.000,- x 335 hari x 10 %= Rp. 643.200,-
Sepeda motor =216 x Rp. 500,- x 335 hari x 10%=Rp.  3.618.000,-

¢. Luas Parkir Pertokoan : 250 m*
Area parkir Mobil 1125 m
Area parker Sepeda motor  :125m

Tingkat hunian berdasarkan observasi (selama 1 jam sibuk & sepi) Mobil
= 4 buah, Kapasitas = 7 buah

Area dibuka ; 6 jam (jam 08.00 — 14.00 ramai dan 17.00 — 20.00 sepi)

Kapasitas maksimum parkir Mobil per 5m : 1 Mobil =125 m : 5 =25
Mobil

Kapasitas parkir Sepeda motor maksimum per 1 m : T Kapasitas =125 : 1
=125 Sepeda motor

Perhifungan :

- Jumlah Mobil/Sepeda motor

1. Tingkat hunian = _ x 100 %
Kapasitas maksimal ‘
4 “
: 25
7
Sepede MOtOr : . X 100% = 32,33 %
) 125
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Harian Observasi

2. Frekuensi Hunian : x lama buka
5
"4
Mobﬂ BT e X 6 = 4,8
5
7
Sepeda motor = "~ x 6 = 47
1

3. Jumlah Kendaraan Parkir = Tingkat Hunian X Kapasitas Maksimal X

Frekuensi

Mobil =16%x25x4,8 =196
Sepeda motor =32,33 % x 125 x42 =40,42
4. Potensi Pajak Parkir per tahun = Jumlah kendaraan parkir x tarif
335harix 10 %

Mobil = 19,6 x Rp. 1000,- % 335 hari x 10 % = Rp. 666.000,-
Sepeda motor = 40,42 x Rp. 500,- x 335 hari x 10% = Rp. 677.045,-

d. Luas Parkir Pertokoan : 150 m?
Area parkir Mobil :75m
Area parkir Sepedamotor :75m _
Tingkat hunian berdasarkan observasi (selama 1 jam sibuk & sepi) Mobil
= 2 buah, Sepeda motor =4 buah,
Area dibuka : 6 jam (jam 08.00 ~ 14.00 ramai dan 17.00 ~ 20.00 sepi)
Kapasitas maksimum parkir Mobil per S m : 1 Mobil =75 m : 5 = 15 Mobil
Kapasitas parkir Sepeda motor maksimum per'1 m : 1 Kapasitas=75m :

1 =175 Sepeda motor.
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Perhitungan :

J umlah Mobil/Sepeda motor
I. Tingkat hunian : x 100%

Kapasitas maksimal

2

Mobil e X 100% = 13,33%
15

4
Sepedamotor : —_ x100%=3533%
5 .

Harian observasi
2. Frekuensi Hunian : x lama buka

5

Mobil e % 6= 2,4

4
Sepeda motor : x6=24 .
S

3. Jumlah Kendaraan Parkir = Tingkat Hunian X Kapasitas Maksimal X
Frekuensi

Mobil =13,33%x 15x24 -4,79
Sepeda motor = 5,53 % x 75 x 24 = 99,54

4. Potensi Pajak Parkir Per Tahun = Jumlah Kendaraan Parkir X Tarif X
335 Hari X 10%

Mobil = 4,79 x Rp. 1.000,- x 335 hari x 10% = Rp. 160.465 -
Sepeda motor = 99,54 x Rp. 500,- x 335 hari x 10% = Rp.

1.667.295.-

e. Luas Parkir Pertokoan : 106 m*

Area parkir Mobil :50m
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Area parkir Sepeda motor ;50 m

Tingkat limian berdasarkah observasi (selama 1 jam sibuk & sepi) Mobil
= 2 buah, Sepeda motor = 4 buah.

Area dibuka : 6 jam (08.00 -- 14.00 ramai dan 17.00 - 20.00 sepi)

Kapasitas maksimum parkir per 5 m : 1 Mobil=50m : 5 =10 Mobil -
Kapasitas parkir Sepeda motor maksimum per I m : 1 Kapasitas = 50 m :
1= 50 Sepeda motor

Perhitungan ;

Jumlah Mobil/Sepeda motor

1. Tingkat hunian : . x 100%
Kapasitas maksimal
-2
Mobil C e X 100% = 40%
: 5
4
Sepeda motor : — x 100% = 8%
50
Harian observasi .
2. Frekuensi Hynian : x lama buka
5
2
MObll I —— x 6 = 2’4
S .
4
Sepeda Inotor : DT TT T PR PPRN x 6 = 24
1

3. Jumlah Kendaraan Parkir = Tingkat Hunian X Kapasitas Maksimal X
Frekuensi
Mobil =40 % x 10x2,4=9,6
Sepeda motor=8 % x 50 x 24 =96
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f.

4. Potensi Pajak Parkir Per Tahun = Jumlah Kendaraan Parkir X Tarif X

335 Hari X 10%

Mobil = 9,6 x Rp. 1600,- x 335 hari x 10% = Rp. 321.600,-

Sepeda motor = 96 x Rp. 500 x 335 hari x 10% = Rp. 1.608.000,-

Luas Parkir Area : 50 m*
Area parkir Mobil 125 m
Area parkir Sepeda motor ;25 m

Tingkat hunian berdasarkan observasi (selama 1 jam sibuk & sepi) Mobil

= 2 buah, Sepeda motor = 4 buah.

Area dibuka : 6 jam (jam 08.00 — 14.00 ramai dan 17.00 — 20.00 sepi)
Kapasitas maksimum parkir Mobil per 5 m : 1 Mobil =25 m : 5 =5 Mobil

Kapasitas parkir Sepeda motor maksimum per 1 m : 1 Kapasitas =25m : )

1 =25 Sepeda motor

Perhitungan :

Jumlah Mobil/Kapasitas
1. Tingkat hunian ; x 100%
Kapasitas inaksimal
2
5
4
25
Harian observasi
2. Frekuensi Hunian : : x lama buka
5
2
Mobit . e e X6 = 2’4
5
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4
Sepedamotor = - x 6 = 24

1
3. Ju;nlah Kendaraan Parkir = Tingkat Hunian X Kapasitas Maksimal X
Frekuensi
Mobil =40%x5x24=438
- Sepeda motor = 16% x 25 x24 =96

4. Potensi Pajak Parkir Per Tahun = Jumlah Kendaraan Parkir X Tarif X
335 Hari X 10%

Mobil = 4,8 x Rp.1000,- x 335 hari x 10% -= Rp. 160.800,-
Sepeda motor = 96 x Rp.500,- x 335 hari x 10% = Rp. 1.608.000,-

g. Luas Parkir Pertokoan : 25 m®
Area parkir Kapasitas :25m
Tingkat hunian berdasarkan observasi (selama 1 jam sibuk & sepi)

Kapasitas 4 =buah
Area dibuka : 6 jam ( jam 08.00 — 14.00 ramai dan 17.00 — 20.00 sepi)

Kapasitas parkir Sepeda motor maksimum per 1 m : 1 Kapasitas =25 m :
1 =25 Sepeda motor |

Perhitungan :

Jumlah Sepeda motor
1. Tingkat Hunian : x 100 %

Kapasiias maksimal

4
Sepedamotor ;| ... X100%=16%
25
- Harian observasi ~
2. Frekuensi Hunian : x lama buka
5
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Sepeda motor =

3. Jumlah Kendaraan Parkir = Tingkat Hunian X Kapasitas Maksimal X

Frekuensi
Sepeda motor =16 % x 25 x 24 =96

4. Potensi Pajak Parkir Per Tahun = Jumléh Kendaraan Parkir X Tarif X
<335 Hari X 10%
Sepeda motor =96 x Rp. 500,- x 335 hari x 10% = Rp. 1.608.000,-

a. Pasar Ungaran :

Luas parkir pasar ; 400 m2
Area parkir Mobil ;: 260 m
Area parkir Sepeda motor : 200 m
Tingkat hunian berdasarkan observasi (selama 1 jam sibuk & sepi)
Mobil = 10 buah, Sepeda motor =30 buah
Area dibuka : 6 jam ( jam 08.00 — 15.00 ramat)

Kapasitas maksimum parkir Mobil per 5 M : IMobil = 200 m : 5 = 40
Mobil
Kapasitas parkir Sepeda motor maksimum per 1 m : 1 Kapasitas = 200 m
: 1= 200 Sepeda motor
Perhiturigan : ‘
Jumlah Mobil/Sepeda motor

1. Tingkat Hunian : : x 100%
Kapasitas maksimal
10
40 '
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L300
Sepdamotor: .. x 100% =15

200
Harian Observasi
2. Frekuensi Hunian : x lama buka
5
10
Mobil = "ty e—12
5
30 o
Sepeda motor = ... X6 =180
1

3. Jumlah Xendaraan Parkir = Tingkat Hunian X Kapasitas Maksimal X

Frekuensi

Mobil =25 % X 40 X 12 == 120
Sepeda motor =15 % X 200 X 180 = 5.400

4. Potensi Pajak Parkir Per Tahun = Jumlah Kendaraan Parkir X Tarif X 335
Hari X 10%

Mobil = 120 x Rp. 1.000,- x 335 hari x 10% = Rp. 4.020.000,-

Sepeda motor = 5.400 x Rp. 500,- x 335 hari x 10% =Rp.
90.450.000,-

Pasar Ambarawa :

Luas parkir pasar : 450 m*

Area parkir Mobil : 200 m

Area parkir Sepeda motor : 250 m

Tingkat hunian berdasarkan observasi (selama 1 jam sibuk & sepi) = 10

buah, Sepeda motor = 30 bual.
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‘Area dibuka : 6 jam (jam 08.00 ~ 15.00 ramaj)

Kapasitas maksimum parkir Mobi! per 5 m : 1 Mobil = 200 m : 5 = 40
Mobil _

Kapasitas ;;arkjl' Sepeda motor maksimum per 1 m : 1 Kapasitas = 200 m
:1= 250 Sepeda motor |

Perhitungan :
Juinlah Mobil/Sepeda motor ,

1. Tingkat Hunian : x 100%
Kapasitas maksimal

10
Mobil T . X 100% = 25%
40 '
30
Sepeda motor = % 100% = 12 %
250
Harian observasi
2. Frekuensi Hunian : x lama buka
5
1
Mobil R x 6 =12
-5
30
Sepeda motor =" - x6=180
i

3, Jumlah Kendaraan Parkir = Tingkat Hunian X Kapasitas Maksimal X
Frekuensi

Mobil =25 % x40 x 12 =120
Sepeda = 12% x 250 x 180 = 5,400

4. Potensi Pajak Per Tahun = Jumlah Kendaraan Parkir X Tarif X
’ 335 Hari X 10%
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C.

Mobil = 120 x Rp.1.000,- x 335 hari x 10% = Rp-. 4.020.000,-
Sepeda motor == 5.400 x Rp. 500 x 335 hari x 105 =Rp.
90.450.000,-

Pasar Getasan ;

Luas parkir pasar : 600 m2
Area parkir Mobil : 300 m
Area parkir Kapasitas : 300 m

Tingkat hunian berdasarkan observasi {(selama 1 jam sibuk) Mobil = 10
buali, Sepeda motor = 25 buah.
Area dibuka : 6 jam ( jam 08.00 — 15.00 ramai)

Kapasitas maksimum parkir moil per 5 m : | Mobil = 300 m : 5 = 60

Mobil

Kapasitas parkir Sepeda motor maksimum per 1 m : Kapasitas =300 1m : 1
= 300 Sepeda motor

10 A
60 : |

Sepeds motor ¢ x 100%=8,33%

3 Harian observasi
2. Frekuensi I_Iunian T JE— et —— X ]a‘na bu‘ka

5
10
5
25 |
Sepeda motor - e (6 2= ] 50) |
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3. Jumlah Kendaraan Parkir = Tingkat Hunian X Kapasitas Maksimal X

Frekuensi.
Mobil = 16,66% x 60 x 12= 119,95_

Sepeda motor = 8,33% x 300 x 150 =3748,5

4. Potensi Pajak Parkir Per Tahun = Jumlah Kendaraan Parkir X Tarif X
| 335 Hari X 10%

Mobil = 119,5 x Rp.1000,- x 335 hari x 10% = Rp. 4.003.250,-
Sepeda motor = 3748,5 x Rp. 500,- x 335 hari x 10% = Rp.

62.787.375
Tabel 17
Potensi Pajak Parkir di Lokasi Sampei
Lokasi Sampel Rincian Luas Area Parkir | Keterangan
Unggaran :
a.— Toserba 200 m2 : 4.261.200
- Toko 100 m2 1.929.600
- Toko 100 m2 1.929.600
- Toko 150 m2 1.827.760
- Toko 100 m2 1.929.600
- Toko 150 m2 1.827.760
- Toko 50 m2 1.768.800
- Toko 150 m2 1.827.760
- Toko 100 m2 1.929.600
- Toko 50 m2 1.768.800
- Toko 100 m2 1.929.600
- Toko 50 m2 1.768.800
- Toko 150 m2 1.827.760
- Toko 100m2 - 1.929.600
- Toko . 150 m2 : 1.768.800
Jumiah area parkir pertokoan | 1400 m2 '
b. Pasar 400 m2 94.470.000
c. Restoran/RM
- RM. Suharti 250 m2 ' 2.343.700
- Rm, Soto Pak Keri 150 m2 1.827.760
- Rm. Sari Roso 100 m2 ' 1.929.600
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-  Rm. Timlo Solo 200 m2 : 4261200

- Rm. Sokandi 150 m2 _ 1.827.760
- Rm. Aneka Sari 50 m2 1.768.800
- Rm. Yobana Kapau 150 m2 1.827.760
- Rm. Padang Simpang Raya | 100 m2 1.929.600
- Rm. Santai Ria 100 m2 1.929.600
- Rm. Nyoto Roso ' 50 m2 1.768.800
Jumlah area parkir 1500 m2
Restoran/Wm./ R,
Ambarawa : -
a.— Toserba 200 m2 1.929.600
- Toko 50 m2 1.768.800
- Toko 100 m2 1.929.600
1~ Toko 100 m2 1.929.600
- Toko 50 m2 1.768.800
- Toko , 100 m2 1.929.600
- Toko 100 m2 . 1.929.600
- Toko ) 50 m2 1.768.800
- Toko _ 100 2 1.929.600
- Toko 50 m2 1.768.800
- Toko 150 m2 1.827.760
- Toko 150 m2 1.827.760
- Toko o 50 m2 1.768.800
Jumlah arca parkir Pertokoan 1200 m2
b. Pasar 450 m2 94,470,000
¢. Restoran/RM.WM
- Rm. Pemancingan Dian | 100 m2 1.929.600
Tirta 100 m?2 1.929.600
- Rm. AA , 150 m2 1.827.760
- Rm. Bukit Kapau 150 m2 1.827.760
- Rm. H New Rina Rini 100:m2 1.929.600
- Rm. Naryo 150 m2 1.827.760
- Rm. Pemancingan Barat 50 m2 : 1.768.800
- Rm, Shinto
Jumiah area parkir Rm/Wm 800 m2
Getasan :
a.— Toko ) 50 m2 1.768.800
- Toko 50 m2 1.768.800
-  Toko 25m?2 1.608.000
Jumlah area parkir pertokoan 125 m2
b. Pasar , 600 m2 66.790.625
¢. Restoran/RM/WM

- Win. Dwining Sari | 25m2 | 1.608.000
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Wm. Mbok Roso 25m2 ' 1.608.000
Wm. Sani Roso 50 m2 1.768.800
Wm. Tunggak semi 25 m2 1.768.800

Jurnlah area parkir Rm/Wm 125 m2

Fumlah Total _ 760.847.365

Sumber data . data primer diolah

3.3.

Berdasarkan tabel 20 diketahui besamya potensi pajak parkir di 3
(tiga) wilayéh sampel sebesar Rp. 260.847.365,- (100%). Besarnya pajak
parkir tersebut dapat dirinci sebagai berikut : untuk area pertokoan di tiga
Kecamatan sampel menyumbang sebesar Rp. 59.377.760,- - (22,78%) dari
total seluruh potensi pajak parkir), sedangkan area parkir restoran atau
rumah makan sebesar Rp. 40.208.980,- (15,42%) dan area parkir pasar
memberi sumbangan paling besar sekitar Rp. 161.260.325,- (61,82%)

Potensi pajak parkir pasar merupakan penyumbang terbesar, hat ini
wajar mengingat pasar merupakan wilayah jang paling ramai dikunjungi
oleh banyak penduduk setiap hari. Baik sebagai pedagang maupun orang
yang ingin berbelanja sebagian dari mereka mengendarai Kapasitas
ataupun Mobil disamping berjalan kaki dan atau mengendarai angkutan
umum. Dengan demikian masuk akal apabila sumbangan terbesar pada

pajak parkir di pasar.

Fakfor—faktor yang Mempengaruhi Pemungutan Pajak
3.3.1. Peran Aparat petugas Pajak
Penelitian terhadap petugas/aparat pajak kantor Dipenda
Kabupaten Semarang guna menggali daia yang berkaitan dengan
kualitas SDM, pelatihan, sarana dan prasarana, penghitungan pajak
berdasarkan potensi dan penerapan sanksi denda. Penelitian dengan

Kuesioner terhadap 52 orang petugas pajak.
~ 3.3.1.a. Kualitas dan Jumlah Aparat Pajak

~ Guna melaksanakan pelayanan yang baik dan
bermutu diperlukan sumber daya manusia petugas pajak
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yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia ini salah
satunya dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Disamping
itu secara kuantitas diperlukan juga hal ini mengingat ratio
antara petugas pajak dan potensi pajak yang ada. Untuk
lebih mengetahui jumlah dan tingkat pendidikan petugas
pajak dibawah ini penulis ketengahkan daftar tabel petugas
pajak berikut tingkat pendidikannya.

Tabel 18
Rekapitulasi Pegawai Dipenda Kab. Semarang Menurut Golongan
No | Golongan Frekuensi (%)
1. | Golongan /Ruang I 5(3,48%)
2. | Golongan / Ruang I1 76 (52,78%)
3. | Golongan / Ruang III 59 (40,97%)
4. | Golongan / Ruang IV 4 (2,77%)
Jumiah 144 (100%)

Sumber data : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Semarang Th. 2004

2.78%

g Goll
OGol il
gocolll
mGol v

52.78%

Komposisi jumlah Dipenda ternyata
mengelompokkan pada golongan I (52,78%) dan golongan
I 40,97%. Sebaran ini cukup baik mengingat golongan II
dan golongan III merupakan strata tengah. Apabila
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dihubungkan dengan tingkat pendidikan sebagaimana
terlihat pada tabel 22 dibawah ini :

Tabel 19
Rekapitulasi Pegawai Dipenda Kab. Semarang Menurut Pendidikan
No ;| Golongan Frekuensi (%)
1. |SD 34 (23,61%)
2. | SLTP 19 (13,19%)
3, |SLTA | 50 (34,73%)
4, | Sarjana Muda/Diploma 10 {(6,94%)
5. | Sarjana 31(21,53%)
Jumlah 144 (100%)

Sumber data : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Semarang Th. 2004

13.19%

34.72%

l SD mSLTP O SLTA [ Sarjana Muda/Diploma [ Sarjana !

Untuk tingkat pendidikan ternyata didominasi
pendidikan SLTA dan SD 34,73% dan 23,61%. Sedangkan
tingkat sarjana pada urutan 3 sebesar 21,53 %. Apabila
diasumsikan bahwa golongan II dan golongan III rata-rata
berpendidikan SD, SLTA, dan sagjana. Maka tingkat
pendidikan pegawai di Dipenda perlu ditingkatkan.
Pendidikan merupakan hal penting dalam melaksanakan
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tugas pelayanan wmum. Terlebih lagi guna mengantisipasi
perkembangan dan perubahan global yang dapat‘
berpengaruh terhadap perkembangan pariwisata.
_ . Tabel 20
Tanggapan SDM Petugas pajak Kﬁrang memadai Kualitasnya

No | Klasifikasi Frekuensi (%)

1. | Setuju 21 (40,39%)

2. | Tidak setuju . 31 (59,95%)
Jumlah 52 (100%)

Sumber data : Data Primer diolah

33.1.b . Pelatihan Khusus Aparat Pajak

Guna menjngkatkaﬁ pelayanan dan keberhasilan
‘dalam melaksanakan tugas aparat petugas pajak periu
membekali diri dengan latihan —latihan. Pelatihan ini
diperlukan agar petugas pajak di lapangan dan di kantor
dapat memberikan pelayanan maksimal kepada wajib pajak.
Betapun faktor ini dapat menentukan keberhasilan Dipenda
untuk semaksimal mungkin menggali dan menarik pajak di
lapangan.

Tabel 21

Tanggapaanetugas Pajak Perlw/ Tidaknya
Latihan Terhadap Wajib Pajak

No | Klasifikasi Frekuensi (%)

1. | Setuju 51 (98,01%)

2. | Tidak setuju =~ 1(1,99%)
Jumlah 52 (100%)

Sumber data - Data Primer diolah
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3.3.1.c.

Pada tabel 21 diatas menunjukkan bahwa 98,01 %
responden petugas pajak setwju untuk dilakokan pelatihan-

pelatihan. Tentunya mereka menyadari bahwa tugas di lapangan
lebih memerlukan ketrampilan - dan latihan sehingga dapat
memperlancar sistem dan prosedur pemungutan pajak secara
benar. Dalam hal ini misalnya bagaimana untuk melaporkan
secara jujur semua penghasilannya. Cara-cara bagaimana petugas
pajak dalam menangani wajib pajak di lapangan akan menemmui
banyak hambatan. Hambatan ini tentu akan mempengaruhi
keberhasilan untuk memaksimalkan pemasukan pajak yang
ditargetkan.

Penentuan targei Pajak Berdasarkan Potensi

Tabel 25 dibawah ini menunjukkan bahwa para petugas
pajak 100% menyetujui bahwa target pajak ditentukan dard
potensi. Dengan dasar perhitungan potensi ini lebih memudahkan
pada petugas baik lapangan maupun administrasi. Penentuan
potensi ini penting karena akan diketahui besarnya sumber pajak
dan dapat diperhitungkan batas-batas kemampuan wajib pajak.
Apabila aparat petugas pajak ragu-ragu maka petugas tinggal
melakukan pengecekan ke obyek pajak. Pengecekan ini tentunya
harus didasarkan pada perhitungan potensi yang telah ada. Oleh
karena itu per]u‘ diperhitungkan terlebih dahulu. Tanpa
perhitungan ini tentu menyulitkan petugas itu sendiri. Sudah
menjadi rahasia umum bahwa wajib pajak akan selalu mengelak
untuk melaporkan data-data obyek pajaknya secara jujur,
sehingga bilamana perlu petugas dapat melaknkan pengecekan
ulang. Pengecekan illang ini didasarkan pada potensi yang telah

ada.
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Tabel 22
Tanggapan Perlu/Tidak Pajak Dihitung dari Potensi

No Klasifikasi Frekuensi (%)
1. Setuju - 52(100%)
2. | Tidaksetyu .

Jumlah 52 (100%)

Sumber data © Data Primer diolah

3.3.1.d. Penentuan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana bagi aparat petugas pajak amatlah

perlu. Terutama untuk petugas administrasi dan petugas lapangan.
Bagt petugas administrasi, komputer merupakan kebutuhan yang
mlitlak diperlukan. Guna menadministrasi pajak baik sistem
penagihan, penetapan, penghitungan potensi pajak dan
sebagainya. Oleh karena itu diperlukan ketrampilan untuk
mengoperasikan komponen komputer sebagai sarana lunak dan
sebagai sarana/perangkat keras amat diperlukan. Dengan
demikian sistem administrasi pajak lebih teratur, mudah dan
éepat, Disamping itu guna meninjau lokasi/obyek pajak ke
lapangan, untuk melakukan'penagihan dan scbagainya, diperlukan
sarana transportasi seperti Mobil, Kapasitas. Sarana dan prasarana
tersebut jelas akap memperlancar dan menunjang keberhasilan
dalam memaksimalkan pemungutan pajak. Nampaknya di
.Dipenda Kabupaten Semarang mengenai sarana dan prasarana ini
dianggap cukup memadai. Hal ini sebagaimana terlihat pada tabel

26 bahwa. 44, 42% menyatakan sarana dan prasarana belum

mencukupi, sedangkan 55,76% menyatakan sarana dan prasarana '

telah mencukupi.

113




Tabel 23
Tanggapan Terhadap Sarana/Prasarana Sudah/Belum Mencukupi

No Klasifikasi Frekuensi (%6)

1. Belum mencukupi 23 (44.24%)

2. | Sudah mencukupi 29 (55.76%)
Jumlah 52 (100%);

Sumber data : Data Primer diolah

3.3.L.e. Penerapan Sangsi Denda

Ketentuan pajak daerah menentukan bahwa wajib pajak
diw‘ajibkén membayar sesuai dengan taguhan pajak (SKPD) =
Surat Ketetapan Pajak daerah) berdasarkan SKPD tersebut wajib
pajak sudah harus menyetorkan pajak ferutangnya ke kas daerah.
Batas akhir pelunasan pajak terutang tersebut adalah 30 hari
setelah jatuh tempo, apabila wajib pajak belum melunasi maka
dikenakan bunga. Denda bunga tersebut relatif kecil yakni 2%
(dua persen) setiap bulan yang harus dibayar lunas bersamaan
pada waktu membayar pajak terutang. Relatif kecilnya denda ini
menyebabkan wajib pajak malas dan tidak merasa takut untuk
menunda pembayaran pajak terutang. Pengenaan sanksi denda
bunga yang kecil inipun ternyata belurn sepenuhnya diterapkan
kepada wajib pajak. Hal ini sebagaimana jawaban responden pada ‘

‘tabel 27, bahwa 96,15% menyatakan setuju bahwa sanksi denda
ternyata belum sepenuhnya diterapkan. Kondisi ini dapat menjadi
faktor penyebab secara komulatif wajib pajak untuk tidak segera

melunasi pajak terutangnya.
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Tabel 24
Tanggapan Bahwa Sanksi Denda Belum Sepenuhnya Diterapkan

No | Klasifikasi Frekuensi (%)
1. | Setuju 50 (96,15%)
2. | Tidak setuju - 2 (3,85%)
Tidak menjawab -
Jumlah 52 (100%)

Sumber data : Data Primer diolah

IISetuju [ Tidak setuju ‘

Penerapan sanksi denda N

Penentuan kecukupan 8
saranalprasarana

Fenentuan target padak I~
berdasarkan potensi  §

Perlunya pelatihan [

0% 25% 50% 75% 100%

3.3.2. Kesadaran / Kepatuhan Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Parkir

Penelitian terhadap ketaatan dan kesadaran wajib pajak hotel,
rumah makan atau restora.n dan parkir dilakukan di 3 (tiga) Kecamatan
sampel. Respondennya adalah masing-masing wajib pajak yakni wajib
pajak hotel 60 orang, wajib pajak rumah makan atau restoran 52 orang dan
pajak parkir 20 responden. .

Ketaatan dan kesadaran wajib pajak didasarkan pada beberapa
indikator yang sckiranya berpengaruh terhadap tingkah laku maupun
sikap responden wajib pajék yakni ;
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a  Persetujuan wajib pajak untuk membayar pajak

b Perlunya sosialisasi pemungutan pajak

¢ Kesadaran dan kejujuran untuk melaporkan kegiatan usaha

d Tanggapan pelayanan petugas pajak

¢ Perlunya sanksi denda terhadap keterlambatan membayar pajak
f

. Tanggapan perlunya wajib pajak membayar tepat waktu
g Tanggapan perlunya membayar pajak

Pada penulisan berikut ini penulis paparkan data-data hasil

wawancara terhadap responden berkaitan dengan beberapa indikator
diatas.

3.3.2.a. Persetujuan wajib Pajak untuk Membayar Pajak

Berdasarkan  Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten
Semarang menjamin bahwa setiap wajib pajak dapat mengajukan
keberatan terhadap pajak yang ditetapkan. Keberatan para wajib
pajak terhadap penetapan obyek dan besarnya pajak dapat diajukan
secara tertulis. Terhadap hal ini pemerintah daerah c¢q Dipenda
harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti. Bukan hal baru
lagi bahwa wajib pajak tentu berkeinginan pengenaan pajak
terhadap usaha mereka seringan dan seminimal mungkin, Ketelitian
dan kejelian petugas pajak dalam menilai dan mempertimbangkan
upaya dan atau keberatan wajib pajak ini sangat perlu. Untuk
memberikan gambaran yang jelas dibawah ini terdapat tabel yang
memberi gambaran apakah wajib pajak setuju dan tidak setuju

terhadap penetapan pajaknya.
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Tabel 25
Tanggapan Setuju/Tidak terhadap Besarnya Pajak Sesuai PERDA

. Frekuensi
No | Klasifikasi
Hotel Rumah Makan | Parkir
L. | Setuju 50 (100%) | 52 (100%) 20 (100%)
2. | Tidak Setuju - - -
Tidak menjawab - - -
Jumlah 60 (100%) | 52 (100%) 20 (100%)

Sumber data - Data Primer diolah

Tabel 28 memberi gambaran bahwa seluruh responden
wajib pajak hote! (100%) menyatakan setuju terhadap besamnya
pajak terhadap obyek pajak mereka. Demikian pula wajib pajak

- rumah makan atau restoran dan parkir, secara keseluralian mercka

(100%) setuju. Mereka herpendapat bahwa besarnya pajak yang
ditetapkan telah sesuai dengan obyek pajaknya. Dengan demikian
tentunya ini merupakan langkah awal yang baik untuk memberi
pemahaman tingkat kesadaran dan ketaatan mereka untuk

menunaikan kewajibannya yakni membayar pajak.

3.3.2.b. Perlunya Sosialisasi Pemungutan Pajak

Sosialisasi mengenai pungutan pajak sebesar 10 % yang
dikenakan pada setiap konsumen sangat penting. Hal ini didasarkan
pada pemahaman bahwa pajak hotel, restoran atau rumah makan
dan parkir merupakan pajak tidak langsung dalam arti kontra
prestasinya dirasakan tidak langsung oleh konsumen. namun
besarnya pajak yang diputlgut Jjustru dirasakan langsung oleh
konsumen (mereka yang menginap di hotel, mereka yang makan
direstoran atau rumah makan atau mereka vang memarkir

kendaraan). Mereka yang terkena pungutan pajak sebesar 10% dari
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yang mereka belanjakan ini, temtunya akan berdampak pada
finansialnya yakni dengan uang yang mereka belanjakan, Oleh
sebab itu pihak pengusaha hotel, rumah makan . dan parkir
berkepentingan terhadap sosialisasi ini, Mereka berpendapat agar
para konsumen atau pengunjung atau langganan mereka tidak kaget
atau mempertanyakan terhadap “pungutan” ini. “Puhgutan pajak”
ini ténmnya menjadi sebab biaya yang dirogoh dari saku
konsumen menjadi lebih besar. Agar mereka dapat memahami dan
mengetahui terhadap hal-hal seperti ini, maka sosialisasi peraturan
pajak daerah yang berkaitan dengan pajak ini sangat perlu. Sasaran
sosialisasi terutama terhadap konsumen atau masyarakat luas. Perlu

dan tidaknya sosialisasi ini tergambar pada tabel 29.

Tabel 26

Tanggapan Setuju/Tidak Sosialisasi Mengenai
Pemungutan Pajak Daerah Bagi Wajib Pajak

Frekuensi (%)
Klasifikasi _
Hotel Rumah Mzakan | Parkir
Setuju 58 (96,66%) | 51 (98,66%) 20 (100%)
Tidak Setuju 1(1,67%) - -
Tidak menjawab 1((1,67%) 1(1,34%) -
Jumlah 60 (100%) 52 (100%) 20 (100%)

Sumber data : Data Primer diolah

Nampak bahwa 96,66% responden pajak hotel
menginginkan adanya sosialisasi pajak daerah ini. Sedangkan yang
tidak setuju dan tidak menjawab relatif kecil yakni 1,67%.
Demikian pula pémilik rumah makan atau restoran yang
menyatakan setuju sebanyak 98,66% dan pengusaha parkir
menyatakan seluruhnya menyetujui (100%). Dengan demikian
pengusaha-peﬁgusaha tersebut menyadari perlunya sosialisasi ini

agar tidak menimbulkan dampak terhadap nsaha mereka.
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3.3.2.c. Kesadaran dan Kejujuran Melaporkan Kegiatan Usaha

Rasa kesadaran dan kejujuran perlu bagi pengusaha hotel,
rumah makan dan parkir dalam melaporkan kegiatan usahanya,

Sesuai dengan peraturan pajak daerah bahwa setiap pengusaha

hotel, rumah makan atau restoran dan parkir wajib melakukan

kegiatan pembukuan terhadap usahanya. Terhadap mercka
dibebankan untuk memungut sebesar 10% dari setiap orang yang

menginap, makan dan mermparkir kendaraannya. Keberhasilan

- pungutan pajak itu sesuai dengan peraturan yang ada hanya akan

berhasil apabila pengusaha tersebut jujur dalam membuat laporan
dan mempunyai rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi.

Kiranya perlu pemahaman bahwa pajak sebesar 10%
tersebut diperuntukan bagi pembangunan di daerah Kabupaten
Semarang. Tanpa pemaharnan dan pengertian terhadap hal tersebut
maka akan sulit untuk meminta kejujuran para pengusaha hotel,
rumah makan atau restoran dan parkir: Untuk lebih jelasnya
dibawah ini diketengahkan tabel mengenai setuju dan tidaknya
pengusaha untuk welaporkan kegiatannya dalam kaitannya untuk
mengutip 10% dan disetorkan ke kas daerah.

Tabel 27
Tanggapan Setuju/Tidaknya Besarnya pajak Yang dikenakan
Frekuensi (%)
Neo | Klasifikasi
Hotel Rumah Makan | Parkir
Sewju 37 89,63%) [ 50(96,15%) | 18 (90%)
Tidak Setuju - - -
Tidak menjawab | 3 (10,37%) |2 (3,85%) 2 (10%)
Jumlah - | 60 (100%) | 52 (100%) 20 (100%)

Sun‘aber data : Data Primer diolah

Nampak bahwa hampir semua pengusaha terkena wajib

pajak menyatakan setuju yakni pengusaha hotel 89,63%, pengusaha

rumah makan atau restoran 96,15% den pengusaha parkir 90%.
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Sedangkan sekitar 10,37%, 3,85% dan 10% dari para responden
vang tidak memberikan jawaban. Untuk mereka yang tidak
memberikan jawabannya diartikan bahwa mereka belum tentu tidak
setiju dan juga belum tentu juga setuju. Meskipun demikian ini
merupakan langkah yang baik dalalln pemungutan pajak.

3.3.2.d.‘Tanggﬁpan Terhadap Pelayanan Petﬁgas Pajak
Pelayanan petugas pajak merupakan salah satu kunci
kesuksesan dalam memungut pajak. Oleh sebab itu perlu di
ketengahkan sejauhmana tanggapan wajib pajak terhadap pelayanan
petugas pajak. Hal ini dapat dilihat pada tabel 32 dibawah ini.

Tabel 28

Tanggapen tentang pelayanan Petugas Pajak
Frekuensi (%)
No | Klasifikasi
Hotel Rumah Makan | Parkir
1. | Setuju 58 (96,66%) | 50 (96,15%) 17 (85%)
2. | Tidak Setuju 1(1,67%) 2 (3,85%) 1 (5%)
3. | Tidak menjawab | 1 ((1,67%) |- 2 (10)
Jumlah 60 (100%) | 52 (100%) 20 (100%)

Sumber data . Data Primer diolah

Pada tabel 27 nampak bahwa pengusaha hotel 96,66%
pengusaha restoran atau rumah makan sebanyak 96,15% dan parkir
85% menyatakan setuju terhadap pelayanan dari petugas pajak.
Sedangkan hanya 1,67%, 3,85% dan 5% yang menyatakan tidak
setuju terhadap pelayanan petugas pajak. Hal ini dapat diartikan
bahwa petugas pajak telah melaksanakan pelayanan dan tugasnya

" dengan sebaik mungkin. Diakui bahwa pajak hotel, rumah makan
dan parkir sangat bergantung pada kejujuran wajib pajak untuk
melaporkan kegiatannya. Apabila petugas pajak bersikap kurang
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3.3.2.e

simpatik dan kasar terhadap wajib pajak kemungkinan wajib pajak
akan melaporkan assetnya secara tidak benar. Ha! ini jelas akan
merugikan pemasukan ke kas daerah. Sebaliknya apabila petugas
dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan pendekatan yang lebih
persuasif, simpatik maka wajib pajak akan sadar dan lebih bersifat
terbuka. Pendekatan secara simpatik menjadi kata kunci disini.

Perlunya sanksi Derda terhadap Keterlambatan Membayar
Pajak - ‘

Sanksi denda dalam pemungutan pajak daerah merupakan
sarana agar wajib pajak taat untuk membayar pajak. Pada dasarnya
wajib pajak enggan untuk membayar pajak sebagaimana yang telah

_ditentukan. Oleh karena adanya keengganan tersebut maka

diperlukan sarana yang dapat memaksakan agar wajib pajak menjadi
taat. Terhadap adanya sanksi denda ini perlu diketahui apakah wajib
pajak setuju atau tidak setuju adanya sanksi denda tersébut, Dibawah

ini terdapat tabel yang memberikan gambaran tanggapan wajib

pajak terhadap persoalan denda ini.

Tabel 29

Tanggapan Tentang Perlunya sangsi denda

Bagi Penunggak Pajak
Frekuensi (%)
No | Klasifikasi -
Hotel Rumah Makan Parkir
Setuju 53 (86,33%) | 49 (94,23%) 17 (85%)
2. | Tidak Setuju 6 (10%) 3(5,77% 2 (10%)
3. | Tidak menjawab | 1 (1,67%) |- 1(5%)
' Jumlah 60 (100%) | 52 (100%) | 20 (100%)

Sumber data : Data Primer diolah
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Pada tabel 28 diatas memberi gambaran bahwa hampir
semua responden wajib pajak setuju adanya sanksi denda (pengusaha
hotel 86,33%, pengusaha rumah makan atau restoran 94,23% dan
parkir 85% sedangkan yang tidak setuju relatif kecil yakni 10%,
5,77% dan 10%. Hal ini menegaskan bahwa pada umumnya sanksi

- perlu diberikan kepada wajib pajak yang latai bahkan sengaja tidak
melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya, Sanksi ini
memang berupa denda dalam arti babwa apabila wajib pajak belum
membayar pada saat jatuh tempo maka berlaku denda pajak sebesar
2%. Namun apabila wajib pajak secara komulatif dan terus menerus
tidak membayar pajak maka akan menjadi masalah baik pada

pengusaha itu sendiri maupun bagi pemasukan daerah.

3.3.2.f. Tanggapan Perlunyé Wajib Pajak Membayar tepat waktu

Tanggapan ini diperiukan mengingat usaha hotel dan rumah
mempengaruhi dalam ketepatan waktu wajib pajak untuk membayar
pajak. Kondisi seperti ini tentunya dapat dimengerti. Disamping itu
oleh karena kesibukan si pengusaha, sehingga belum sempat untuk
meluangkan waktu guna membayar pajak tepat pada waktunya.
Namun secara administrasi tunggakan pajak akan berpengaruh juga, -
dalam arti penumpukkan tunggakan-tunggakan pajak ini akan
berpengaruh pada kineija petugas pajak secara keseluruban.
Dihubungkan dengan kondisi usaha wajib pajak yang barangkali
tidak stabil, maka ketepaian membayar pajak yang terutang akan
semakin baik. Sebab seandainya usaba mereka ditutup karena
bangkrut maka tunggakan pajak menjadi macet dan sulit untuk
ditarik kembali. Untuk lebih jelasnya tanggapan terhadap perlunya
wéjib pajak membayhr pajak tepat pada waktunya terdapat pada

tabel dibawah ini :
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Tabel 30
Tanggapan Tentang Perlunya Pajak Tepat waktunya

. Frekuensi (%) .
Neo | Klasifikasi '
Hotel Rumah Makan | Parlir
I. | Setuju 58 (96,66%) | 50 (96,15%) 20 (100%)
2. | Tidak Setuju 2(3,34%) 2 (3,85%) -
3. | Tidak menj awab |- - -
Jumlah 60 (100%) | 52 (100%) 20 (100%)

Sumber data . Data Primer diolal

Pada tabel 29 diatas memberi gambaran bahwa 96,66%
pengusaha hotel menyatakan setuju membayar pajak tepat pada
waktunya. Persetujuan mereka didasarkan pada alasan agar tidak
membebani mereka baik dari segi waktu maupun keuangan dalam
arti apabila dibiarkan mepunggak terus menerus akan semakin
menumpuk. Padahal pajak telah dibayarkan oleh konsumen pada saat
mereka menginap di hotelnya. Demikian pula pengusaha rumah
makan atan restoran hampir semuanya setuju (56,15%) bahwa pajak
peﬂu dibayar tepat pada waktunya. Alasan mereka hampir sama
dengan pengusaha hotel. Bahkan wajib pajak parkir 100%
menyatakan setuju. Tingkat kesadarar wajib pajak ini cukup
menggembirakan. |

3.3.2.g. Tanggapan Perlunya Membaysr Pajak
Hal yang penting berkaitan dengan tingkat kesadaran dan
kepatuhan wajib pajak secara keseluruban adalah pemahaman bahwa
mereka membayar pajak semata-mata demi pembangunan daerah
dimana mereka berusaha dan bertempat tinggal atau berdomisili.
Kesadaran mereka bahwa pemerintah daerah hanya dapat
membangun daerah apabila ada pemasukan ke kas daerah. Pajak

'memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. Kesadaran ini
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tentunya berkaitan langsung dengan hal ini. Semakin mereka faha.m;
dan mengerti maka mereka akan dengan sukarela melaporkan usahag‘
mereka dan membayar pajaknya. Oleh karena itu tanggapan terhadapf
hal ini penting. Pada tabel 34 dibawah ini memberi gambaran apakahg
pengusaha hotel, restoran atau rumnah makan dan parkir paham dan’
setuju bahwa pajak yang ia bayarkan ite merupakan pemasukan atau
kontribusi terhadap daerah. :

Tabel 31

Tanggapan Tentang Perlunya Pembayaran Pajak
Sebagai Pemasukan Pemerintah Daerah

Frekuensi (%) :
No | Klasifikasi : :
_ Hotel Rumah Mzakan | Parkir |
1. | Setuju 59(98,33%) | 52 (100%) 20 (100%)
2. | Tidak Setuju 1(1,67%) | - - ;
3. | Tidak menjawab | - - - _
Jumlah 60 (100%) | 52 (100%) 20 (100%)

Sumber data . Data Primer diolah ‘ |
Pada tabel 30 diatas tersebut terlihat hampir 100% wajibé

pajak baik pengusaba hotel, rumah makan atau restoran dan
pengusaha parkir setuju bahwa pemasukan pajak memang diperlukan, -
dalam pembangunan daerah. Apa yang mereka bayarkan sangat;
dibutuhkan untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan:
daerah. Oleh karena itu semestinya mereka patuh dan taat untuk
membayar pajak. '
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3.4. Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Rumah Makan dan Parkir pada PAD
serta Hambatan-hambatannya di Kabupaten Semarang
Sebelum berbicara mengenai kontribusi ketiga obyek pajak sasaran
penelitian ini terlebih dahulu dikemukakan target dan realisasi kontribusi
pajak dan retribusi pemasukan daerah Kabupaten Semarang, Pada tabel 35
dibawah ini akan dikemukakan hal tersebut.
Tabel 32
Target dan realisasi Pajak dan Retribusi Kontribusi
Pada PAD Kabupaten Semarang
Tahun 1998/1999 — Tahun 2002

Tahun Target Realisasi

1998 / 1999 15.051.835.000 17.488.765.363
1999/2000 16.564.949.000 20.606.202.798
2000 15.870.499.000 21.354.642.934
20601 32.654.311.500 40.240.304 255
2002 57.973.426.000 66.283.028.567

Sumber data . Dipenda Kab. Semarang

Nampak bahwa pada kurun waktu 5 (lima) tahun bahwa antara target
dan realisasi senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2002 dari target Rp.
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57.973.426.000 terealisasi Rp. 66.283.028.567,- . Pada tabel 35 tersebut

belum nampak darimana target ini dicapai dalam arti sumber pendapatan dari

pos mana, ? Oleh karena itu apabila target-target ini dirinci berdasarkan

sumber pemasukannya maka akan nampak sebaran pemasukannya. Hal ini

sebagaimana tabel 36 dibawah ini.

Tabel 33

- Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Semarang Tahun 2000-2002

No | Sumber PAD Tahun 2000 | Tahun 2001 | Tahun 2002

1. | Pajak Daerah 2.999.996.000 | 5914.169.000 | 8.411.591.000
2. | Retribusi Daerah 5.225.296.000 | 9.269.909.500 | 14.192.384.149
3. | Bagian Laba BUMD 257.874.000 | 270.044.500 285.402.000
4. | Penerimaan Dinas-dinas - -

5. | Penerimaan Lain-lain - -

Sumber data : Kabupaten Semarang Dalam Angka Tahun 2000 dan 2001

30000000000 -

25000000000+

200000000004 -

150000000004

10000000000 + dEEEREREEN

Pajak Daerah

Retrbusi Bagian Laba

Baerah

] Tahun 2002
Tahun 2001
B Tahun 2000

Penerimaan  Penerimaan

BUMD Dinas-dinas Lain-lain
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daerah menduduki peringkat nomor 2 dari sumber PAD di Kabupaten'

Terlihat pada tabel 36 diatas bahwa sumber pendapatan dari pajak

Semarang. Penyumbang terbesar adalah retribusi daerah. Disamping itu dari

tahun ke tahun pendapatan daerah tersebut nampaknya selalu mengalami
kenaikan, '

- Untuk.lebih memperjelas lagi pada tabel 37 dibawah ini kontribusi
pajak daerah yahg dirinci sebagai berikut ;

Tabel 34

Struktur Target dan realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2002

No | Obyek P-enerimaan Fahun 2002

Target Realisasi
1. | Pajak Hotel Rp. 627.193.000,- | Rp. 733.442.242 -
2. | Pajak Restoran Rp. 178.000.000,- | Rp. 212.695.497 -
3. | Pajak Parkir Rp. 156.000.000,- | Rp. 156.007.500,-*)
4. | Pajak Rek]ame Rp. 212.000.000,~ | Rp. 234.205.506,-
5. | Pajak Penerahgan Jalan Rp.4.233.465.000,- | Rp.4.510.818.981 .-
6. | pajak Galian Gol. C Rp. 15.758.000,-

Rp. 15.657.600,-

Sumber data : Dipenda Kabupaten Semarang
Keterangan *) Berdasarkan data tahun 2002 di Dipenda

Kabupaten Semarang, Parkir mgrupakan retribusi belum

merupakan pajak. (Perda No 13 tahun 2002) baru kemudian
dengan Perda No 414 tahun 2002 parkir mernpakan pajak

daerah.
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Data pada tabel 33 diatas memberikan gambaran bahwa pajak daerah
yang disumbangkan ke kas dacrah Kabupaten Semarang terdiri dari pajak
hotel, pajak restoran, pajak parkir (ketika itu masih retribusi parkir), pajak
reklame, pajak penerangan jalan dan pajak galian golongan C. Dari beberapa
jenis obyek pajak tersebut pajak hotel, pajak rumah makan cukup signifikan
memberi sumbangan pada kas daerah. Apabila digabungkan dengan potensi
pajak parkir maka akan menempati urutan kedua setelah pajak penerangan
jalan.

Apabila kita kaitkan dengan potensi pajak hotel, pajak restoran dan
pajak parkir dalam penulisan ini maka akan terlihat target Rp. 961.193.000
dan realisasi Rp. 1.102.145.219,- Angka yang cukup besar yang secara
potensial memberikan sumbangan ke PAD Kabupaten Semarang.

Berdasarkan data-data potensi jenis pajak daerah yakni pajak hotel,
pajak restoran atau rumah makan dan pajak parkir dapat memberi sumbangan
ke kas pemerintah Kabupaten Semarang sebesar Rp. 867.120.191,- (potensi
pajak hotel) + Rp. 221.335.050,- (pajak restoran atau rumah makan) + Rp.
260.847.365,- (pajak parkir) = Rp. 1.349.302.606,- setiap tahunnya.
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Sumbangan ketiga jenis obyek pajak tersebut memang diharapkén

guna membiayai jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah'

Semarang. Sumbangan ketiga pajak tersebut apabila dibandingkan dengan
obyek pajak lainnya, nampak bahwa potensi ketiga pajak tersebut cukup
* menjanjikan.

- Sumbangan potensi ketiga jenis pajak. tersebut apabila dibandingkan
dengan targef dan realisasi penerifnaan tahun 2002 sebesar Rp.
66.283.628.567,- (tabel 35} maka pemasukan ketiga.jenis pajak yang diteliti
tersebut mehyumbahg sebesar 15-20% Angka ini cukup besar. ,

Hal yang perlu diingat adalah potensi merupakan hitungan yang dapat
meleset apabila tidak disertai segala upaya yang mendukung. Dukungan ini
dapat dari petugas pajak maupun dari wajib pajak.

Khusus target pajak hotel tahun 2002 dibénding dengan target tahun
2001 mengalami kenaikan. Terjadinya selisth target memang dapat
dimengerti hal tersebut disebabkan karena timbulnya hotel, rumah makan
atau restoran baru. Hal ini wajar mengingat daerah Kabupaten Semarang
- merupakan daerah wisata. Pertumbuhan sektor wisata ini dapat memicu
tumbuhnya berbagai penginapan, rumah makan/restoran. Hal ini memang
perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah setempat.

Potensi pﬁjak akan menjadi kenyataan apabila ditunjang pula dengan
kesadaran wajib pajak dan aparat pajak. Melihat data tingkat kesadaran wajib
pajak untuk mendata dan menyetorkan data perusahaannya merupakan hal
menggembirakan (tabel 30 responden pengusaha 90,5% menyatakan setuju
melaporkan usahanya secara jujur). .

Disamping itu guna menunjang pelaksanaan tugas maka petugas pajak
memerlukan pula jenis latihan dan atan kursus ketrampilan (tabel 24
menyatakan bahwa petugas pajak 98,01% menyatakan setuju untuk diberi
latihan). Latihan ini perlu dalam upaya memaksimalkan pemasukan dari
sektor pajak ini. Hal in agar mereka menjadi lebih profesional dalam
menjalankan tugasnya. Namun demikian tingkat pendidikan petugas pajak
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perlu ditingkatkan mengingai sebagian besar mereka masih berpendidikan
SD-SLTA (67,53%) Tabel 21 dan Tabel 22). '

Disamping itu petugas menyatakan bahwa sarana dan prasarana yang

- ada telah cukup niendukung kinerja mereka (Tabel 26). Dengan demikian

SDM petugas pajak diharapkan akan terampil baik di laparigan maupun
dalam administrasinya. f

Pada sisi yang lain wajib pajak nampak menyadari dan memahami
bahwa pajak yang disetor diperuntukan untuk biaya layanan pemerintahan
dan pembangunan daerah. (tabel 34, menyatakan bahwa 99% responden
wajib pajak memahami). Oleh karena itu tidak mengherankan apabila mereka
96,66% setuju. apabila membayar pajak dilakukan tepat pada waktunya (Tabel
33). Namun mereka berharap perlunya sosialisasi perpajakan kepada
masyarakat mengingat jenis pajak daerah ini langsung ditujukan pada mereka
dan dipungut saat mereka (konsumen) menginap, makan atau memarkir
kendaraan) sehingga konsumen dapat memperhitungkan biaya yang harus
dikeluarkan termasuk pajak yang harus dibayarkan (tabel 29). _

Khusus untuk pajak parkir, pajak ini mempunyai prospek dimasa
mendatang, Pajak ini akan menjadi primadona mengingat pemasukan dar
jenis pajak ini berkaitan dengan pertumbuhan dan jumlah kendaraan
berKapasitas yang semakin teningkat setiap tahunnya. Hal yang perlu
dicermati adalah pengelolaan perparkiran. Baik secara administrasi maupun
manajemennya. Dalam pengelolaan perparkiran ini untuk menghindari terjadi
kebocoran pemasukan yang tinggi, maka dapat dipergunakan sistem lelang
artinya pemerintah c¢q. Dipenda melakukan pelelangan guna memborong
pajak parkir tersebut dalam per tahun pajak atau dalam kurun walktu tertentu.
Lelang ini dapat diikuti oleh beberapa swasta baik perorangan maupun
perusahaan sebagai rekanan yang bersedia untuk menaksir dan memborong
setoran pajak berdasarkan t'ahun pajak yang berjalan. Mereka dapat
menkontrak untuk beberapa tahun kedepan. Sistem ini menurnt hemat penulis
lebih tepat disamping Pemda mendapat total jumleh pemasukan yang jelas,

juga menghindari kebocoran penerimaan. Mengingat parkir ini menurut
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pengamatan penulis tersebar diberbagai area. Kondisi ini menyulitkan petugas

untuk mendeteksi. Disamping itu upaya penegakan sanksipun mengalami

hambatan oleh karena itu banyak parkir liar yang secara tidak resmi mengutip
Jasa parkir. Tentu saja uang tersebut tidak disetorkan ke kas pemerintah
daerah. Oleh karena itu apabila pemerintah daerah berkehendak serius untuk
menggarap lahan pemasukan sekior parkir ini seyogyanya memikirkan
tentang hal ini, '

Berkaitan dengan kebocoran-kebocoran pajak, dikaitkan dengan
perencanaan perluasan basis pajak maka perlu diperkirakan biaya-biaya yang
ada, Jangan sampai antara biaya yang dikeluarkan dan pemasukan dari sektor
pajak ini menjadi minus. Hal ini penting untuk wilayah Kabupaten Semarang
yang secara geografis terdiri dari pegunungan/dataran tinggi disamping
persebaran penduduk yang relatif tidak merata. Hal tersebut dapat berakibat
biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat menyedot biaya yang cukup
tinggi. Oleh karena itu dalam perencanaan pajak perlu diperhitungkan hal ini.
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BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan
1. Ciri utama suatu daerah otonomn adalah kemampuan keuangan daerah.
Dalam arti daerah otonom harus mampu menggali sumber-sumber
keuangan daerah, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk
membiayai | penyelenggaraan pemerintah  daerahnya, Kabupaten
Semarang dalam rangka otonomi daerah seharusnya mampu menggali
keuangan daerahnya sendiri. Salah satu sumber PAD adalah pajak
daerah, Dengan berlakunya UU No 34 tabun 2000 maka kabupaten
Semarang mempunyai wewenang penuh terhadap penggalian,
pengelolaan dan penggunaan dari hasil jenis-jenis pajak daerah. Namun
meskipun pemerintah daerah mempunyai keleluasaan menggali pajak
daerah, namun ruang gerak pemerintah daerah tetap terbatas. Sebab
untuk mengembangkan potensi obyek pajak daerah baru. tidak cukup
dengan PERDA, namun harus mendapat persetujuan dari Pusat dan harus
mengacu pada PP No 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah sebagai
peraturan pelaksana UU No 34 talun 2000 tentang Pajak dan Retribusi
Daerah, Dengan demikian ruang gerak dari pemeeintah daerah menjadi
terbatas. Dengan demikian upaya regulasi dari pemerintah daerah secara
herarkis masih terbentur pada persoalan keleluasaan kewenangan
pemerintah  daerah ( “descreation power’) untuk melakukan eksploitasi

sumber-sumber pendapatan.

2. Pemerintah daerah kabupaten Semarang tahun 2002 menetapkan target
dan realisasi pemasukan dari jenis pajak hotel, rumah makan atau
restoran dan parkir, yakni target sebesar Rp. 961.193.000,- terealisasi Rp.
1.102.145.219, (Tabel 37). Berdasarkan penelitian temyata potensi pajak
hotel, restoran dan parkir di kabupaten Semarang temyata dapat

mencapai sebesar Rp. 1.349.302. 606,-. Dengan demikian potensi ketiga
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jenis pajak tersebut dapat melebihi sebesar Rp. 247.157.387,- Potensi
ketiga jénis pajak tersebut disebabkan adanya keterkaitan kabupaten
Semarang sebagai daeralt yang mempunyai obyek-obyek wisata.
Pertumbuhan wisata menjadi sebab 'munculnya kebutuhan akan
penginapan (hotel), kepeiluan rumah makan atau restoran dan jasa parkir.
Disamping potensi di luar dacrah wisata tersebut seperti parkir di

pertokoan,'parkir di pasar, ramah makan atau resioran di perkotdan.

. Potensi pajak yang dapat melampaui target tersebut memberikan

gambaran cukup menggembirakan namun pemerintah daerah seharusuya
berupaya untuk menarik pajak dari para wajib pajak sesuai potensi yang
ada perlu dilakukan. Dengan demikian penggalian potensi ketiga jenis
pajak daerah tersebut perlu dimaksimalkan, namun pada sisi lain periu
dibarengi dengan usaba pemerintah daerah (cq petugas pajak) untuk
memungut pajak dan para wajib pajak secara maksimal pula. Belum
maksimalnya usaha pemungutan pajak tersebut dapat disebabkan oleh
faktor-faktor penghambat. Berdasarkan penélitian dan pengamati
faktor-falctor yang perle diperhatikan dan dibenahi sehingga dapat
menjadi penghambat tersebut teridentifikasikan sebagai berikut :

a. Dari aparat/petugas pajak:

- Latar pendidikan petugas pajak 67,53 % berpendidikan SD-SLTA
maka kualitas SDM petugas pajak dirasa masih kurang memadai dari
segi pendidikan. Sehingga perlu peningkatan kualitas SDM.

- Meskipun dari hasil penelitian yang berpendapat sarana dan
prasarana sudah memadai (55,76%) dan belum memadai ( 44,24%),
namun kiranya masih perlu penambahan sarana dan prasarana seperti
sepeda motor, perangkat komputer untuk petugas pajak. Sarana im
terutama umuk mobilitas petugas. Olch karena letak geografis
.kabupaten Semarang yang berupa daerah pegunungan maka sarana
transportasi ini penting. Perangkat komputer dalam jumlah yang
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memadai sangat penting guna pendataan dan kelancaran dan
kecepatan dalam pelayanan terhadap wajib pajak.

- 98,01 % responden berpendapat perlunya latihan bagi petugas pajak.
Dengan demikian petugas pajak selama im belum maksﬁnal dalam
menjalankan tugasnya. Sehingga dengan adanya pelatihan mereka

. akan merasa lebih profesional dalam melaksanakan tugas-tagasnya.

- Perlunya penegakkan sangsi denda yang lebih tegas bagi penunggak
pajak.

- Penetapan tarif pajak sebaiknya di dasarkan pada perhitungan
potensi pajak Hal ini dirasakan oleb petugas pajak akan lebih mudah
untuk melakukan monitoring.

- Semua petugas pajak sefuju bahwa pengenaan pajak didasarkan pada
potensi yang ada. Tarif pajak ini lebih riil dari kemampuan wajib

-pajak.
b. Dari Wajib pajak (fiskus):

- Meskipun 98,66 % responden berpendapat perlunya sosialisasi pajak
hotel, parkir dan restoran atau rumah makan kepada para konsumen.
Hal ini disebabkan bahwa jenis pajak ini dibebankan yakni pada saat
konsumen memarkir kendaraannya, makan di restoran atau rumah
makan atau menginap di hotel. Dengan demikian konsumen dapat
memahami terhadap kelebiban vang yang mereka belanjakan sebagai
pembayaran pajak. Namun masih sekitar 1,34 % ressponden yang
berpendapat tidak perln sosialiéasi.

- Meskipum 9229 % wajib pajak setuju perlunya kejujuran untuk
melaporkan kegiatan usahanya dan segala kegiatan atau transaksi di
restoran dan di hotel. Sebab dengan kejujuran ini setoran pajak
terutang dapat digali lebih maksimal. Namun terdapat sekitar 10 %
responden yang tidak | setju perlu kejujuran dalam melaporkan

kegiatan usahanya.
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- Meskipun 97 % responden berpendapat perlunya' wajib pajak untuk
membayar tepat waktu. Namun masih sekitar 3 % responden yang
berpendapat bahwa pembayaran pajak tidak perlu tepat waktu.

- Kesadaran wajib pajak terhadap arti pentingnya pembayaran pajak
untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten
Semarang sudah culup menggembirakan, hal ini mengingat bahwa
hanya 1 % saja yang belum menyadari bahwa pajak diperiukan untuk
pembangunan daerah.

- Meskipum 94 % responden berpendapat bahwa tingkat pelayanan
petugas pajak sudah cukup simpatik dan baik, namun masib sekitar
6 % responden yang berpendapat bahwa tingkat pelz}yanan belum atau

kurang memuaskan.

4.2. Saran-saran
- Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa saran
yang berkaitan dengan Regulasi, Potensi dan Kontribusi Pajak Daerah

Berdasarkan UU NO. 34 Tahun 2000 Terhadap PAD di kabupaten Semarang

sebagai berﬂ<uf:

I. Keleluasaan pemungutan pajak sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 34
tahun 2000 meskipun memberikan angin segar bagi peningkatan terhadap
PAD. namun perlu dibarengi dengan kesiapan perencanaan, ketersediaan
seumber daya manusia serta perhitungan yang cenmat. Hal ini berkaitan
erat dengan kriteria atan persyaratan yang terdapat dalam UU tersebut
cukup ketat. Meskipun merupakan kontrol pusat terhadap daerah dalam
memungut pajak daerah namun kriteria yaung terlalu ketat menjadi sebab
sulitnya pemerintah daerah kabupaten Semarang untuk membuat peraturan
sebagai instrumen dalam menggali potensi pajak daerah,

2. Guna meningkatkan retribusi' dan potensi pajak daerah terhadap PAD perlu
dibentik semacam “Satgas” lapangan, Pétugas tersebut bertugas untuk
memonitoring obyek-obyek pajak. Mengingat obyek/jenis pajak Hotel,
Restoran dan Parkir merupakan usaha layanan jasa dan besarnya pajak
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terhutang tergantung dari laporan fiskus (wajib pajak). Oleh karena {tu
kejujuran wajib pajak penting. Meskipun dari hasil wawancara dengan
responden pengusaha mengenai sikap kejujuran laporan besarnya obyek
yang terkena pajek, namun tidak tertutup kemungkinan wajb pajak
memberi laporan besarnya obyek yang terkena pajak bukan yang
sebenarnya. Oleh sebab itu satuan tugas itulah yang memonitoring di

lapangan. Terlebih kondisi geografis Kabupaten Semarang yang cukup luas
dan terletak di daerah pegunungan.

. Obyek Pajak Hotel, Restoran dan Parkir berkaitan erat dengan usaha

tersebut dapat berkemang dan dapat mengalami kemunduran. Menyikapi
hal tersebut pemerintah kabupaten Semarang semestinya bersikap lebih arif
dan bijaksana. Apabila wajib pajak.meminta keringanan terhadap pajak
yang ada-maka pemerintah daerah perlu menyikapi dengan melakukan
pengecekan di lapangan. Apabila usaha hotel atau rumah makan tersebut

memang benar-benar mengalami kemunduran maka perlu diberikan
keringanan. '

. Disamping itu obyek pajak Hotel, Restoran dan Parkir sebagai lahan yang

secara potensial memberikan kontribusi terhadap PAD sewajarnya
pemerintah daerah Kabupaten Semarang perlu memberikan bantuan guna
lebih memajukan usaha pada biang-bidang tersebut. Ujud bantuan
pemerintah daerah tersebut dapat berupa : bantuan pelatihan manajemen,
permodalan, mencarikan investor untuk melakukan kerjasama, memuahkan
perijinan usaha dan sebagaiya. Dengan demikian upaya tersebut
sesungguhnya merupakan langkah melestarikan asset pemasukan
pemerintah daerah itu sendiﬁ.

. Menyikapi hal-hal tersebut diatas peningkatan sumberdaya manusia

petugas pajak, sarana dan prasarananya, pemahaman terhadap masalah
perpajakan termasuk asas-asas hukum pajak, lebih ditingkatkan.
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